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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD yang
selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Pasal 92 ayat (2) bahwa Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada
RPJMD. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk periode S (lima)
tahun.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan -Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini maka selanjutnya harus menjadi acuan
dalam penyusunan program masing-masing bidang di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar serta
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tersebut ke dalam
sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
diharapkan dapat mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-
upaya pelestarian lingkungan hidup.

Martapura, Februari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar,

TI/ST., MT
Pembina Tk IV /b)
NIP. 19741024 199803 2 006
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BAB 1

PENDAHULUAN

erencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri
atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi,
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan | kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini telah memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-
2025 (Perda No. 4 Tahun 2013) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 merupakan penjabaran
visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar yang terpilih pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2021.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar,
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004



tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa
“Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal
RPJMD”. Selajutnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1, 2
dan 3), maka Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah dimaksud
memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam
rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk
tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD yang
selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan
penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan selama
kurun waktu tahun 2016-2021 telah memberikan hasil yang positif dalam
berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari beberapa indikator,



namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu
ditindaklanjuti terutama di dalam menghadapi tantangan daerah pada periode
berikutnya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar. Renstra
ini memberikan gambaran tentang arah perkembangan pelayanan dan
penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar selama S (lima) tahun ke
depan yakni tahun 2021-2026. Selain itu dalam laporan ini juga dijelaskan
gambaran tentang arah perkembangan pelayanan dan penyelenggaraan
pembangunan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa
Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, dan Pertanahan.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan
yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui
perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai
stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah

merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-

up.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2021 — 2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ‘tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian
dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/ M/ 2014 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;



25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016-2021(Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 6);

31.Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 37).

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar adalah untuk memberikan arah bagi seluruh
dimensi kebijakan dinas pada periode tahun 2021-2026 serta sebagai pedoman
taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Banjar.



Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar meliputi uraian tentang amanat Undang-undang, tugas,
fungsi dan kewenangan serta peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan, kondisi dan tantangan serta isu strategis di Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, tujuan, sasaran, arah kebijakan,
strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan target capaian yang dilengkapi
dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama
(IKU).

Sasaran penyusunan Rencana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah terwujudnya komitmen dan
konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan
secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan
dan pengendalian yang efektif.

Kedudukan dan peranan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam perencanaan daerah
sangat penting. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar harus menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026,
agar dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan nanti dapat
mengacu kepada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diamanatkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan banyak berkaitan dengan
pihak lain, apabila tidak disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tentunya akan simpang siur,
terlebih dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD).

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang disusun oleh
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan
Perencanaan  Pembangunan, Penelitian dan = Pengembangan  Daerah

(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Banjar.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini, secara berurutan meliputi :



BAB I

BAB II

PENDAHULUAN, berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisikan tentang Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah,
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

BAB IV

BAB V

BAB VI

berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telahaan, Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L
dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN, berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Perangkat Daerah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisikan Perumusan Strategi dan
Arah Kebijakan yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan pada Periode 2021-2026.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisikan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Banjar 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisikan Indikator

Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, berisikan ringkasan s$ingkat dari maksud dan tujuan

penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa
dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan S (lima) tahun ke

depan oleh SKPD.
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BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

edudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Daerah
KKabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan yang terdiri dari 6 (enam) bidang yang
mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air,
bidang Cipta Karya, bidang Bina Jasa Konstruksi, bidang Tata Ruang dan
Pengawasan Bangunan, dan pertanahan. Selain itu juga terdapat 1 (satu) bagian
yakni bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang
pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas, pembantuan . yang

diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya _air (SDA),
pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi,
penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin
lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistrubusi tanah, serta ganti

kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan
9



izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan
dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air (SDA),
pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi,
penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin
lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistrubusi tanah, serta ganti
kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan
izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan
dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air (SDA),
pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi,
penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin
lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistrubusi tanah, serta ganti
kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan
izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota;

Pelaksanaan administrasi DPUPRP;
Pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPUPRP, dan
Pelaksanaan fungai lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas, maka
struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar terdiri dari:

Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

10



9.

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

a. Seksi Jalan Kabupaten;

b. Seksi Jalan Desa;

c. Seksi Jembatan.

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

a. Seksi Sungai dan Sumber Air Baku;

b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan

c. Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

a. Seksi Air Minum;

b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan

c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :

a. Seksi Pengaturan;

b. Seksi Pemberdayaan; dan

c. Seksi Pengawasan.

Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan

c. Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang.
Bidang Pertanahan terdiri dari:

a. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah;

b. Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah; dan

c. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

10. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tugas dan Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Banjar
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Adapun tugas dan fungsi Bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar meliputi :

1.

Sekretariat mempunyai tugas menyusun, memonitor, menyelenggarakan
urusan perencanaan, keuangan dan aset, serta umum dan kepegawiaan. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;

b. Penyelenggaraan urusan keuangan dan aset, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksanaan;

c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah
tangga, perlengkapan, keprotokolan, dan kehumasan serta kepegawaian di
lingkungan dinas; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan,

merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi

pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang jalan Kabupaten, jalan
desa dan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina

Marga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang jalan kabupaten, jalan
desa dan jembatan

b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan
jembatan;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang jalan
kabupaten, jalan desa dan jembatan;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan jalan
kabupaten, jalan desa dan jembatan;

e. Penyelenggaraan teknis urusan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan,

merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi

pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang sungai, sumber air baku,
irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan.Untuk
menyelenggarakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang sungai, air baku, irigasi

dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
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b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan
rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air
baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;

d. Penyelenggaraan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air baku,
irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;

e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan sungali,
sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan
pemeliharaan; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan,
merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi
penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis,
penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan,
pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan tugas :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan
strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan
pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman
kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan
dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan
pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah domestik, pengelolaan «dan pengembangan sistem
drainase;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan « kriteria di kegiatan
pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem

pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan,;
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d. Pembinaan teknis dan supervise di kegiatan pengembangan permukiman,
pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air
minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan serta persampahan;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan
permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan serta persampahan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan,

merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi

pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bina jasa konstruksi.

Untuk menyelenggarakan tugas bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Bina Jasa Konstruksi;

b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Bina Jasa Konstruksi;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Bina Jasa
Konstruksi;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Bina Jasa
Konstruksi;

e. Penyelenggaraan teknis urusan Bina Jasa Konstruksi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas

mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas

yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Ruang
dan Pengawasan Bangunan meliputi Perencanaan Tata ‘Ruang, Pemanfaatan

Tata Ruang, Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang. Untuk

menyelenggarakan tugas bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan program« dibidang perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian
Tata Ruang;

b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata

Ruang;
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Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan
Pengendalian Tata Ruang;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan
Pengendalian Tata Ruang;

Penyelenggaraan teknis urusan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan
Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan

tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pertanahan;
Pengkoordinasian kegiatan dibidang Pertanahan;

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pertanahan;
Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang
Pertanahan;

Penyelenggaraan teknis urusan Pertanahan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yaitu:

a.

Melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
masyarakat;

Melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas; dan
Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan informasi dan evaluasi.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

a.

Ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan;

Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang undangan;

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas;
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e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat lebih jelas pada
tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S3 0

2 S2 7

3 S1 31

4 D4, D3,D2 9

5 SLTA 13

6 SLTP 2

7 SD 1
Jumlah 63

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat

dilihat lebih jelas pada tabel berikut :
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

ADUM/PIM IV

SPAMA /PIM III 2
SPAMEN/PIM II 0]
TMPP 1
PRAJABATAN 2
PEMEGANG KAS 1
PELATIHAN PENDAMPINGAN 1
PELATIHAN DASAR CPNS 4

23

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat lebih jelas pada tabel
berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

‘y

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselo\ dan = g

Jumlah pegawai yang menduduki esselon cian : dgpa}/ d111hat ih

jelas pada tabel berikut :
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Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf

No Golongan Jumlah
1 Esselon II 1
2 Esselon III 7
3 Esselon IV 19
4 Fungsional 4
5 Staf 32
Jumlah 63

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

5. Perlengkapan dan Peralatan
Perlengkapan dan peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Banjar dapat dilihat lebih jelas pada tabel
berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi
1 Alat Berat 25 Unit Baik
2 Asphalt Cutter 1 Unit Baik
3 Stamper 1 Unit Baik
4 Vibrating Hammer 1 Unit Baik
5 Jack Hammer 1 Unit Baik
6 Compressor 1 Unit Baik
7 Generator 1 Unit Baik
8 Genset 2 Unit Baik
9 Portable Water Pump 2 Unit Baik
10 | Mobil Operasional 23 Unit Baik
11 | Sepeda Motor Operasional Roda 2 43 Unit Baik
12 | Sepeda Motor Operasional Roda 3 1 Unit Baik
13 | Klotok 1 Unit Baik
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No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi
14 | Mesin Ketik Manual Portable 10 Unit Baik
15 | Mesin Ketik Listrik 4 Unit Baik
16 | Mesin Hitung Elektronik /Calculator 16 Unit Baik
17 | Mesin Penghitung Uang 1 Unit Baik
18 | Lemari Besi 28 Unit Baik
19 | Lemari Kayu 30 Unit Baik
20 | Rak Besi 8 Unit Baik
21 | Rak Kayu 40 Unit Baik
22 | Filling Cabinet 36 Unit Baik
23 | Brankas S Unit Baik
24 | Kointainer Box Plastik 10 Unit Baik
25 | Lemari Kaca 3 Unit Baik
26 | Lemari Makan 1 Unit Baik
27 | CCTV 4 Unit Baik
28 | Penghancur Kertas 3 Unit Baik
29 | Mesin Absen 4 Unit Baik
30 | LCD Proyektor 4 Unit Baik
31 | Layar LCD Projector 1 Unit Baik
32 | Papan Nama Instansi 2 Unit Baik
33 | Meja Kerja Kayu 17 Unit Baik
34 | Meja Besi 2 Unit Baik
35 | Meja Rapat 37 Unit Baik
36 | Meja Telepon 2 Unit Baik
37 | Meja Resepsionis 1 Unit Baik
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No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi
38 | Meja Tambahan 4 Unit Baik
39 | Kursi Fiber Glas/Plastik 1 Unit Baik
40 | Kursi Rapat 170 Unit Baik
41 | Kursi Tamu 9 Unit Baik
42 | Kursi Putar 15 Unit Baik
43 | Kursi Biasa 69 Unit Baik
44 | Kursi Lipat 32 Unit Baik
45 | Meja Komputer 8 Unit Baik
46 @ Sofa 14 Unit Baik
47 | Lemari Es 6 Unit Baik
48 | A.C Window S Unit Baik
50 | A.C Split 52 Unit Baik
51 | Kipas Angin 10 Unit Baik
52 | Camera Video 16 Unit Baik
53 | Camera Film 3 Unit Baik
54 | Handy Cam 9 Unit Baik
55 | Alat Pemadam 16 Unit Baik
56 | Meja Kerja 164 Unit Baik
57 | Meja Tamu 1 Unit Baik
58 | Kursi Kerja 292 Unit Baik
59 | P.C Unit 112 Unit Baik
60 | Laptop 60 Unit Baik
61 | Notebook 34 Unit Baik
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No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

62 | Tablet P.C 1 Unit Baik
63 | Personal Computer 13 Unit Baik
64 | Peralatan Computer 10 Unit Baik
65 | CPU 7 Unit Baik
66 | Monitor 10 Unit Baik
67 | Printer 175 Unit Baik
68 | Scanner 4 Unit Baik
69 | Modem 3 Unit Baik
70 | Peralatan Jaringan Lainnya 8 Unit Baik

71 | Rambu-Rambu Petunjuk 17 Unit Baik

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

Selama periode tahun 2016 — 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai upaya
merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, serta visi dan misi yang secara
sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021. Hasil capaian
kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama. periode
renstra tersebut diukur dari sejauh mana realisasi indikator kinerja utama dari
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terdapat 24 (Dua Puluh Empat) Indikator
Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang
telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Tahun 2016-2021, yakni:

1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam KondisiiMantap
2. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem

Jaringan Drainase

3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh

Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan
Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS
Kewenangan Kabupaten

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak
Persentase penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah

Persentase Akses Sanitasi Aman

Persentase Akses Sanitasi Layak

Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai
Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang
Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang
Persentase Ijin yang Dikeluarkan Sesuai dengan Tata Ruang

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah

Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi
Tanah Objek Reforma Agraria

Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi

Persentase Aset Tanah Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan
Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi

Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir

Capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pengukuran

kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Banjar selama periode Renstra 2016 — 2021 secara ringkas disajikan dalam tabel

sebagai berikut :
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Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar

Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada

Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) | (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
1 | Meningkatnya Persentase Luasan
Pencegahan Kawasan Banjir 37,54 - - - - - 37,54 - - - - - 100 - - - - -
Bencana Yang Terlindungi
2 | Meningkatnya Persentase Luasan
Produksi Dan Pertanian Yang
Produktifitas Terlayani Air 83,00 _ _ ) ) _ 83,00 _ _ ) _ ) 100 ) _ _ _ )
Pertanian Irigasi
3 | Meningkatnya Rasio Luas Kawasan
Jaringan Irigasi Permukiman Rawan
Dalam Kondisi Banjir Yang
Baik Terlindungi Oleh - | 3787 | 38,54 | 41,10 | 4449 | 4624 | . | 37,87 | 4044 | - - - _ 100 |104,93| - - -
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
Di Ws Kewenangan
Kabupaten
Rasio Luas Kawasan
Permukiman
Sepanjang Pantai
Rawan Abrasi,
Erosi, Dan Akresi - 62,50 | 66,70 | 66,73 | 66,75 | 66,77 - 66,68 | 66,70 - - - - 106,69 | 100,00 - - -
Yang Terlindungi
Oleh Infrastruktur
Pengaman Pantai Di
WS Kewenangan

24




Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada

Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
Kabupaten
Persentase Jaringan
Irigasi Dalam - 64,47 | 74,50 | 81,15 | 84,51 | 87,87 - 73,93 | 78,79 - - - - 114,68 | 105,76 - - -
Kondisi Baik
4 | Meningkatnya Persentase
Infrastruktur Konektivitas 98,73 - - - - - 98,81 - - - - - 100 - - - - -
Jalan Dan Wilayah Kabupaten
Jembatan Yang Persentase Panjang
Berkualitas Dan Jaringan Jalan
. . 71,74 - - - - - 71,74 - - - - - 100 - - - - -
Terintegrasi Dalam Kondisi
Mantap
5 | Meningkatnya Persentase Panjang
Jalan Dalam Jalan Kabupaten
- 72,14 | 73,12 | 79,14 | 81,03 | 82.95 - 73,10 | 76,55 - - - - 101,33 | 104,69 - - -
Kondisi Mantap Dalam Kondisi
Mantap
Persentase Panjang
Jalan Poros
- 72,27 | 73,47 | 76,47 | 77,81 | 79,16 - 72,60 | 75,14 - - - - 100,46 | 102,27 - - -
Desa Dalam Kondisi
Mantap
6 | Meningkatnya Persentase Luasan
Kualitas Layanan Kawasan Perkotaan
Drainase Kawasan | Yang Terlayani
46,97 - - - - - 46,97 - - - - - 100 - - - - -
Perkotaan Sistem Jaringan
Drainase
(Penduduk)




Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian® pada
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
Persentase Luasan
Kawasan Perkotaan
Yang Terlayani
Sistem Jaringan 60,66 - - - - - 60,66 - - - - - 100 - - - - -
Drainase
(Pengurangan
Genangan)
7 Meningkatnya Persentase
Kawasan Peningkatan Luasan
Perkotaan Kawasan Perkotaan - | 4598 | 48,68 | 5045 | 51,62 | 53,00 | - | 47,26 | 4934 | - - - - 102,78 |101,36| - - -
Terlayani Sistem Yang Terlayani
Jaringan Drainase | Sistem Jaringan
Drainase
8 | Meningkatnya Persentase
Kualitas Penduduk Yang
Infrastruktur Mendapatkan Akses 79,52 - - - - - 85,93 - - - - - 100 - - - - -
Permukiman Pada | Air Minum Yang
Kawasan Aman
Strategis, Persentase
Layanan Air Minum| Penduduk Yang
Dan Infrastruktur | Mendapatkan 61.57 _ _ _ _ _ 80,53 _ _ _ _ _ 100 _ ) _ _ _
Air Limbah Layanan Limbah
Permukiman Persentase
Tersedianya Tata
Bangunan Dan 100 - - - - - 100 - - - - - 100 - - - - -
Lingkungan
Kawasan Strategis
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Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada

Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
9 | Meningkatnya Persentase
Pengelolaan Dan Penduduk Yang
- 80,57 | 85,11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 - 84,65 | 86,94 - - - - 105,06 | 102,15 - - -
Pengembangan Mendapatkan Akses
Sistem Penyediaan | Air Minum Layak
Air Minum Persentase
Penduduk Yang
- 16,72 | 17,98 | 18,17 | 18,35 | 18.53 - 16,72 | 17,98 - - - - 100 | 100,00 - - -
Mendapatkan Akses
Air Minum Aman
10 | Meningkatnya Persentase
Pengelolaan Dan Penduduk Yang
- 76,74 | 83,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 - 78,65 | 84,95 - - - - 102,49 | 102,20 - - -
Pengembangan Mendapatkan
Sistem Air Limbah | Layanan Air Limbah
Persentase Akses
- 7,63 8,94 9,81 10,10 | 10,30 - 8,91 9,55 - - - - 116,78 | 106,82 - - -
Sanitasi Aman
Persentase Akses
- 76,74 | 83,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 - 78,65 | 84,95 - - - - 102,49 | 102,20 - - -
Sanitasi Layak
11 | Meningkatnya Persentase Luas
Kawasan Strategis | Kawasan Strategis
Dengan Dengan - 83,41 | 84,57 N/A N/A N/A - 83,13 | 84,62 - - - - 99,66 | 100,06 - - -
Infrastruktur Yang | Infrastruktur Yang
Memadai Memadai
12 | Meningkatnya Persentase
Bangunan Dan Tersedianya Tata
Lingkungan Yang Bangunan Dan - 78 88,93 89,29 89,64 | 90,00 - 88,57 | 88,93 - - - - 113,55 | 100,00 - - -
Dilakukan Lingkungan
Penataan
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L. . Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada
Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) | (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
13 | Meningkatnya Persentase
Ketertiban Ruang Pemanfaatan Tata
Dan Bangunan Ruang Dan
92,15 - - - - - 92,15 - - - - - 100 - - - - -
Bangunan Sesuai
Dengan Rencana
Tata Ruang
14 | Meningkatnya Persentase
Kesesuaian Kesesuaian
Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang
- 92,16 | 92,17 | 92,18 | 92,19 | 92,20 - 92,16 | 92,172 - - - - 100 100,00 - - -
Penataan Ruang Terhadap Rencana
Tata Ruang
15 | Meningkatnya Persentase
Kesesuaian Pemanfaatan
Pemanfaatan Bangunan Yang
- 100 100 100 100 100 - 101,64 | 100 - - - 101,64 | 100,00 - - -
Bangunan Sesuai Dengan
Terhadap Rencana | Rencana Tata
Tata Ruang Ruang
16 | Meningkatnya Persentase Penyedia
Ketertiban Ruang Jasa Konstruksi
Dan Bangunan Yang Memenuhi 84,00 - - - - - 84,50 - - - - - 100 - - - - -
Persyaratan
Kompetensi
17 | Meningkatnya Persentase
Kualitas Pelaku P, h
vatitas Fe cmentihan - | 87,00 | 87,50 | 88,00 | 88,50 | 89,00 | - | 87,33 | 87,50 | - - - - |100,38 | 100,00 | - - -
Jasa Konstruksi Kebutuhan Tenaga
Terampil Konstruksi
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Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada

Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
Yang Memenuhi
Persyaratan
Kompetensi
18 | Peningkatan Persentase
Sarana Dan Pelayanan 100 - - - - - 100 - - - - - 100 - - - - -
Prasarana Administrasi
Aparatur Yang Persentase
Mendukung Tersedianya
Pelayanan Bangunan Gedung
Administrasi Negara Yang 36,05 - - - - - 36,05 - - - - - 100 - - - - -
Perkantoran Memenuhi
Persyaratan Bagi
Seluruh Aparatur
19 | Program Terpenuhinya
Penunjang Urusan | Layanan
Pemerintah Administrasi 100 _ _ _ _ _ 100 _ _ _ _ _ 100 _ _ _ _ _
Daerah Perkantoran
20 | Terselenggaranya Indeks Kepatuhan
Urusan Dan Kinerja
Penyusunan Intern (IKKI) Dinas
Program Pekerjaan Umum, - 100 82,00 | 85,00 | 85,05 | 85,10 - 100 84,95 - - - - 100 | 103,60 - - -
Perencanaan, Penataan Ruang
Keuangan, Umum | Dan Pertanahan
Dan Kepegawaian
21 | Meningkatnya Ijin | Persentase ljin Yang
Yang Dikeluarkan | Dikeluarkan Sesuai - 100 - 100 100 100 - 100 - - - - - 100 - - - -
Sesuai Dengan Dengan Tata Ruang
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L. . Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada
Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
Tata Ruang
22 | Program Persentase
Penyelesaian Pelaksanaan
Sengketa Tanah Fasilitasi 100 - - - - - 77,77 - - - - - 77,77 - - - - -
Garapan Pengaduan
Sengketa Tanah
23 | Meningkatnya Persentase
Pelaksanaan Pelaksanaan
- 100 100,00 | 100 100 100 - 100 100,00 - - - - 100 100,00 - - -
Fasilitasi Sengketa | Fasilitasi Sengketa
Tanah Garapan Tanah
24 | Program Persenatase Aset
Redistribusi Tanah Pemkab
Tanah, Serta Yang Tersertifikasi
Ganti Kerugian
21,94 - - - - - 21,94 - - - - - 100 - - - - -
Program Tanah
Kelebihan
Maksimum Dan
Tanah Absentee
25 | Meningkatnya Persentase
Koordinasi, Koordinasi,
Fasilitasi Dan Fasilitasi
Informasi Dan Informasi
- 100 100,00 | 100 100 100 - 100 100,00 - - - - 100 100,00 - - -
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Redistribusi Redistribusi Tanah
Tanah Objek Objek Reforma
Reforma Agraria Agrarian
26 | Program Persenatase Aset
21,94 - - - - - 24,44 - - - - - 100 - - - - -
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Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada
Sasaran Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahapan
No Strategis/ Indikator Kinerja IKK
Sasaran Program 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19)
Pengelolaan Izin Tanah Pemkab Yang
Membuka Tanah Tersertifikasi
27 | Meningkatnya Persentase Luasan
Luasan Aset Aset Tanah Pemkab
- 29,22 | 46,67 | 64,12 N/A N/A - 17,66 | 52,72 - - - - 60,42 | 112,97 - - -
Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi
Yang Tersertifikati
28 | Program Persenatase Aset
Penatagunaan Tanah Pemkab 21,94 - - - - - 21,94 - - - - - 100 - - - - -
Tanah Yang Tersertifikasi
29 | Meningkatnya Persentase Aset
Aset Tanah Tanah Pemkab Yang
Pemkab Yang Terinventarisir Dan - 100 100,00 | 100 N/A N/A - 100 100,00 - - - - 100 100,00 - - -
Terinventarisir Dipatenkan
Dan Dipatenkan
30 | Program Persentase Luasan
Pengurusan Hak- | Aset Tanah Pemkab - - - - 100 100 - - - - - - - - - - - -
Hak Atas Tanah Yang Tersertifikasi
31 | Program Survey, Persentase Aset
Pengukuran Dan Tanah Pemkab - - - - 100 100 - - - - - - - - - - - -
Pemetaan Dalam Satu Tahun
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Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Banjar
No Sasaran Indikator Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Program Kinerja
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Rp) | Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (11) | (12) (13) (14) (15)
1 | Meningkatnya | Persentase ~ ~
pencegahan Luasan kawasan g a
)
bencana banjiryang $ . . . . . o . . . . .
0 N
terlindungi w \0
0 [
aQ o)
o o
2 | Meningkatnya | Persentase
o u
Produksi dan LuasanPertanian 9 o
[e] =
Produktifitas yang Terlayani S g
Pertanian Air Irigasi % oﬁ
N ©
o IN)
S 0
3 | Meningkatnya | Rasio luas
Jaringan kawasan
Irigasi permukiman
Dalam Kondisi | rawan banjir
Baik yang terlindungi
oleh
infrastruktur
pengendalian
banjir di WS
Kewenangan
Kabupaten
Rasio luas
kawasan = S 0 o o 103 o
. I - = - O - 2| 8
permukiman 3 o s & N} g &
. 1 N N = o o 1 Ie) 1 | |
sepanjan; N @ —_
pamane & & % X S ° | =
pantai rawan § é a % g % %
abrasi, erosi,
dan akresi yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengaman
pantai di WS
Kewenangan
Kabupaten
Persentase
Jaringan Irigasi
dalam Kondisi
Baik
4 | Meningkatnya Persentase
Infrastruktur Konektivitas
Jalan dan Wilayah o o
I N
Jembatan Kabupaten N N
= g
Yang Persentase '& | | | ! ! g \ | | ' |
berkualitas Panjang o ®
~ B
dan Jaringan Jalan N g
Terintegrasi dalam Kondisi

Mantap
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No Sasaran Indikator Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Program Kinerja
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Rp) | Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) | (11) | (12) (13) (14) (15)
5 | Meningkatnya | Persentase
ul 5 ~ N N a =
Jalan dalam Panjang Jalan o J » 3J - N 3
kondisi Kabupat 3 g S '5 g ) g
ondisi abupaten 8 ) g @ 2 . g S . . .
Mantap dalam Kondisi J N S A > e 5
Mant g - g %) o N —
antap 9 © N 3 3 = o
& « S N S = &
Persentase I N
Tl ) w (&) : N
Panjang Jalan N ¥ a o) 3 & 3
8 w = o)1 N o) (o]
Poros Desa @ N ® S N o0 N
—_ A . h : , o0 B , , ,
dalam Kondisi N % & & > + I
N ar © N © g @
Mantap g % 8 i‘l 8 o S
[} S o w &a ®
o
6 | Meningkatnya | Persentase
Kualitas Luasan Kawasan
Layanan Perkotaan yang
Drainase Terlayani Sistem
Kawasan Jaringan
Perkotaan Drainase w w
(Penduduk) N o
o =
Persentase @ | ! | i i = ! ! ! i i
S S
Luasan Kawasan P ©
S o
Perkotaan yang o a
Terlayani Sistem
Jaringan
Drainase
(Pengurangan
genangan)
7 Meningkatnya | Persentase
Kawasan Peningkatan o
Perkotaan Luasan o 6 : 0 .0 5\2 IG
2 = = 3 S @
i 9 o) N £ S @ S
Terlayani Kawasan w A > o IN] o NS
Sist Perkot ' & 4 3 a o ' 2 2 ' ' '
istem erkotaan yang R ® 3 N = ;43 ®
Jaringan Terlayani % (c"h] 5 x 3 =~ S
. . . © i o © © = o
Drainase Sistem Jaringan o
Drainase
8 | Meningkatnya Persentase
kualitas Penduduk yang ; UH1
— o
infrastruktur Mendapatkan 9 S
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Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan

coordinator Pemerintah Kabupaten Banjar dalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah. Perencana memiliki peran penting sehingga
perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan pihak terkait. Keberhasilan
atau kegagalan suatu organisasi sangatlah tergantung pada kemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melalukan
adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang
terhadap pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Hal itu
dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tantangan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki

beberapa pertimbangan yang menjadi tantangan, yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam seperti saat ini dituntut
untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada
masyarakat.

2. SDM yang terbatas sehingga memerlukan kebijakan pimpinan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien

3. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, perlu diimbangi dengan
kemampuan SDM terhadap penguasaan teknologi yang cepat pula

4. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan
kualitas pelayanannya kepada masyarakat memerlukan Sumber Daya
Aparatur yang handal

5. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan pembangunan

6. Masih terdapat daerah yang rawan genangan banjir yang harus segera
ditangani

7. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung
sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan
dan jembatan

8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang
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10.

Belum tersedianya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) pada Bidang Konstruksi
Sebagian tupoksi bidang pertanahan berada di BPN sehingga bidang

pertanahan tidak mempunyai wewenang

Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang

memberikan kesempatan kepada pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk mengembangkan diri

dalam melayani masyarakat, yaitu :

1.

Peningkatan keterampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi
khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap prosedur kerja yang baik memberikan
kesempatan untuk menata dan membenahi diri secepat mungkin
Tersedianya peraturan atau regulasi pendukung terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan

Pendekatan pembangunan yang bersifat terencana dengan matang sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi dapat mendukung
pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien

Apresiasi masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan memungkinkan adanya feedback dalam rangka perbaikan
produk perencanaan yang lebih partisipatif.

Fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi
dan pelaporan memberikan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan untuk pengembangan layanan yang dibutuhkan

masyararakat dan para pihak terkait.
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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

dentifikasi berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan

lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal

yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021) perlu dilakukan.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Lingkungan Internal
a. Identifikasi Kekuatan (Strengths)

Pelaksanaan proyek berdasarkan hasil analisa, dapat di identifikasi beberapa
faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mencapai visi
dan misi yang telah disepakati. Faktor faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai tupoksinya
berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas tersebut
disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten
Banjar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

2) Suasana kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
pertanahan Kabupaten Banjar cukup konduktif (kebersamaan diusahakan
terjadinya suasana demokratis dengan melonggarkan ikatan struktural) yang
kadang-kadang menghambat gerak organisasi jika diterapkan secara kaku.
Ikatan tersebut dapat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas
individual maupun kelompok (team work). Suasana ini dipupuk terus

terutama dalam kegiatan rapat-rapat pimpinan maupun diskusi-diskusi
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3)

dalam tim-tim kerja penyusunan berbagai substansi yang merupakan
kewajiban Dinas.

Tersedianya staf pendukung pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan SOTK
yang ada, dirasa mampu untuk menggerakkan pembangunan di bidang Bina
Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan
Pengawasan Bangunan, dan Pertanahan. Selain itu staf pendukung
senantiasa memanfaatkan akses terhadap pelaksanaan dan lembaga-lembaga
terkait yang melakukan kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Banjar sehingga
memudahkan dalam penerapan paradigma dalam instansi Lainnya yang
berada di daerah ini. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar, sesuai dengan fungsinya senantiasa diminta
bantuan teknis maupun personil oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya
mengenai segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan di instansi yang berada di Kabupaten Banjar.

Identifikasi Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar masih

memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi

dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan,

beberapa kelemahan tersebut sebagai berikut :

1)

2)

3)

Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan managerial masih
terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kemampuan
unit-unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum optimal seperti
peralatan komputer dan alat transportasi untuk meningkatkan kinerja
petugas dilapangan masih perlu pertambahan jumlahnya.

Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan khususnya yang
bersumber dari APBD. Hal ini sebagai dampak dari krisis ekonomi yang
bersumber dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yakni

menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah.

Identifikasi Lingkungan Ekternal
Identifikasi Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mencapai Visi

dan Misinya diantaranya sebagai berikut :
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1) Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders yang
terkait dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar, merupakan peluang yang sangat penting bagi
pengembangan organisasi ini dimasa depan.

2) Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan
Daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan pelaksana
Kegiatan pembangunan.

3) Terbukanya bagi setiap pegawai untuk mengembangkan wawasan dan
pengetahuannya merupakan peluang yang penting terutama akan
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan sumber daya aparatur

dalam melaksanakan tugasnya.

b. Identifikasi Ancaman (Threats)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat
pula ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar
dinas yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai
tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut,
diantaranya adalah:

1) Kondisi alam Kabupaten Banjar yang kurang mendukung seperti bentang
alam dan curah hujan yang bervariasi, sehingga sulit dijangkau di daerah
yang terpencil.

2) Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan jaringan jalan dan
infrastruktur. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang
berkualitas berdampak langsung pada masyarakat, petani pada khususnya.
Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan. Masih terjadinya kerusakan
pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat
tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran
dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Selain itu,
lajunya pertumbuhan lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan
yang ada serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai
sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus
distribusi barang dan jasa ke pusat perekonomian masyarakat. Dukungan

konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapi
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3)

beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing
infrastruktur jalan yang masih rendah.

Kurangnya  partisipasi aktif pengusaha jasa  konstruksi dalam
penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an. Selain itu mutu sumber
daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan, yakni masih

banyaknya tenaga kerja yang belum disertifikasi.

Selain hal tersebut di atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi

sesuai dengan fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya tersebut di

bawah ini:

1.

Permasalahan Penataan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang:

Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman
untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;

Masih terdapat pelanggaran peraturan tata ruang dan tata bangunan hal ini
dikarenakan kurangnya pengetahuan atau kesadaraan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan dengan prosedur yang tepat atau
mengkonsultasikannya ke dinas teknis sehingga masih diperlukan sosialisasi
peraturan peraturan ke aparat kecamatan dan desa/kelurahan;

Kawasan tradisional bersejarah, kawasan kumuh dan kawasan-kawasan
strategis kurang tertata karena kurangnya koordinasi antar kegiatan yang
terkait dan alokasi dana yang besar untuk penangan kawasan tersebut;
Jumlah SDM tata ruang yang berkualitas belum memadai dengan luasan
wilayah Kaupaten Banjar;

Rasio jumlah luas daerah yang mesti dikendalikan tidak sebanding dengan

jumlah aparat pengendalian dan penataan ruang;

Permasalahan Penataan Bangunan

Kondisi bangunan gedung dan rumah negara yang tidak representatif karena
penyusutan/berakhirnya umur bangunan, beban fungsi yang berlebih atau
atas sebab lain;

Sulitnya pengawasan bangunan pada saat proses pembangunan;

Belum tegasnya kepastian hukum terkait pelaksanaan® pembangunan
gedung;

Kesadaran serta pengetahuan aparat masih rendah khususnya di kecamatan

terkait teknis IMB;
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Belum optimal fungsi lembaga hukum yang bertugas sebagai Penegak
hukum Perda Bangunan Gedung;
Penyesuaian aturan pelaksana di daerah dengan diberlakukannya Undang

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Penyediaan air minum untuk memenuhi cakupan layanannya masih rendah,
karena:

Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;

Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi-lokasi yang jauh terjangkau jaringan
perpipaan PDAM khususnya wilayah perdesaan disebabkan faktor
menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum;

Belum semua kecamatan terbangun Instalasi Air Bersih Kota Kecamatan
(IKK) disebabkan faktor pembiayaan yang terbatas dan penyiapan
kelembagaan dan SDM yang terampil;

Jangkauan jaringan perpipaan PDAM pada masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) baik diperkotaan dan perdesaaan masih rendah karena faktor
pembiayaan dan kemampuan keuangan masyarakat yang rendah;

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana
penyedia air bersih yang telah terbangun;

Sulitnya ketersediaan air baku akibat menurunnya kuantitas dan kualitas air
baku air minum serta tidak semua kecamatan di Kabupaten Banjar memiliki
air baku;

Sebagian Badan Pengelola Swadaya (BPS) prasarana dan sarana air bersih
yang terbangun baik yang berbasis masyarakat kurang aktif;

Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;

Faktor pendanaan daerah masih minim sehingga masih memerlukan

anggaran sharing dari pemerintah pusat.

Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan khususnya
pengelolaan air limbah permukiman yang masih perlu ditingkatkan karena:
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak
pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga karena faktor kurangnya
sosialisasi PHBS dan standar pengolahan air limbah;

Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani dengan pengelolaan air

limbah yang memenuhi standar
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Memerlukan investasi yang besar dalam penyediaan pengeloaan air limbah
skala kawasan karena faktor kondisi demografi, geografis dan geologis yang
kurang mendukung seperti yaitu rumah-rumah penduduk yang terpencar
tidak beraturan, permukiman sepanjang bantaran sungai, tanah berawa;
Terbatasnya pendanaan daerah dalam memenuhi target layanan air limbah;
sulitnya lahan tersedia bagi pembangunan sarana MCK komunal bersifat
hibah yang berdekatan dengan perumahan penduduk dan masih terpencar
terutama di daerah perdesaan karena faktor nilai tanah yang sudah naik
pada lokasi yang berdekatan dengan perumahan penduduk;

Akses cakupan layanan air limbah masih minim;

Tidak standarnya septic tank di masyarakat;

Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan tinja;

Fungsi regulator dan operator pengolahan air limbah masih menjadi satu dan

belum optimal.

Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan berupa
pengelolaan drainase yang belum optimal adalah:

Dimensi saluran yang sudah tidak sesuai lagi dengan besaran debit air hujan
karena faktor berkurang daya resap tanah pada cathment area akibat
penutupan lahan daerah resapan;

Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase yang ada karena faktor
sedimen yang terbawa surface run off, pembangunan permukiman serta
normalisasi saluran yang kurang;

Masih terdapat jaringan drainase yang belum terintegrasi antara sistem
drainase primer, sekunder dan tersier.

Pengelolaan sistem drainase masih bersifat parsial karena faktor belum
siapnya kelembagaan dan SDM serta perencanaan yang dibuat;

Minimnya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan
drainase;

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan drainase;

Belum adanya pemetaan drainase untuk wilayah perkotaan dengan baik

karena penanganan drainase hanya bersifat parsial.

Dampak terjadinya pandemi Covid-19 berakibat terjadinya perubahan dan
arah kebijakan daerah yang tentunya juga berdampak pada arah dan

kebijakan rencana jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
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Ruang dan Pertanahan. Dampak yang sangat dirasakan yaitu terjadinya
beberapa penyesuaiaan dan refocusing penganggaran dengan memperhatikan
pemulihan ekonomi masyarakat.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kabupaten
Banjar harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten,
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh
Kabupaten Banjar dalam beberapa tahun ke depan. Visi dalam mengantisipasi
tantangan pembangunan di masa yang akan datang menuju kondisi yang
diinginkan maka Kabupaten Banjar perlu secara terus menerus mengembangkan
peluang semangat pembangunan untuk mempersiapkan diri agar tetap
mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, maka visi pembangunan Kabupaten
Banjar 2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU,
MANDIRI, DAN AGAMIS”. Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

a. Maju

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi

lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang;

- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada

kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran ‘atau indikator-indikator,
seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index

(HDI).

b. Mandiri
- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau
dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung
pada orang lain;
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk

berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba
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mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan
mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan;

- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang
menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa
bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

c. Agamis

- Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini
adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat
menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah
yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan
keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup,
kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan

kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar
2021-2026, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai
berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan
pembangunan daerah yang berkeadilan.
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan
berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib,

aman, dan demokratis.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banjar Tahun 2016 — 2021, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Banjar bertindak sebagai salah satu unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang mengaplikasikan misi ke-2 (kedua) yakni meningkatnya
ketersediaan infrastruktur wilayah ~dan konektivitas yang mendorong
pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya potensi ekonomi .yang didukung
peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk

pemerataan pembangunan antar wilayah. Serta misi ke-3 (ketiga) yakni
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terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor
pembangunan daerah.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun
2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :
Program Penyelenggaraan Jalan;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbabh;

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

0 e N ok b=

Program Penataan Bangunan Gedung;

—_
o

. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

—
—

. Program Pengelolaan 1zin Lokasi;

—
N

. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

—_
W

. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee;

14. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;

15. Program Penatagunaan Tanah;

16. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

17. Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Secara umum program prioritas kepala daerah terpilih tersebut
berkesesuaian dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kebupaten Banjar. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar adalah instansi yang mempunyai komitmen yang
tinggi dalam memberikan kepuasan kepada seluruh Aparatur . Pemerintah
Kabupaten Banjar khususnya dan masyarakat pada umumnya, melebihi standar
layanan publik secara umum pada “Pembangunan sarana dan prasarana dasar
kehidupan masyarakat”, pelayanan prima dimaksud harus direncanakan,
diselenggarakan dan dikelola dengan sebaik baiknya sehingga dapat memenuhi
sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan
kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan

waktu.
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Agar komitmen tersebut dapat di wujudkan maka harus ada upaya untuk
mewujudkan manajemen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan pokok dan fungsinya, agar tercipta
kepercayaan masyarakat umumnya dan perangkat daerah Kabupaten Banjar
khususnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar yang proporsional, produktif, efisien, transparan

dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip “good governance”.
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Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS

MISI DAN PROGRAM KDH FAKTOR
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
DAN WAKIL KDH TERPILIH PENGHAMBAT PENDORONG
(1) (2) (3) (4) (5)

MISI 2 PENINGKATAN EKONOMI YANG BERKUALITAS BERBASIS KERAKYATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN

1 Program Penyelenggaraan e Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan o Masih terbatasnya alokasi e Adanya peluang untuk
Jalan Jalan dan Jembatan yang masih belum optimal anggaran daerah memperoleh anggaran dengan
sumber dana selain APBD seperti

APBD Provinsi dan DAK

2 |Program Pengelolaan dan e Masih terdapatnya daerah rawan genangan e Masih banyak limbah dari o Tersedianya teknologi yang
Pengembangan Sistem banjir yang harus segera ditangani masyarakat yang langsung dibuang mendukung pembangunan
Drainase e Penanganan drainase masih bersifat parsial ke saluran drainase tanpa

dan tidak terintegrasi. pengolahan terlebih dahulu

e Tidak maksimalnya fungsi drainase sebagai ¢ Kepedulian dan partisipasi
saluran air karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam sumber-sumber air masih Kurang
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MISI DAN PROGRAM KDH FAKTOR

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

DAN WAKIL KDH TERPILIH

PENGHAMBAT PENDORONG
(1) (2) (3) (4) (5)
pengelolaan drainase terutama dalam e Masih terbatasnya alokasi
pemeliharaan saluran drainase anggaran
3 |Program Pengelolaan Sumber e Masih terkendala masa tanama e Cuaca yang tidak mendukung e Anggaran APBD dan DAK
Daya Air (SDA) sehingga menghambat pekerjaan
e Masih tahap perencanaan
4 Program Pengelolaan dan e belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas e Sumber Air Baku yang minim e Tersedianya teknologi yang
Pengembangan Sistem air langsung minum karena tidak semua kecamatan mendukung pembangunan
Penyediaan Air Minum e sulitnya ketersediaan air baku akibat memiliki sumber air baku e Tersedianya program-program
menurunnya kuantitas dan kualitas air baku pusat dan hibah luar negeri

air minum
e Kurangnya Instalasi Air Bersih di Kecamatan
e Jaringan Pipa PDAM untuk MBR masih rendah
e Kurang koordinasinya antara SKPD dengan

perusahaan daerah penyelenggara air minum
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

kurangnya sosialisasi PHBS dan standar
pengolahan air limbah

Rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap
dampak pembuangan air limbah
kegiatan rumah tangga
memerlukan investasi yang besar
dalam penyediaan pengeloaan air
limbah skala kawasan

sulitnya lahan yang tersedia untuk
pembangolahan instalasi
pengolajan air limbah skala
komunall bersifat hibah yang
berdekatan dengan perumahan
penduduk dan masih terpencar
terutama di daerah perdesaan
karena nilai tanah yang sudah naik
pada lokasi yang berdekatan

dengan perumahan

Tersedianya teknologi yang
mendukung pembangunan
Tersedianya program-program

pusat dan hibah luar negeri
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(1) (2) (3) (4) (5)
6 |Program Penataan Bangunan ¢ Kondisi bangunan gedung Kantor yang sudah Harga material yang sering berubah Adanya peraturan perundang-
Lingkungannya mulai rusak menyebabkan harga satuan harus undangan bangunan gedung
mengalami penyesuaian
7 |Program Pengembangan Jasa e Masih belum tersedianya LSP (Lembaga Adanya perubahan regulasi yang Amanat dari Peraturan Perundang-

Konstruksi

Sertifikasi Profesi) Bidang Konstruksi di

wilayah Kalimantan Selatan

berdampak pada kurangnya
anggaran untuk pelaksanaan
pemenuhan kebutuhan
persyaratan kompetenso terhadap
Tenaga Terampil Konstruksi
Sering terhambatnya kooridnasi
dengan beberapa pihak yang
bekepentingan terkait pelaksanaan
pengawasan, monitoring dan
evaluasi sebagai wujud dari
tertibnya usaha, tertibnya
penyelenggaraan, dan tertib
pemanfaatan konstruksi

Sulitnya menentukan jadwal

pelaksanaan yang sama dengan

undang jasa konstruksi
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MISI DAN PROGRAM KDH
DAN WAKIL KDH TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

FAKTOR

PENGHAMBAT

PENDORONG

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

9 Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang

pihak-pihak terkait

MISI 3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Kurangnya media informasi tata ruang di
lapangan
Kurangnya sosialisasi peraturan ke aparat

kecamatan dan desa/kelurahan

Dokumen Rencana Rinci Tata
Ruang belum berupa aturan
Keterbatasan SDM dalam proses
pendampingan dan pengawasan
selama konstruksi

Terbatasnya anggaran dalam

penyusunan aturan tata ruang

¢ Beberapa Dokumen RTR sudah

tersusun

10 |Program Penataan Bangunan

Gedung

Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran
masyarakat akan kesesuaian pemanfaatan
bangunan dengan peruntukkannya sehingga

perizinannya tidak/ diterbitkan

Ketidaklengkapan persyaratan

teknis pemohon Bangunan Gedung

o Tersedianya dana anggaran kas

11 |Program Penyelesaian

Sengketa Tanah

Kondisi jalam sebagian desa terendam air

Kondisi cuaca yang tidak menentu
Kurang mengertinya masyarakat
tentang pendataan potensi konflik

sehingga sulit meminta data

e Dukungan dari pihak desa
e Transportasi roda 4 (empat) yang

tersedia menuju lokasi
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MISI DAN PROGRAM KDH
DAN WAKIL KDH TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

(1) (2) (3) (4) (5)

12 |Program Redistribusi Tanah, Bukan tupoksi bidang pertanahan tapi BPN, Bidang pertanahan tidak Tersedianya dana anggaran kas
serta Ganti Kerugian Program bidang pertanahan hanya sebagai anggota tim mempunyai wewenang karena untuk koordinasi dengan pihak
Tanah Kelebihan Maksimum hanya sebagai anggota tim BPN
dan Tanah Absentee Merupakan program nasional dari

kementerian ATR/BPN

13 |Program Pengelolan Izin Ada sebagian tanah aset pemkab yang terletak Untuk alas hak berupa hibah, Monev capaian sertifikat aset

Membuka Tanah

di dalam kawasan hutan sehingga tidak dapat

disertifikasi

adanya ketidaksamaan informasi
antara ahli waris tanah dan pemda
Untuk alas hak berupa pengadaan
tanah pemda banyak berkas
pelepasan hak yang tidak lengkap
Untuk alas hak berupa sertifikat
sebagian besar masih atas nama
penjual jadi harus dilakukan balik
nama atas nama pemerintah

daerah

pemkab banjar oleh KPK
Keinginan dari pihak
sekolah/puskemas sebagai syarat
permohonan rehabilitasi sumber

dana DAK dari Kementerian
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14

Program Penatagunaan Tanah

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

MISI 4 PENYELENGGARAAN KEPERINTAHAN YANG AMANAH, BAIK, BERSIH DAN EFEKTI

Data di KIB berbeda dengan di lapangan
Surat atas hak tanah/data yuridis banyak

tidak ditermukan

Kapasitas aparatur terbatas
Sulitnya mencari Tenaha ahli dalam

pemeliharaan

Ketersediaan data dan informasi yang akurat

dan mutakhir terbatas

Metode pemberdayaan belum diterapkan

secara baik

koordinasi lintas sektor antara provinsi dengan

Kab/Kota belum optimal

Kondisi cuaca yang tidak menentu

Lokasi yang sulit dijangkau

SDM aparatur bidang teknis tidak
mengalami penambahan
Pemutakhiran data dan informasi

belum optimal

Pemantauan dan evaluasi dari
koordinasi dan Supervisi

Pencegahan Korupsi oleh KPK

Komitmen pimpinan dan SDM
aparatur dalam peningkatan
kualitas pelayanan secara
maksimal

Kegiatan bersifat rutin yang
keperluannya untuk pelayanan
perkantoran

Adanya SDM administrasi yang
memadai dalam tercapainya
pelaksanaan pelayanan
administrasi dan sarana prasarana

perkantoran
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Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota.
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Tabel 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

konektivitas jaringan

jalan nasional

luas

e Inventaris data dan informasi jaringan

jalan belum optimal

kewenangan kabupaten merupakan
daerah terdampak banjir, sehingga
umur dan kualitas jalan mudah rusak
e Terbatasnya kemampuan anggaran
daerah untuk penanganan jaringan

jalan

Sasaran Jangka Permasalahan Faktor

e Menengah Renstra K/L Pelayanan SKPD Kabupaten Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (S)

1 Meningkatnya e Wilayah cakupan penanganan sangat e Terbatasnya kemampuan anggaran Komitmen daerah untuk
ketersediaan air melalui luas daerah yang untuk penanganan meningkatkan produksi
infrastruktur Sumber sumber daya air pertanian
Daya Air Telah ada pembagian

kewenangan penanganan
tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten

Adanya sharing dana dari level
yang lebih atas

2 Meningkatnya e Wilayah cakupan penanganan sangat e Beberapa ruas jalan yang menjadi Komitmen daerah untuk

meningkatkan konektifitas
antar wilayah

Telah ada pembagian
kewenangan penanganan
tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten

Adanya sharing dana dari level

yang lebih atas
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Meningkatnya Penyediaan
Akses Perumahan dan
Infrastruktur
Permukiman Yang Layak,

Aman dan Terjangkau

Wilayah cakupan penanganan sangat
luas
Pertumbuhan penduduk dan

permukiman sangat pesat

Terbatasnya kemampuan anggaran
daerah untuk penanganan kawasan
permukiman

Inventaris data dan informasi kawasan

permukiman belum optimal

Komitmen daerah untuk
meningkatkan kualitas
permukiman

Telah ada pembagian
kewenangan penanganan
tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten

Adanya sharing dana dari level

yang lebih atas

Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
SDM Vokasional bidang
konstruksi yang

kompeten dan profesional

Masih rendahnya tingkat pemahaman
dan kualitas pelaku usaha dan tenaga

kerja konstruksi daerah

Terbatasnya kemampuan anggaran
daerah untuk pembinaan pelaku usaha

dan tenaga kerja konstruksi daerah

Adanya fasilitasi dari Balai
Jasa Konstruksi PUPR Wilayah

V Banjarmasin

Penataan ruang berbasis
RDTR untuk mewujudkan
tujuan pembangunan
berkelanjutan yang
mendorong pertumbuhan

ekonomi

Belum ditetapkannya RDTR menjadi
sebuah aturan
Dinamika pertumbuhan pembangunan

sangat signifikan

Proses legalisasi RDTR memerlukan
waktu yang panjang dan perlu
kesepakatan pemangku kepentingan
Minimnya alokasi anggaran APBD
untuk mendukung penyusunan dan
pengawasan tata ruang dan

pembangunan

Koordinasi dengan para
pemangku kepentingan untuk

percepatan legalisasi RDTR

59




Adapun telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Tahun 2020-2024 mempunyai isu strategis yaitu :

1.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan

keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam

pengelolaan air baku

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi

antara lain;

a.

Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya
didukung oleh pengamanan kualitas air;

Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku;
Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan
air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan
peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air
bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan
usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan
Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung
penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan

Kementerian /Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu

antara lain;

a.

Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya
Air;

Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola
rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi;

Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas
BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum,;

Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air

antara lain;

a.

Pengembangan sistem informasi sumber daya air;
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b. Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan
hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS,
forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit,

radar, real-time system, water accounting systems)

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai
upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan
infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan
adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang
digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional. Pembangunan
infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu formula handal dalam
percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja,
pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan

ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai
sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan
infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan
penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan,
dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu
perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan . gedung hijau,
pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan
permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan
infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut,
meliputi:

a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas,
yang andal, responsif terhadap mitigasi dan.adaptasi perubahan iklim,
inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat
return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur

permukiman.
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b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta
partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan
infrastruktur permukiman.

c. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi
penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

3.1 Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman.
Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa
hal, yaitu:

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air
minum;

b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM,;

c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait

pendanaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar

kualitas air minum, yaitu:

a.

Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang
memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam
rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil
terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW),
pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;

Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung
ketahanan air baku;

Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ Water Safety Plan
(WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;

Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau
kecil terluar;

Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun

kepada Pemerintah Daerah.
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Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM

ialah:

Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah  dalam
penyelenggaraan SPAM;

Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;

Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;

Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Kemudian, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen

stakeholder terkait pendanaan ialah:

3.2

Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi

pendanaan.

Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam
penyelenggaraan sanitasi;

Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan
pengelolaan sanitasi;

Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem

pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

a.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah
domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat
maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota

Prioritas;
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b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana
terbangun;

c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;

d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;

e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan
platform database sanitasi lainnya;

f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi

(pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta
dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:
a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan,
pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan
penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:
a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;

b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku
kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;

b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi_ pengelola sanitasi di
daerah;

c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi
ditingkat masyarakat;

d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset

sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular  economy) dalam
pengelolaan sanitasi;

b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk

penyelenggaraan sanitasi;
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3.3

Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:
Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan
kawasan permukiman,;

Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara
terpadu;

Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan

berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait

penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

a.

Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun
kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan
permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;

Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui
penerapan standar teknis bidang permukiman;

Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk
meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam

penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan

permukiman secara terpadu adalah:

a.

Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan
permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan
keterpaduan penanganan;

Memperluas peluang sumber pembiayaan  lainnya secara proporsional
dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif,

inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

a.

Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan

baru kawasan permukiman,;
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Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui
pembangunan kembali;
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

permukiman.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk

mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan

infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

meliputi

a.
b.

C.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air,

Meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman
serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan

pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut

maka disusun S arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

a.

d.

Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:

1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang
konstruksi;

2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan

3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi,
termasuk SDM vokasional.

Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar

kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja

Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan

Kementerian PUPR.

Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong

efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui:

1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan

konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan

pembinaan kontrak konstruksi;

2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
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e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui:

1)

2)
3)
4)

Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan
konstruksi;

Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan

Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

Adapun telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 mempunyai isu strategis yaitu :

1.

Arah Kebijakan dan Strategi Aspek Penataan Ruang

Kebijakan Aspek Penataan Ruang dilakukan dengan:

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta
mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali

Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai

tertib ruang

Adapun strategi Aspek Penataan Ruang adalah:

Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui
pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem
informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan
penataan ruang

Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang
kepada stakeholder

Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan’ mengintegrasikan fungsi
tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III)

Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas
penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan
Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan
khusus (ekonomi nasional, strategis mnasional, koridor nasional serta
kawasan 3T)

Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah

dengan Rencana Tata Ruang
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Arah Kebijakan Aspek Penggunaan Tanah

Kebijakan Aspek Penggunaan Tanah dilakukan dengan:

Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang
sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction dan
responsilibity (3R) ke dalam bukti kepemilikan hakatas tanah atau sertipikat
Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya
penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim

Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi

kesejahteraan masyarakat

Adapun strategi Aspek Penggunaan Tanah adalah:

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan
berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS

(Aman, Tertib, Lancar, Sehat)
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Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
o e TATE pemasiatan
dan Fungsi SKPD elayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (S)
1 RDTR,Peraturan e Belum optimalnya ¢ Belum legalnya peraturan RDTR dan Zonasi e Sudah ada hasil studi dan draft terkait RDTR dan
zonasi dan Rencana instrumen penataan serta Rencana Tata Bangunan dan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Bangunan &
Tata Bangunan dan bangunan dan kurangnya Lingkungan. Lingkungan untuk beberapa wilayah
Lingkungan, pedoman untuk
pengaturan, pemanfaatan,
dan pengendalian ruang
e Masih banyaknya | e Kurangnya pengetahuan atau kesadaraan e Sudah ada sosialisasi tata ruang & IMB ke
pelanggaran peraturan masyarakat tentang peraturan tata ruang masyarakat dan aparat untuk mewujudkan tertib
tata ruang dan tata serta pengajuan IMB sesuai prosedur yang pembangunan dan meningkatkan keselamatan
bangunan tepat atau mengkonsultasikannya ke dinas pengguna bangunan gedung
teknis; ¢ Sudah disahkannya Perda RTRW no. 3 tahun 2013
e Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dimana telah mengatur mengenai sanksi sanksi
masyarakat tentang Kurang tegasnya pelanggaran tata ruang
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penindakan aparat terhadap pelanggaran

tata ruang;
Cakupan wilayah Kabupaten Banjar yang

ditangani cukup besar

e Belum terpenuhinya

persentase RTH 30 %

keterbatasan lahan yang dikuasai
pemerintah untuk penyediaan RTH publik,
dan kesulitan dalam mendata &
pengendalian untuk RTH Private (10 % dari
kawasan RTH perkotaan diperuntukkan
untuk RTH Private).

Untuk kawasan-kawasan yang ditetapkan
sebagai kawasan RTH, sebagian lahan masih

dimiliki oeh masyarakat

Luasnya lahan Kabupaen Banjar memberikan
kesempatan atau peluang untuk dimanfaatkan
sebaga kawasan RTH

Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar telah menjadi
anggota dalam Program Pengembangan Kota Hijau

(P2KH)

¢ Rasio jumlah luas daerah
yang mesti dikendalikan
tidak sebanding dengan
jumlah aparat
pengendalian dan

penataan ruang.

Kurangnya sumber daya manusia dalam

pengendalian luas wilayah Kabupaten Banjar

Dilaksanakannya pengawasan rutin agar

meminimalisir pelanggaran terhadap RTRW

e Kawasan tradisional

bersejarah, kawasan

Kurangnya koordinasi antar kegiatan yang

terkait

Sebagai Kabupaten yang telah memilki Perda
RTRW dan Perda Bangunan Gedung, Kabupaten
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kumuh dan kawasan ¢ Kebutuhan dana yang besar untuk Banjar termasuk dalam Kawasan strategis nasional
strategis kurang tertata penanganan kawasan tersebut; dengan klasifikasi cluster A;
o Kepemilikian bangunan tradisional o Telah tersedia basis data terkait kawasan
bersejarah masih dimiliki perorangan tradisional bersejarah

e Keterbatasan lahan untuk penataan kawasan | e Kabupaten Banjar telah terdaftar sebagai anggota

kumuh dalam P3KP (Program Penataan dan Pelestarian
e Meluasnya kawasan —kawasan kumuh yang Kota Pusaka)
telah ada tidak terkendali e Adanya Program Pemerintah dengan target sasaran
e Kurangnya infrastruktur pendukung pada 100-0-100 (100% akses layanan air minum, 0 %
kawasan strategis berkurangnya kawasan kumuh, 100 % layanan
sanitasi)
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Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.
Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,
SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW
tersebut. Selain itu juga mengacu pada Perda Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pembangunan Desa Terisolasi di Kabupaten Banjar dimana terdapat 61 Desa
Terisolir.

Berikut ini disajikan telaahan muatan KLHS yang terkait dengan pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
periode sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, berikut faktor

penghambat dan pendorongnya.
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Tabel 3.4

Telaahan Renstra KLHS Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

No Muatan KLHS Permasalahan LS
Kabupaten Banjar Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (S)
1 | Isu Lingkungan
a. | Pencemaran Kawasan tradisional bersejarah, Bermunculannya kawasan kumuh yang Adanya komitmen pemerintah dalam

kawasan kumuh dan kawasan-

kawasan strategis kurang tertata.

tidak terkendali di kawasan-kawasan
yang tidak sesuai dengan
peruntukkannya.

Penanganan kawasan kumuh saat ini

masih bersifat sektoral.

mengurangi kawasan kumuh
melalui program 100-0-100 (100%
akses layanan air minum, 0 %
berkurangnya kawasan kumuh, 100

% layanan sanitasi).

Belum terpenuhinya persentase
RTH 30 % termasuk 10 % RTH
private dan 20 % RTH publik.

Adanya kebijakan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah yang
ambiguitas dimana di satu sisi
menyadari kepentingan lingkungan
hidup namun di sisi lain mementingkan

kepentingan perekonomian.

Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang fungsi RTH
sebagai pelestarian fungsi
lingkungan serta sebagai sumber

oksigen.

Bangunan gedung dan rumah
negara yang terbangun belum
memenuhi kriteria bangunan
yang ramah lingkungan (Green

Building).

Proses pemrograman,
perencanaan,pelaksanaan,pemanfaatan
, pembongkaran bangunan yang masih
tidak berwawasan lingkungan.

Bangunan dengan konsep Green

Telah adanya peraturan-peraturan
yaitu Permen PUPR no.
2/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari
2015 tentang Bangunan Gedung

Hijau.
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Building membutuhkan alokasi dana

yang besar.

Perda Kab. Banjar No. 4 tahun 2015
tentang Bangunan Gedung.

Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar
telah menjadi anggota dalam
Program Pengembangan Kota Hijau
(P2KH).

Ketidaksesuaian persyaratan
teknis bangunan perumahan dan
permukiman sesuai dengan
peraturan perda menyebabkan
penyediaan prasarana dan sarana
belum memadai hal ini akan
berdampak pada pencemaran

lingkungan sekitar.

Penerapan sanksi terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang masih

minim.

Telah tersedia perda kab. Banjar No.
14 tahun 2014 yang mengatur
tentang perumahan dan

permukiman.

Rendahnya pengetahuan dan
minat masyarakat untuk
mengakses prasarana air limbah.
Ketidaksesuaian realisasi teknis
bangunan instalasi air limbah
dengan peraturan terkait dan

berpotensi pada terjadinya

Kepedulian masyarakat dalam
mengakses & mengelola sarana dan
prasarana air limbah masih kurang.
Meningkatnya persepsi negatif dari
masyarakat terhadap kehadiran
IPLT/IPAL yang berada dekat dengan

lokasi masyarakat.

Sudah dilakukan sosialisasi & FGD
dengan masyarakat dengan
bekerjasama dengan OPD lain
terkait pengetahuan mengenai air
limbah.

Telah tersedia Permen PUPR No.
9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan
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Faktor

No Muatan KLHS Permasalahan
Kabupaten Banjar Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) 2) (3) (4) (5)
pencemaran. Standard MCKKomunal tidak sesuai Sumber Daya Air.
dengan peraturan (SNI 03-2399-2002 & Telah tersedia Perda Kab. Banjar No.
SNI 03-2398-2002) dan minimnya 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan
pemeliharaan dan pengelolaan air limbah yang mengatur mengenai
bangunan MCK Komunal. persyaratan teknis bangunan.
Standar lokasi IPAL/IPLT yang belum Adanya komitmen pemerintah dalam
sesuai dengan peraturan (Perda 1 meningkatkan layanan sanitasi air
tahun 2012). limbah melalui program 100-0-100
(100% akses layanan air minum, O
% berkurangnya kawasan kumuh,
100 % layanan sanitasi).
Masih banyaknya masyarakat di Kepedulian dan partisipasi masyarakat Sudah dilakukan sosialisasi & FGD
bantaran sungai yang dalam mengelola sumber-sumber air dengan masyarakat dengan
menggunakan air sungai sebagai masih kurang; bekerjasama dengan OPD lain
sumber air utama terkait pengetahuan mengenai air
Kurangnya kesadaran limbah serta dampak-dampak yang
masyarakat untuk menjaga dan diterima jika terjadi kelalaian dalam
memelihara sarana penyedia air pengelolaan air limbah.
bersih yang telah terbangun.
B | Alih Fungsi Lahan Rasio jumlah luas daerah yang keterbatasan lahan yang dikuasai Luasnya lahan Kabupaten Banjar

mesti dikendalikan tidak

pemerintah untuk penyediaan RTH

memberikan kesempatan atau
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Faktor

No Muatan KLHS Permasalahan
Kabupaten Banjar Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) 2 (3) (4) (5)
sebanding dengan jumlah aparat publik, dan kesulitan dalam mendata & peluang untuk dimanfaatkan sebaga
pengendalian dan penataan pengendalian untuk RTH Private (10 % kawasan RTH.
ruang. dari kawasan RTH perkotaan Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar
Belum terpenuhinya persentase diperuntukkan untuk RTH Private). telah menjadi anggota dalam
RTH 30 % termasuk 10 % RTH Untuk kawasan-kawasan yang Program Pengembangan Kota Hijau
private dan 20 % RTH publik. ditetapkan sebagai kawasan RTH, (P2KH).
sebagian lahan masih dimiliki oleh
masyarakat.
Belum optimalnya instrumen Belum legalnya peraturan zonasi dan Tersedianya hasil studi dan draft
penataan bangunan dan rencana tata bangunan dan lingkungan terkait peraturan zonasi dan tata
kurangnya pedoman untuk yang masih berupa draft. bangunan & lingkungan untuk
pengaturan, pemanfaatan, dan beberapa wilayah
pengendalian ruang
¢ | Sumber Daya Air Sulitnya ketersedian air baku di kondisi demografi, geografis dan Sudah dilakukan sosialisasi & FGD
lokasi pedesaan sehingga geologis yang kurang mendukung dengan masyarakat serta
jangkauan jaringan perpipaan air seperti rumah-rumah penduduk bekerjasama dengan OPD lain

bersih pada MBR masih rendah

pedesaan  yang terpencar tidak

beraturan, permukiman sepanjang

bantaran sungai, tanah berawa;
Belum

optimalnya kelembagaan

pengelolaan air bersih

terkait pengetahuan mengenai air
bersih

Peningkatan kegiatan penyediaan
prasarana dan sarana air minum

khususnya untuk Masyarakat yang
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Faktor

No Muatan KLHS Permasalahan
Kabupaten Banjar Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) 2 (3) (4) (5)
berpenghasilan rendah serta
pembangunan infrastruktur air
bersih pedesaan.

e Kualitas sumber air minum Kurangnya pembangunan sarana dan Telah adanya Permen PUPR No.
belum memenuhi standar prasarana Instalasi Air Bersih di 26/PRT/M /2015 tentang Prosedur
peraturan yang berlaku Kecamatan; Operasional Standard Pengelolaan

e Sulitnya ketersediaan air baku Faktor pendanaan yang masih belum SPAM
akibat menurunnya kuantitas mencukupi Telah adanya Peraturan Bupati Kab.
dan kualitas air baku air minum Banjar No. 63 tahun 2015 tentang
serta tidak semua kecamatan Kebijakan & Strategi Daerah
memiliki air baku Penyelenggaraan Sistem Penyediaan

e Jangkauan jaringan perpipaan Air Minum
PDAM pada MBR masih rendah Adanya komitmen pemerintah dalam

meningkatkan layanan sanitasi air
limbah melalui program 100-0-100
(100% akses layanan air minum, O
% berkurangnya kawasan kumuh,
100 % layanan sanitasi)
d | Pertumbuhan e Perlu adanya debirokratisasi ¢ Ketentuan yang mengatur aturan Koordinasi dengan para pemangku
Ekonomi proses perizinan untuk sebelumnya belum dicabut serta kepentingan untuk percepatan
Infrastruktur perumahan terkait dengan kurangnya koordinasi antara asosiasi legalisasi RDTR untuk kawasan
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(Sapras
perekonomian dan

Energi Listrik)

legalisasi Tata Ruang (RDTR) dan
RDTR untuk kawasan perumahan
yang masih dalam proses
Prasarana jalan lingkungan
permukiman yang begitu luas
sehingga rehabilitasi
pembangunan infrastruktur
memerlukan pendanaan yang
besar

Belum adanya masterplan
pembangunan rumah susun

untuk masyarakat MBR

penyedia perumahan dengan
pemerintah daerah

Kemampuan pemerintah untuk
meningkatkan investasi publik dalam
permukiman dan perumahan serta
pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur
yang ada terhambat oleh sumber

keuangan yang terbatas

permukiman baru

SKPD terkait mengajukan usulan
tambahan melalui dana APBN
Mengikutsertakan investasi swasta
dalam pembangunan infrastruktur

dasar permukimann dan perumahan
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program. KLHS RPJMD 2016-2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah
sebagai berikut :

Perubahan kualitas sumber daya air bagi sungai dan rawa. Perubahan ini
lebih  disebabkan oleh meningkatnya limpasan permukaan yang
mengakibatkan tingginya proses sedimentasi hal ini tentu akan mempengaruhi
kualitas air dan habitat perikanan dan hewan rawa lainnya. Pengembangan
sumber daya air telah menjadi pendukung program ketahanan pangan,
sumber ketersediaan air bersih dan keperluan lainnya seperti pembangkit
listrik tenaga air dan pengendalian banjir.

Perlu ada upaya peningkatan perekonomian sektor pertanian baik melalui
kecukupan sektor irigasi sebagi pendukung pemanfaatan lahan pertanian
secara optimal.

Infrastruktur jalan bagus, ekonomi tumbuh, maka pengangguran akan bisa
kita kurangi. Kalau jalan bagus, transportasi dan kebutuhan pokok lancar, itu
akan mengurangi inflasi. Banyak sentra produksi dan ekonomi saat ini belum
terhubung sampai pelosok.

Infrastruktur Pekerjaan Umum, pada hakikatnya telah memberi landasan
yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai contoh
pengembangan sumber daya air telah menjadi pendukung.program ketahanan
pangan, dan menjadi sumber air bagi penyediaan air minum dan air untuk
berbagai keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan
pengendalian banjir.

Infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim
struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor
privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan,agar perekonomian dapat
berfungsi dengan baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital
untuk mempercepat proses pembangunan mnasional. Infrastruktur juga
memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan

ekonomi.
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Isu-isu strategis di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar dengan menggunakan metode pembobotan yakni
sebagai berikut :

Tabel 3.5

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 20
pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra
provinsi/kabupaten/kota

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

S Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total 100

Total skor diperoleh dari hasil perkalian Nilai Skala Kriteria dengan Bobot
masing-masing Kriteria. Adapun perhitungan Nilai Skala Kriteria dan Total Skor

adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.6

Nilai Skala Kriteria
Nilai Skala Kriteria ke- Total

No.

Isu Strategis

2

3

4

5

Skor

Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur
sumber daya air yang berkualitas berdampak
langsung pada sektor pertanian pada

khususnya

1

1

1

1

100

Penambahan dan peningkatan kapasitas jalan
yang ada tidak sebanding dengan laju

pertumbuhan lalu lintas

100

Jaringan irigasi masih memerlukan penanganan

100

Kondisi Fisik Ruas Jalan dan Jembatan yang
kurang memadai sangat berpengaruh pada
keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran
arus distribusi barang dan jasa ke Pusat

Perekonomian masyarakat

100

Dukungan konektivitas nasional dalam
penguatan daya saing masih menghadapai
beberapa kendala. Kendala yang paling
mendasar adalah kualitas daya saing

infrastruktur jalan yang masih rendah.
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Masih terjadinya kerusakan pada catchment
area, perubahan pola hujan, erosi dan
sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian
banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran
dan rendahnya kualitas air, serta dampak

perubahan iklim
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Masih belum optimalnya layanan penyediaan
akses Sistem Pengolahan Air Minum yang aman
terutama kepada masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR)

100

Masih rendahnya layanan jaringan pengelolaan
air limbah yang memenuhi standar layak dan

aman

100

Masih belum optimalnya penanganan
infrastruktur jalan lingkungan dan kawasan

strategis yang tertangani

100

10

Sebagian besar bangunan pemerintah dan
lingkungannya merupakan bangunan yang
memerlukan penanganan peningkatan dan

rehabilitasi
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11 | Masih belum optimalnya fungsi jaringan 1 1 1 1 1 1 100

drainase perkotaan yang terpelihara dan saling

terintegrasi

12 | Kualitasnya pelaku usaha jasa konstruksi dalam | 1 1 1 1 1 1 100

penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an

masih rendah

13 | Mutu sumber daya manusia sektor jasa 1 1 1 1 1 0 75

konstruksi masih dibawah standar dan masih

banyak tenaga kerja yang belum disertifikasi .

14 | Minimnya regulasi perencanaan tata ruang yang 1 1 1 1 1 1 100

dapat dijadikan Instrumen pengendalian tata

ruang

15 | Sumberdaya manusia yang terbatas, sehingga 1 1 1 1 1 0 75

pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi belum/optimal

16 | Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya 1 1 1 1 1 0 75

mengarah kepada peningkatan kinerja

17 | Belum optimalnya database prasarana, sarana, 1 1 1 1 1 0 75

dan utilitas serta prasarana dan sarana dasar
kegiatan di semua bidang sehingga pelaksanaan
pembangunan tidak dapat dilakukan secara
komprehensif dan berkelanjutan serta tidak

tersusun secara sistematis dan akurat

Total 17 | 17 | 17| 17| 15| 13

Berdasarkan perhitungan di atas, maka isu-isu strategis yang akan

ditangani melalui renstra ini adalah sebagai berikut :

1.

Jaringan irigasi masih memerlukan penanganan dan belum optimalnya
ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak
langsung pada sektor pertanian pada khususnya

Penambahan dan peningkatan kapasitas jalan yangr ada tidak sebanding
dengan laju pertumbuhan lalu lintas serta kondisi fisik ruas jalan dan
jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan
pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke Pusat
Perekonomian masyarakat

Masih belum optimalnya layanan penyediaan akses Sistem Pengolahan Air
Minum yang aman terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR).

Masih rendahnya layanan jaringan pengelolaan air limbah yang memenuhi

standar layak dan aman.

82




10.

11.

12.

Masih belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan lingkungan dan
kawasan strategis yang tertangani.

Kurangnya  partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam
penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an serta mutu sumber daya
manusia sektor jasa konstruksi masih dibawah standar dan masih banyak
tenaga kerja yang belum disertifikasi.

Sebagian besar bangunan pemerintah dan lingkungannya merupakan
bangunan yang memerlukan penanganan peningkatan dan rehabilitasi.
Minimnya regulasi perencanaan tata ruang yang dapat dijadikan Instrumen
pengendalian tata ruang.

Kasus sengketa pertanahan masih tinggi dan proses fasilitasi sertifikasi
tanah aset milik Kabupaten Banjar berlangsung lama sehingga banyak aset
yang belum bersertifikat.

SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan
tanah atau menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang
didukung dokumen feasibility studi untuk penerbitan Surat Persetujuan
Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah.

Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan
kepastian hukum kepemilikan.

Masih kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta
masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya

permasalahan pertanahan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

emerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-

2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik
kepada masyarakat Kabupaten Banjar ketika proses pemilihan kepala daerah.
Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Banjar, Dinas PUPRP
berkewajiban menyusun Renstra guna mendukung program Bupati Banjar dan
menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra DPUPRP memuat visi dan
sebagian misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi
Dinas PUPRP, serta memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang
disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Banjar yang
merupakan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya
Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, yang dapat dijabarkan
sebagai berikut:

v' Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada
kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator,
seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI).

v' Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang
menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa

bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
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v Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini
adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat
menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah
yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan
keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup,
kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan

kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima)
Misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan
pembangunan daerah yang berkeadilan.

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan
berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang
tertib, aman, dan demokratis
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPRP Kabupaten Banjar

dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus
menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan,
artinya indikator kinerja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk
mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PUPRP yang telah
dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan
kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten
Banjar, Dinas PUPRP berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi-dalam
RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati lima misi
pembangunan daerah tersebut, maka peran Dinas PUPRP terdapat pada misi
dua, tiga dan keempat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang
dimiliki. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan.yang telah ditetapkan
secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam S (lima)

periode secara tahunan.
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Tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026, yaitu:
Tujuan misi pertama: terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Tujuan misi kedua:

-  Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong
kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan
yang inklusif dan berkualitas.

-  Terwujudnya  penurunan kemiskinan, Ketimpangan  distribusi
pendapatan dan angka pengangguran.

Tujuan misi ketiga: terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan misi keempat: terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan

efektif.

Tujuan misi kelima: terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan

memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian

luhur.

Dari kelima tujuan misi Kabupaten Banjar di atas, yang berkesesuaian

dengan urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,

meliputi tujuan misi kedua dan tujuan misi ketiga, maka yang menjadi tujuan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu :

1.

Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendoronbg
kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan
yang inklusif dan berkualitas;

Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan
dan angka pengangguran;

Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;

Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif:

Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang

telah ditetapkan. Dari tujuan daerah yang termuat dalam RPJMD periode 2021-

2026, maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1.

Sasaran dari tujuan pertama misi kedua, yaitu: meningkatnya ketersediaan
infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Sasaran dari tujuan kedua misi kedua : Berkembangnya potensi ekonomi
yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta

infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.
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Sarasan dari tujuan misi ketiga, yaitu: Terwujudnya penataan ruang yang
terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah.
Sasaran dari tujuan misi keempat, yaitu: Terselenggaranya reformasi dalam

pelayanan publik.

Kemudian berdasarkan sasaran RPJMD diturunkan kedalam sasaran SKPD

dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi urusan SKPD yang

kemudian menjadi kinerja utama SKPD. Adapun sasaran Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut:

1.

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Dan Konektivitas Yang
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran, yaitu:
Persentase Prasarana Konektivitas

Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan
pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan
pembangunan antar wilayah dengan indikator sasaran, yaitu: Indeks
Jaringan Infrastruktur, dan Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang
Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor
pembangunan daerah dengan indikator sasaran, yaitu: Ketaatan Terhadap
RTRW.

Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator

sasaran, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dijelaskan pada

tabel di bawah ini:
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Meningkatnya Meningkatnya Persentase 98,73 98,73 98,83 | 98,85 | 98,87 | 98,88
Ketersediaan Konektivitas Prasarana
Infrastruktur Kabupaten Konektivitas
Wilayah Dan
Konektivitas yang
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi
Meningkatnya Meningkatnya Indeks Jaringan % 73,09 73,25 77,56 86,10 86,98 87,80
Infrastruktur Ketersediaan Infrastruktur
Untuk Pemerataan | Infrastruktur Persentase % 84,00 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00
Pembangunan Kabupaten Penyedia Jasa
Antar Wilayah Konstruksi
Yang Memenuhi
Persyaratan
Kompetensi
Terwujudnya Meningkatnya Ketaatan % 94,505 | 94,512 | 94,519 | 94,526 | 94,533 | 94,54
Kesesuaian Ketertiban Terhadap Rtrw
Pemanfaatan Ruang Dan
Ruang Bangunan
Meningkatnya Terselenggara Indeks % 83,26 84,00 85,0 86, 0 88,31
Kualitas Dan Nya Reformasi Kepuasan
Inovasi Pelayanan | Dalam Masyarakat

Publik

Pelayanan
Publik
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

erdasarkan tujuan dan sasaran pada Bab IV, dapat
dijabarkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan pada periode 2021 — 2026, yaitu:
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Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (S)
1 Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan kondisi jalan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan serta
Ketersediaan konektivitas kabupaten dan jembatan yang konektifitas antar wilayah dengan cara:
Infrastruktur wilayah Kabupaten mantap - Pembangunan jalan baru
dan konektivitas yang - Rekonstruksi jalan
mendorong - Pemeliharaan jalan
pertumbuhan ekonomi - Pembangunan jembatan
- Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan
- Pemeliharaan jembatan
2 Berkembangnya potensi Meningkatnya Meningkatkan ketersediaan Pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Air dengan cara:
ekonomi yang didukung ketersediaan infrastruktur sumber daya air - Melakukan normalisasi sungai
peningkatan dan infrastruktur yang berkualitas guna - Melakukan pembangunan, restorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
pemantapan Kabupaten mendukung pertanian dan rawa

infrastruktur, serta
infrastruktur lainnya
untuk pemerataan

pembangunan wilayah

perlindungan sumber daya air

Mengembangkan SPAM dalam
rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan minimal untuk
memperluas jangkauan
pelayanan air minum terutama
untuk masyarakat

berpenghasilan rendah yang

Pengembangan SPAM kabupaten dengan cara:

Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan
Perkotaan

Menyediakan SPAM jaringan perpipaan untuk kawasan perdesaan yang
belum mendapatkan layanan air minum

Perbaikan dan pemeliharaan SPAM yang sudah terbangun
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

dilakukan secara bertahap

Mengembangkan pelayanan
infrastruktur air limbah dan

pengurangan jamban terapung

- Penyediaan pengolahan limbah dengan system setempat dan domestic

- Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site
maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan
kesehatan masyarakat

- Pemeliharaan dan operasionalisasi pengolahan limbah yang sudah
terbangun

- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam
penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah
permukiman

- Pengurangan jumlah jamban terapung dengan melibatkan beberapa

stakeholder dan pemangku kepentingan

Mengembangkan sistem
drainase di kawasan perkotaan
yang terintegrasi dengan
saluran drainase primer,

sekunder dan tersier

- Mengembangkan sistem pengelolaan drainase yang berwawasan
lingkungan.

- Mengoptimalkan dan memelihara saluran drainase yang ada

- Mendorong & memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam

pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan

Meningkatkan dan
mengembangkan kualitas
permukiman dan kawasan

strategis

- Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan serta penetapan skala
prioritas penanganan serta perbaikan kawasan strategis kabupaten

- Melakukan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis

Meningkatnya Bangunan

Pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan negara dengan
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No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (S)
Negara dan Lingkungannya memperhatikan skala prioritas
yang representatif
Meningkatkan kondisi jalan peningkatan infrastruktur jalan untuk memudahkan pemerataan
poros desa yang mantap pembangunan antar wilayah dengan cara melakukan rehabilitasi jalan
poros desa
Meningkatkan kemampuan dan | - Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/desiminasi tentang peraturan
keterampilan penyedia jasa perundang-undangan jasa konstruksi.
konstruksi - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja Jasa Konstruksi
Terpenuhinya Penunjang - Penyediaan fasilitas kerja yang memadai agar berdaya guna dan
Urusan Pemerintah Daerah di berhasil guna
SKPD - Penyediaan administrasi penunjang SKPD
- Penyediaan jasa penunjang SKPD
- Pemeliharaan BMD berupa mobil jabatan,kendaraan dinas, peralatan
gedung/dinas, alat berat
- Peningkatan kualitas SDM
- Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel
- Penyediaan administrasi keuangan SKPD
3 Terwujudnya penataan | Meningkatnya Penyusunan kebijakan rencana | - Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
ruang yang terintegrasi | ketertiban tata ruang wilayah, rencana kabupaten beserta rencana rinci tata ruang
dengan seluruh sektor ruang dan rinci tata ruang disertai dengan | - Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang
pembangunan daerah bangunan pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

tata ruangnya
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Untuk memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian tujuan dan misi
organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu
faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors). Faktor-Faktor kunci
keberhasilan ini dapat diidentifikasikan dari kekuatan, kelemahan, tantangan
dan kendala yang ada.

Hal tersebut juga dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta dana. Salah satu
instrumen yang digunakan Pengukuran Kinerja dalam menentukan faktor-faktor
kunci keberhasilan ini adalah Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,
Threats). Secara efektif analisa SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah
dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada
logika yang dapat memaksimal kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities),
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan
ancaman(Threats).

Empat komponen yang selalu dimiliki oleh organisasi adalah kekuatan
(stengths) dan kelemahan (weakness) secara eksternal dengan analisa swot,
dapat di inditifikasi setiap pontensi, peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan
suatu organisasi sehinga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan
dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif efisien.
Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan-Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Banjar akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan
strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical 'Succes Factor).

Untuk dapat mengidentifikasi fator-faktor penentu keberhasilan, maka
terlebih dahulu perlu dianalisa fakor-faktor yang memberi kekuatan (strength)
dan peluang (opptunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan
organisasi. Sebaiknya faktor-faktor yang: menghambat organisasi seperti
kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak
dini agar tidak berpengauh negative terhadap wupaya mencapai tujuan dan
sasaran organisasi.

Matriks analisa lingkungan intern (kekuatan dan kelemahan) dan analisa

lingkungan ekstern (peluang dan ancaman) disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 5.2
Analisa Lingkungan
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL

Strenghts Weakness
S1 | Adanya dukungan dan W1 | Terbatasnya anggaran untuk
komitmen pimpinan pelaksanaan kegiatan
S2 | Suasana kerja kondusif W2 | Sarana prasarana pendukung

masih belum optimal

S3 | Tersedianya staf pendukung | W3 | SDM yang berkualifikasi teknis

pelaksanaan kegiatan manajerial masih terbatas
Oppotunities Threats
O1 | Kondisi keamanan daerah T1 | Kondisi alam yang kurang
yang relatif stabil mendukung

02 | Kepercayaan dan dukungan | T2 | Tuntutan masyarakat yang
dari Pimpinan Daerah serta tinggi terhadap ketersediaan

stakeholders infrastruktur ke PU-an

03 | Pengembangan pengetahuan | T3 | Kurangnya partisipasi aktif
dan kemampuan pegawai pengusaha jasa konstruksi

dalam penyelenggaraan

pelayanan prasarana ke-PU-an

Upaya untuk mencapai keadaan kinerja yang diinginkan pada dasarnya
akan menghadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan. Untuk
ini dilakukan penilaian tingkat urgensi tiap faktor yaitu dengan metode
komparasi urgensi atau komparansi faktor.

Untuk menentukan faktor yang menjadi kebutuhan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran perlu mengkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor
yang teridentifikasi. Setiap faktor dianggap penting terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain. Berikut ini akan

digambarkan matrik urgensi faktor internal dan eksternal dalam bentuk tabel.
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Tabel 5.3

Komparasi Urgensi Faktor Internal

NO. FAKTOR PENDORONG TINGKAT KOMPARASI URGENSI
FAKTOR
STRENGHTS /| KEKUATAN BOBOT
F. /| BF

a. | Adanya dukungan dan 26,67
komitmen pimpinan

b. | Suasana kerja kondusif 26,67

c. | Tersedianya staf pendukung 20,00
pelaksanaan kegiatan
WEAKNESS/ (KELEMAHAN)

d. | Terbatasnya anggaran untuk 13,33
pelaksanaan kegiatan

e. Sarana prasarana pendukung 6,67
masih belum optimal

F SDM yang berkualifikasi 6,67
teknis manajerial masih
terbatas
Jumlah 100,00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kekuatan

internal yang

mempunyai nilai urgensi tertinggi adalah adanya dukungan dan komitmen

pimpinan dan suasana kerja kondusif dengan nilai BF 26,67 dan kelemahan

internalnya yaitu terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dengan

nilai BF terbesar 13,33.

Tabel 5.4

Komparasi Urgensi Faktor Eksternal

NO FAKTOR PENGHAMBAT TINGKAT KOMPARASI URGENSI
FAKTOR
OPPORTUNITIES/PELUANG d e f | NU | BOBOT
F. /| BF
a. Kondisi keamanan daerah ala| a 4 26,67
yang relatif stabil
b. Kepercayaan dan dukungan b|b| f 4 26,67

dari Pimpinan Daerah serta
stakeholders

Pengembangan pengetahuan
dan kemampuan pegawai

c | e f 1 6,67

THREATHS/ANCAMAN
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d. Kondisi alam yang kurang a|b|c 1 6,67

mendukung

e. Tuntutan masyarakat yang a|b| e 3 20,00
tinggi terhadap ketersediaan

infrastruktur ke PU-an

f Kurangnya partisipasi aktif a | f | f 2 13,33
pengusaha jasa konstruksi
dalam penyelenggaraan
pelayanan prasarana ke-PU-

an

15 100,00

Dari tabel tersebutdi atas terlihat bahwa peluang eksternal yang mempunyai
nilai urgensi tertinggi adalah kondisi keamanan daerah yang relatif stabil dan
kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders dengan
nilai BF 26,67 dan ancaman eksternalnya yaitu tuntutan masyarakat yang
tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an dengan nilai BF terbesar
20,00.

Komparansi antara faktor ini menunjukan kepentingan atau kebutuhan
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Faktor yang telah dikomparansi dengan
faktor lainnya dan mempunyai nilai Nilai Urgensi (NU) yang tinggi, menunjukan
bahwa faktor tersebut mempunyai kepentingan pengaruh yang tinggi untuk
mencapai tujuan atau sasaran. Sebaliknya nilai NU yang kecil menunjukkan
rendahnya urgensi faktor tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil
nilai NU dari setiap faktor ini akan menghasilkan Bobot Faktor (BF) dari setiap
faktor.

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang
rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efesien. Strategi
menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program
indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum.Sedangkan kebijakan merupakan
arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi
untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu strategi kunci
keberhasilan agar terjadi sinergi. Manfaat sinergi adalah untuk mengoptimalkan
sumber daya dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kinerja. Dalam
kaitan dengan menyusun strategi, dilakukan pendekatan formulasi strategi

SWOT baik secara internal maupun eksternal sebagaimana tersaji dalam
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diagram 4.1. Dari matrik ini terlihat beberapa asumsi alternatif strategi yang

dapat dilakukan, yakni sebagai berikut :

1. Strategi Strength-Oppurtunity, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih
peluang.

2. Strategi Weakness-Oppurtunity, yaitu meminimalkan kelemahan untuk
mencapai dan memanfaatkan peluang yang ada.

3. Strategi Strength-Threat, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi
ancaman.

4. Strategi Weakness-Threat, yaitu, yaitu taktik untuk bertahan yang
diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan internal serta
menghindari di ancaman-ancaman lingkungan luar.

Tabel 5.5
Formulasi Strategi SWOT
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
INTERNAL |1. Adanya dukungan dan 1. Terbatasnya anggaran untuk
komitmen pimpinan pelaksanaan kegiatan
2. Suasana kerja kondusif 2. SDM yang berkualifikasi teknis

EKSTERNAL manajerial masih terbatas

PELUANG (O) STRATEGI SO STRATEGI WO

1. Kepercayaan 1. Memanfaatkan dukungan 1. Maksimalkan kepercayaan dan

dan dukungan dan komitmen pimpinan dukungan dari Pimpinan Daerah serta
dari Pimpinan untuk meningkatkan stakeholders agar keterbatasan
Daerah serta kepercayaan dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
stakeholders dari Pimpinan Daerah serta teratasi

stakeholders

2. Kondisi 2. Memanfaatkan suasana 2. Optimalkan kondisi keamanan daerah

keamanan kerja kondusifuntuk yang relatif stabil walaupun SDM yang
daerah yang mendukung kondisi berkualifikasi teknis manajerial masih
relatif stabil keamanan daerah tetap terbatas

relatif stabil
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KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
INTERNAL | 1. Adanya dukungan dan 1. Terbatasnya anggaran untuk
komitmen pimpinan pelaksanaan kegiatan
2. Suasana kerja kondusif 2. SDM yang berkualifikasi teknis
EKSTERNAL manajerial masih terbatas
ANCAMAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT
1. Tuntutan 1. Maksimalkan dukungan dan 1. Minimalkan keterbatasan anggaran
masyarakat komitmen pimpinan untuk untuk pelaksanaan kegiatandengan
yang tinggi mengatasi tuntutan penyusunan prioritas tuntutan
terhadap masyarakat yang tinggi masyarakat terhadap ketersediaan
ketersediaan terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an
infrastruktur infrastruktur ke PU-an
ke PU-an
2. Kurangnya 2. Manfaatkan suasana kerja 2. Peningkatan SDM yang berkualifikasi
partisipasi kondusifuntuk memacu teknis manajerial untuk memacu
aktif partisipasi aktif pengusaha partisipasi aktif pengusaha jasa
pengusaha jasa konstruksi dalam konstruksi dalam penyelenggaraan
jasa penyelenggaraan pelayanan pelayanan prasarana ke-PU-an.
konstruksi prasarana ke-PU-an
dalam
penyelenggara
an pelayanan
prasarana ke-
PU-an

Dari formulasi strategi SWOT pada diagram tersebut dapat ditentukan atau
dipilih alternatif strategi yang efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah

ditetapkan.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN
PENDANAAN

elaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Banjar 2021 - 2026 membutuhkan kerangka
sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut
kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu
perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang
dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya adalah penyelenggaraan urusan wajib Pekerjaan Umum yang terdiri
dari 6 (enam) bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga,
Sumber Daya Air, Cipta Karya,Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan
Bangunan, dan Pertanahan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan di 6 bidang tersebut, Sekretariat juga berperan penting dalam
memberikan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dapat dilihat

lebih jelas pada tabel berikut:
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Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
N Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun| Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan dan Kee Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD

target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |[target| Rp
(1) @) 3) ) ) (6) ™| ©® 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Meningkatnya N — 4 IS N o ~
ketersediaan N 0 N S = 2 ssé
infrastruktur o A g o g o K S 0 o 0 © 5
wilayah dan Indeks Konektivitas 65,53% % @ ﬂlfl 'ﬁ "z g g 81 g -g g g Bupati 5
konektivitas e ® @ S g o S = A Q > Q o b =}
yang mendorong s g > = D g D N s a s N o
pertumbuhan N 8 3 N 2 N =
ekonomi = ~ N ~ 8
N = [\ N o)) =~
o 3 £ S - 3 %

¢ Al : ! ¢

Meningkat nya & A & N & o & & 3 3 3 S B
A Persentase Prasarana o - ¢ - » - ¢ 5 a - N P o3 . o+
Konektivitas .. 98,73% ~ © o : Jod o ® p ® : o ; Kepala Dinas @
Konektivitas ) w W g a =) 3 2 N N @ s =]
Kabupaten X % X © X @ X N X A X N o]
g g L N 3 2 g
N ut © N N ~ g
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD

target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
o - N N o S
N 5 £ S = 5 s
Meningkatnya PROGRAM Persentase Panjang Jalan E g ;;] E ;3] > g Q v% % v% § Kenala Bidan g
Jalan dalam 03|10 PENYELENGGARAAN |Kabupaten dalam Kondisi| 71.44% N © S A N o 2 P e 3 e = Bl?na Mar ag o]
Kondisi Mantap JALAN Mantap 28 2 °Cl 28| 2lalglal g & o
0 © N 9 3 o g
O EN B,
S @ S N g N B

Meningkatnya Persentase o — — — — —
jalan kabupaten Bertambahnya Panjang N/A 9 o o % 0 0

dalam kondisi Jalan Kabupaten dalam 3 3 _ 3 3 o 3 o 3 o =
mantap Kondisi Mantap ° N ° IS ° N ° S ° — ° b\ )
: a : N = O g
2 3 S & 3 S 3
03l10l2.01 Kegiatan Penyelenggaraan @ N g & X ® Kepala Bidang %
’ Jalan Kabupaten/Kota @ g S A > T Bina Marga =]
i © : [} — (e} ; (e} N o o © N W
.y;g;?frlf?argil Persentase Jembatan 70.89% > 3 wg S N BN ﬁ N ~$ o~ ~$ a 3.
J e dalam Kondisi Baik e a | Y £ e I T B ST e T A T A 2 B B BN £
kondisi baik X N X X S S -
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
AdVIS. dan Lay.gnan Jumlah Dokumen Hasil — —
teknis, Terkajinya Penyusunan Rencana, elaksanaan Advis dan N o N o
Kebijakan, Kebijakan, dan Strategi p . " o =)
- . Layanan Teknis, Kajian O S v S
Tersedianya Pengembangan Jaringan . S p z z = Z S :
. 1|/ 310(2.01| 01 Kebijakan, Bantuan 5 = -~ ' -~ ! -~ ' -~ ' 3 =
Bantuan Teknis, Jalan Serta Perencanaan Teknis. Bimbi 8 > > > > 8
Tersedianya Teknis Penyelenggaraan T:krrllilss’ Pelrrln eig{gazr; g o g o
Bimbingan Teknis, Jalan dan Jembatan P ’ dgl' =] S =] S
dan Terkelolanya engendatian - Kepala Seksi §
Pengendalian Jalan Kabupaten g‘
]
- Kepala Seksi %
Jalan Desa =]
W
T(?rlaksananya - Kepala Seksi E
AdVIS. dan Layfman Jumlah Dokumen Hasil N © Jembatan o
teknis, Terkajinya Penyusunan Rencana, pelaksanaan Advis dan 3 » 3 » =
Kebijakan, Kebijakan, dan Strategi . " N N
T di P b Jani Layanan Teknis, Kajian > g © > - > g ©
ersedianya 1/03|10(2.01| 01 cngembangan Jarnngan Kebijakan, Bantuan < ' = © < ' < ' < ! »g 0
Bantuan Teknis, Jalan Serta Perencanaan Teknis. Bimbingarn > c g > > > g
Tersedianya Teknis Penyelenggaraan . g g o g8 o
L . Teknis, Pengelolaan @ 3 @ 3
Bimbingan Teknis, Jalan dan Jembatan Pengendalian = S = S
dan Terkelolanya
Pengendalian
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersusunnya
Rencana
i ’ . Jumlah Dokumen —
Kebijakan, St.rateg1 Penyusunan Rengana, Rencana, Kebijakan, 4 N 3 3 3 3 N a
dan Teknis Kebijakan, Strategi dan S . dan Tekni N o) ® N © 8 3 o
P b Teknis P b trategi dan Teknis o | 3| o | & |uo| 8 o
engembangan cxnis rengembangan Pengembangan Jaringan =z z S : S p o P o w
Jaringan Jalan |1| 3|10(2.01|0029| Jaringan Jalan serta >~ ' =~ ! 3 x 3 ® ) x = o
. Jalan serta Perencanaan > > o
serta Perencanaan Perencanaan Teknis - 5 o 5 o 5 N £ N|
. Teknis Penyelenggaraan o o o 3 .
Teknis Penyelenggaraan Jalan @ S @ S @ o ) ISy
P Jalan dan Jembatan yang =] S = S =) S 5 =}
enyelenggaraan dan Jembatan . o
Disusun
Jalan dan
Jembatan
(@} a [0}
B N
Terpantinva Panjang Jembatan yang o 8 = g - = = o) %
g A 1/03|10(2.01| 16 | Penggantian Jembatan | Dilakukan Penggantian % = = a1 ~ ' ~ ' ~ | = o
Jembatan = = @ o > > > @ a1
(meter) o o I P @ e =
. o ~ 3 = o 19
o S = g
o o c
k]
Kepala Seksi gr
Jembatan B
—= = N o)
w o 9] o 3 e = o 8
<, o <, a4 < N e ® ]
Tergantinya Jumlah Jembatan yan, Z Z 2 » g o g S & o
& Y 1|/ 3 {10(2.01{0031| Penggantian Jembatan . Lan yang -~ ' -~ ' 2 N g w g w 8 =
Jembatan Diganti > > g 2 g i g o o o
= b = o = o)) o [@)]
g S g o g ) o )
S S o =] o
S S S
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
by o ©
o N N
S I I
Terbangunnya Panjang Jalan yang + o S A = Z Z = 2
o © ) : : ©
Jalan 1/03|10(2.01| 05 Pembangunan Jalan Dibangun (km) E S E = ; ; ; E = -
2 : : 1)
o © © g
o [S) S} c
S o o e}
Kepala Seksi 5
Jalan Kabupaten =]
w o o 3 w
o) ~ o] o g
© | S|e|ld|e|8|5]8 =
Terbangunnya Panjang Jalan yang Z = wn : ks) p I3 ; 0 = 8
1| 3|10|2.01|0032| Pembangunan Jalan 5 ~ ' ~ ' o e N ol
Jalan Dibangun > > E a E 5 E ~ = &
o o b= |9
S S o S
S S S 3
o 5 %
Panjang Jal g 0 2 R o B
anjang Jalan yang — S N > N > . o
Terlaksangnya 1/03|10(2.01| 08 Rekonstruksi Jalan Dilakukan Rekonstruksi =~ = = w E ' E ' E ' = w Kepala Seksi E %
Rekonstruksi Jalan =2 = o > > > % |Jalan Kabupaten| g o
Jalan o = o) = o s =
o : ¢ 3
S 3 3 5
© s} S
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
— —_ — w
o & & S
~ | 2 3 a | - |39
. ) o o — — N =
Terekonstruksinya| )| 5110/5 01{0033|  Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Z ] Z 2l s lwsl e lwslal =]
Jalan Direkonstruksi > > % =2 a =2 @ w
= |9 & s | =] 8
S o — —
S S g g
Iy N o
o o) o
Terpeliharanya . . — 8 ) g w g
Jalan Secara  |1]03/10(2.01| 10 Pernehh:jljr;le:;l Berkala Terfs)zilahrzr%rg i;]f;lan = 8 >~ g =z ! =z | z | = g
Berkala = S = a > > > = o §
o ~ ~ g
S o o c
S S S ke
Kepala Seksi %
Jalan Kabupaten =)
o - - ~ w
o o) o w g
Terpeliharanya . Panjang Jalan yang = > N & ) o IS o o N )
Jalan Secara 1|/ 310(2.01/0034 Pernehh?]rz;alzqul Berkala Dilakukan Pemeliharaan > ' > ' = I = 5 = o = 8 B
Berkala Secara Berkala = © S © = u = IS
o o o o
S S S S
S S S S
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
= — o
Panjang Jembatan yang n é a % a §
: ; : ¢ o) ; J ;
Terpehharanya. 1losliol2.01l 19 Pemeliharaan Rutin Dilakukan Pemeliharaan % o 2 — Zz , Z . = : = —=
Jalan Secara Rutin Jembatan . L Q 2 NS > > > o NS
Secara Rutin (meter) o o a3 N Q N =
o e [§) @ Y =
S . O . O g
) ) o £
Kepala Seksi %
Jembatan =]
iN 2 N ) N 3 o - g
Terpeliharanya . . & ® & N & o & a (g
Jembatan Secara |1| 3 |10[2.01|003g| ~Pemeliharaan Rutin | Jumlah Jembatan yang Z ] Z 8 sl 8 gl E|l&8]E S
. Jembatan Dipelihara Secara Rutin > > o I o & o N o ©
Rutin ) o D o o hy o =
=+ o =+ o -+ w —+ .
5 8|8 5|8 |sg|8 8
S S S b
N> N ©
= —_ o — ] I
e Panjang Jembatan yang o & z 8 N 2 . w g
Terehabllitasinga |)/03/10(2.01| 18 | Rehabilitasi Jembatan | Dilakukan Rehabilitasi = |9 = 3| 2 || &) | 2| x| KepalaSeksi | &g
embatan (meter) @ % = Nt > o> > =y ot Jembatan B 5
S| ] o e | W g
O . S B O s
N S N
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"Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2021)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun
2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun
2025

Tahun
2026

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD

target

Rp

target Rp

target | Rp

target| Rp

target| Rp

target| Rp

Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9) (10)

(11) | (12)

(13) | (14)

(15) | (16)

(17) | (18)

(19)

(20)

Terehabilitasinya
Jembatan

10|2.01

0039

Rehabilitasi Jembatan

Jumlah Jembatan yang

Direhabilitasi

V/N

V/N

uerequoL g1
818°€SC'8LT'S

ueyequUIaL /4,
8L8'EEY'SST'6

uejequial
9SS CYS OvH'6

uelequLL gg
9GS 11€°0£C +L6'9C

Terbangunnya
Jembatan

1/03

10|2.01

12

Pembangunan Jembatan

Panjang Jembatan yang

Dibangun (meter)

191N 0T

000°000°000°t

19191 01
000°06T°+€L 61

V/N

V/N

V/N

1919 0T
000'06T +EL'ET

Terbangunnya
Jembatan

10|2.01

0040

Pembangunan Jembatan

Jumlah Jembatan yang

Dibangun

V/N

V/N

ueyequUaL 4
000°099°€SETT

ueyequUISL €
000°029°Cct0O' 11

uejequaL €
00%'CLY'€9C' 11

uereqUIAL €1
00¥'2S2'659°€€

Kepala Seksi
Jembatan

reftreg uayednqgeyy
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya Data JumI.a h Datg dan .. g 8 8 B g §
dan Informasi  |4|45/10l2.01| 04 | Survey Kondisi Jalan/ Informasi Terkait Kondisi % S = ® z . z . z . S P
Terkait Kondisi ) Jembatan Jalan/ S = S > > > g S . =
Jalan/ Jembatan (‘BD S g S 2 g - Kepala Seksi T
Jembatan 3 =4 5 S o] S Jalan Kabupaten c
e}
- Kepala Seksi %
Jalan Desa =]
N w
= o ® 0 o p .
© @ - i — o ¢ a - Kepala Seksi g
Jalan/Jembatan disi Jal . al b - - 3 a ® N ) e S 3 Jembatan s
ang Mendapatkan |1| 3 |10|2.01|0043 Survey Kondisi Jalan/ Pa.n]an_g Jalan/ Jem. atan -~ ' =~ ' IS 5 & 3 3 e o ) °
Y S .. ’ Jembatan yang Disurvey Kondisinya > > 33 o =~ o o Ul o o
urvey Kondisi = o g o 2 o = ¢
S S o N
= S S S = S
» © =
8 5 5 g
. Panjang Jalan yang IS S = a S > . @ g
Ja'{‘;pse};?;r:;}; a‘lcin 1/03|10(2.01| 11 |Pemeliharaan Rutin Jalan | Dilakukan Pemeliharaan = 8 = S § [ § ' § ! = I J a11<:r113 a}é:biekastlen E. 'g
Secara Rutin (km) = o = N = i~ p 8 %
5 '
S o » =]
S & S
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
©
— — — o]
w N N N
ul N N N
: . - - s | S| |85 |88 &
Terpeliharanya | 3 11/5 01/0046| Pemeliharaan Rutin Jalan|  Fanjans Jalan yang < < O o S s I I O
Jalan Secara Rutin Dipelihara Secara Rutin > > 2 % 2 g 2 ﬁ 2 EN
\]
w o I N
oy N o) o
IS © ) ©
o
- Kepala Seksi
~ © — | Jalan Kabupaten S
Terehabilitasinya/ Panjang Jalan dan g N 3 - Kepala Seksi g
Terekonstruksinya Penanggulangan Jembatan yang l:] = “: N > = = 5_: 3 Jalan Desa g
Jalan dan 1/03|10|2.01| 21 Bencana/Tanggap Terehabilitasi/ = 8 o 8 S ' S ' > ' = o g
Jembatan Akibat Darurat Terekonstruksi Akibat 2 © 2 N 2 S - Kepala Seksi o
Bencana Bencana S =t = Jembatan g
=
S
s % 2 5
Terlaksananya - o I\ > w S e
Penggantian/ 1lozliol2.01| 27 Penggantian/ Rehabilitasi Gailtllr;léah ;Sm]g?t:;lﬁ / c 2 c 2 =z ) =z . =z . c S Kepala Seksi {%
Rehabilitasi ’ Jembatan Gantung itung yang LJ1gar =) o B -+ > > > =] » Jembatan =)
Direhabilitasi (unit) = P =5 o = o o
Jembatan Gantung S w1 Ul
S S g k]
o
=
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~
N — ® — — (o)
Meningkatnya ; a f A S 3 g‘
infrastruktur wn © Y 9
untuk a2 8 gl |33 g2 |8 2|3 B
Indeks Infrastruktur 73,09% N © N % N & » i o o o P Bupati o
pemerataan a © 3 X RS N 2 Py N - N N =
pembangunan BN g = ¥ X ; X N X o X I} g}j
antar wilayah N N 3 N N 8 2.
o N o) ~ g
~
» o % = & & b
= — © — » O g
. : : . h c
Meningkatnya 9 S g w 0 5 0 © 0 o 0 9 S
Ketersediaan Indeks Jaringan 73.09% “S = "; 8 S ; g g v; 8 v; B] Kepala Dinas %
Infrastruktur Infrastruktur e a 8 o) ® o $} @ 3 S = S fou p =]
Kabupaten X ® X o X ~ X Ny X o X 3 W
P o © % 3 3 @ ]
» fo \©° N o N B
~
— — B
. . — IS — o © 0 2
o ! ' © ¢
Meningkatnya PROGRAM Persentase Peningkatan - © N 3 o i o 3 o L o S %
Kawasan Luasan Kawasan o O ) S o ey — 3] I N I 3 . ©
PENGELOLAAN DAN . ¢ P K ¢ S ¢ : gl I oS ¢ Kepala Bidang 2
Perkotaan 03|06 PENGEMBANGAN Perkotaan yang 46.97% 9 3 ) w & © R & 3 = 3 9 | Sumber Dava Air o
Terlayani Sistem SISTEM DRAINASE Terlayani Sistem X . X Ry X :]1 X N X w X a Y o
Jaringan Drainase Jaringan Drainase &S a = g 2 - 2
S Q S o S ® 2.
5]
=
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
T . -
juan Sasaran Kode Kegiatan dan Keei Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
= = D §
Meningkatnya Pengelolaan dan ; N — © © Ul o
- ~ i N © o e
Pengelolaan SDA Pengembangan Sistem o a o o o N g 8 < S < S o
dan Bangunan Drainase yang Terhubung | Persentase Pengurangan o = P & e 20 o L P = RS = o Kepala Bidang 2
. 03|06|2.01 ; 60,66% o = [ = © U 0 0 o . @
Pengaman Pantai Langsung dengan Sungai Genangan = % ® o) ® N| Q N N 5 N 3 | Sumber Daya Air =)
pada Wilayah dalam Daerah > n B -:; B : > o B > B g g}'
Sungai Kabupaten Kabupaten/Kota & Q o 3 N o 3.
- o
g
~ ~
~ - . g | £ g | 8
Memngkatpya Peningkatan Saluran Panjang saluran drainase = S . > = = o) .
Saluran Drainase 03/06|2.01| 06 . perkotaan yang ~ ' =z a ~ ' ~ ' ~ ' B )
Drainase Perkotaan o > o =) > > > P o
Perkotaan ditingkatkan o o o o b=
e 8 e S )
o o o
c
el
Kepala Seksi %
N o o o Drainase =)
2 [N 20 @ = g
72| 3 (32| B (3%| 8 |78 2 &
: : ; @ - @ \ @ ¢ @
Memngkat‘nya Peningkatan Sistem Jumlah Sistem Drainase > = B w |>38 o | 8 A = N 8
Sistem Drainase 03|06(2.01|{0024 . Perkotaan yang ~ ' -~ ' = = | 9o N | o N | o e
Drainase Perkotaan . > > = U o | UJ ) = O o o O 1
Perkotaan Ditingkatkan S o 88| o |DF | ¢ S8 0
. 2. 2R A |IBR|
55 © |BEF| © |Bg| @ |B5 %
S S o
o ) ) o )
1] » » »
a a a [¢]
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~
N —_ N — Ul N g“
= c
Tersusunnya Q a8 Q a8 g Sl = o
Outline Plan pada Penyusunan Outline Plan Jumlah Kawasan 2 2 Z S = (BB b [BER| » Kepala Seksi &
1/03|06|2.01]0027 Genangan Yang Disusun = ! = ' = Bz o B X |8z B : @
Kawasan Pada Kawasan Genangan . > > > Rl © |l@s!| © |@s w Drainase S
Outline Plannya ® =) 17 o | w o w
Genangan % o S % o S |B R [} )
=) ] =) ] B o B,
)
=
2 B 2 | 8
Terehabilitasinya e Panjang Saluran S » 8 »
Saluran Drainase [1/03|06|2.01| 07 %ig?ﬁ;;gangg ?;:il Drainase Perkotaan yang § ' =2 a § ' § ' § ' 8 9
Perkotaan Dilakukan Rehabilitasi 2 o a o -
Q o e o 5
S S =R
S S 2
el
Kepala Seksi %
o w w ol o Drainase ;
@2 L e, L o, @ 9 e
ga | A |va| & |wa| O (ma| J &
e . . o T 3 ~ T 3 [ O h
Tgrehab111tg51nya Rehabilitasi Saluran Jumlah Sistem Drainase > > =5 © |55 o | =5 w | =8 S 8
Sistem Drainase |1/03]06|2.01|0028 . Perkotaan yang ~ ' ~ ' o | o S | o a | o N
Drainase Perkotaan R O > > g g o) = O © = O o = U !
Perkotaan Direhabilitasi 88 | M I8F| o |BE| S |BE|©
BE| 3 |BE| 8 |BE| o |BE]| &
o 0 S
O = o o QO O
1] » » 172} o]
a a a [¢]
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data K(.)ndi'si
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
o ®©
© o 0 ®
Terbangunnya . . . 8 3 8 3
Saluran Drainase (10306 2.01| 05 | Fembengunan Sistem | Panjang saluran drinase N - A N R R S -
Perkotaan P yang gl o o o o
g 2 5 | &
B X ” i\
= — N
oS v S C
Terbangunnya S N © S £
Sauran Drainase |110306,2.01| 05 | Fmbeninan St | Panang Breinase ene Sgl E R R R E g eptases | E
Perkotaan gu o N o N Drainase =)
|3 g |3 w
= 3 . o E
=
=
o ) o | N
@ | N @2 X @ N @ w
e N o e o o e N e R7) w
Terbangunnya . . . gg| 2 |gg| J|28| o |85 @
. . Pembangunan Sistem | Jumlah Sistem Drainase Z Z = 3 g B 8 9 | " Bl & |&8 ®
Sistem Drainase 03/06|2.01|0029 - . ~ ' ~ ' o [ 3 19 X |8 O
Drainase Perkotaan  |Perkotaan yang Dibangun > > s9| @ g9 g9 So| @
Perkotaan 2 § a |8 § w |2 § © B 5 3
S5 2 |PE| S |FE| R |FE| 8
BN B~ BN Bl
@ @ @ 3 N
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersusunnya Jumlah Dokumen N 3 w %o o X ~
Rencana, Penyusunan Rencana, Rencana. Kebiiakan g o vl I} vl o w e
Kebijakan, Strategi Kebijakan, Strategi dan > jaxan, Z Z Z = o) S — S ~ Kepala Seksi o a
2 o 1/03|06|2.01|0030 A ! Strategi dan Teknis < ' = ' = ' al o) ] N ] R ; 85
dan Teknis Sistem Teknis Sistem Drainase . . > > > =] N N Drainase > 9
; Sistem Drainase 3 Py 3 P 3 o R o
Drainase Perkotaan Perkotaan Yang Disusun 3 8 3 8 3 8 3
Perkotaan g = © s © s ©
EN o IN - 00 0
Panjang Saluran 8 z g & g &
Beroperasi dan . . . S S w S al
Terpeliharanya |1|03|06(2.01| 09 |OPerasi dan Pemeliharaan| — Drainase yang S| B S O S N I R I T = A -
. . Sistem Drainase dioperasikan dan =z u = a > > > = x
Sistem Drainase diveli S n = o = w
ipelihara 2 @ o 5 @ & S
= © o] S = o Sg.‘
c
e}
Kepala Seksi %
Drainase =)
EN EN EN EN w
@ o= @l = @ = @ & g
i ~ i 2| @ 92| g |p2| 5 vz @ i
Beroperas dan Operasidan Pemliaraan| J2miah Sstem Drnase . . AR REC IR B I REE N :
61D Y2 - 11]03/06[2.01/0031 Sistem Drainase yang < | < v 8 NEE SR ® |3 S
Sistem Drainase " Beroperasi dan > > g9 % 189 R (g9 8 |89
Perkotaan Perkotaan Terpelihara T T I P - O I O I = A N
"5 o |P8| & |”8]| & |P8| o
g o 8 o 8 o 8 o
a D D [¢]
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Rasio Luas Kawasan
Permukiman Rawan
Banjir yang Terlindungi 3 83 2 ﬁ o’E o’E
Oleh Infrastruktur N/A ® T = N Ny Ny
Pengendalian Banjir di :\O] § O% § :\g :\g
WS Kewenangan
Kabupaten
=
o o © o o & 5
Meningkatnya Rasio Luas Kawasan ) % - g 8 N £
; oasi PROGRAM Permukiman Sepanjang ® S e © 0 ul : 5]
Jaringan Irigasi = : = ) ! : Kepala Bidang
o 03|02 PENGELOLAAN SUMBER | pantai Rawan Abrasi I o 3 o o) o) . @
Dalam Kondisi ’ ) o o) — o) o) J o) o) o) & | Sumber Daya Air =)
: DAYA AIR (SDA) Erosi, dan Akresi yang » : o ® & ® & N N o N e oy
Baik ) € : N/A w | o 3 F 3 N O O I C T T B =
Terlindungi Oleh Q a Q o ® o a o R N R iy 5
Infrastruktur Pengaman D > °° D D + D *® D ® =l
Pantai di WS
Kewenangan Kabupaten
Persentase Jaringan j‘: E *® f % %
Irigasi dalam Kondisi N/A > w i W ke’ ke’
. N o) a — N| N
Baik X X X X X X
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~
Meningkatnya Pengelolaan SDA dan - o ha > > 8 Z
Pengelolaan SDA Bangunan Pengaman o § . E N (§ ~ E ~ % ~ S %
dan Bangunan 03l0212.01 Pantai pada Wilayah Persentase Panjang N/A W Py o n w PN 9 Py 9 tn 9 z Kepala Bidang %
Pengaman Pantai ) Sungai (WS) dalam 1 Sungai yang dikelola a% S £ s $ X N S $ » N & | Sumber Daya Air| 3
pada Wilayah (satu) Daerah S = = 3 @ n o
Sungai Kabupaten Kabupaten/Kota S [ @ i % 2 %,
&
Beroperasi dan Overasi dan Pemelih Panjang Sungai yang > o S = = = o S
Terpeliharanya 03/02(2.01| 65 |-Perastdan remeliharaan Dioperasikan dan -~ ' = & ~ ' -~ ' -~ ' = &
Sungai Sungai Dipelihara > = o > > > = o =
8 8 C
S o c
Kepala Seksi B
Sungai dan §
—_ —_ o | Sumber Air Baku o
2 5 5 3 -
Beroperasi dan Operasi dan Pemeliharaan Panjang Sungai yang > - = ﬁ - & 4 = 5\2 & zg
Terpeliharanya 03(02|2.01{0073 Suneai Dioperasikan dan -~ ' -~ ' = a =~ 2 = = = a
Sungai g Dipelihara > > = P S = = iy = -
o o (o)) o)
e o N N
S o o
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
= N> ®
po8 o S =2
Terlaksananya Normalisasi/R . Paniane S . R S) o o - - > 3 o
Normalisasi/ 03/02[2.01| 46 | o lgasri/ cstorast | . banjang L;l;]%ell;‘ Y i & | 8 o AR A g
Restorasi Sungai ungat 0 sas estoras ~ = =2 o - o) 5
3 o w 2 wn o
S o o c
e e e Kepala Seksi g
Sungai dan e
Sumber Air Baku o
N o o w o
— o]
N o o 8 =) & w R (§
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Panjang Sungai yang Z Z W g = © = i w S
Normalisasi/ 03/02/2.0110093 Sungai Dinormalisasi/Direstorasi ; I ; I o) 8 2} 3 E 3 2 %
Restorasi Sungai g =2 a = P = o = 3
S S
g °© °© 8
N N
& & S
Terbangunnya Panjang Bangunan > - © = = = — © Kepala Seksi gj g
Polder/Kolam 03|02|2.01| 10 Pem}l;);rli%uaréx ?:Siu N80 | perkuatan Tebing yang > ' ) < > ' > ' > ' ) Q Sungai dan 55
Retensi g Dibangun = = = ~ |Sumber Air Baku| & %
S S 5
S S
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
o1
- - = [
o | & S S|~ | %
Terbangunnya Panjang Bangunan Pt o) o S o % v 9
Bangunan 03/02|2.01|0109 Pembangunan Ban'gu Nan | perkuatan Tebing yang Z ' Zz ' ol =4 o ® o @ ol ®
. Perkuatan Tebing - > > = o = a ) a = h
Perkuatan Tebing Dibangun = =2 ® =2 o N
= o o — = N
S @ © S
o — N o
¥
[N N
Tersusunnya Pola Jumlah Pola dan - —_ - —_
dan Rencana Relrr’fcr;ﬁ Sl;;?r;l[; ?;zgasr]lj A Rencana Pengelolaan = 9 ; = = = E ;
Pengelolaan SDA |1/03|02|2.01| 04 g SDA WS Kewenangan =~ . 2y £ = ' < | = | x X
WS Kewenangan > =) > > > o >~
WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang 8 o 8 o o
Kabupaten/Kota ) @ S @ 3 g
Kabupaten/Kota Disusun 5 S =] S c
Kepala Seksi g
Sungai dan g
Sumber Air Baku o
)
Tersusunnya Pola P Jumlah Pola dan - N - 3 - & w = &,
enyusunan Pola dan ] o v} N ) I} o o g
dan Rencana Rencana Pengelolaan SDA Rencana Pengelolaan = = S RS S P S © S o a
Pengelolaan SDA |1]03]02(2.01]0118 g SDA WS Kewenangan < ' < ' 2} EN 2} i ] ® ] N
WS Kewenangan > > o ~ N EN
WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang 3 P 3 o 3 0 = ©
Kabupaten /Kot Kabupaten/Kota Di a S ® 3 @ X @ X
abupaten/Kota isusun 5 S 5 8 5 3 5 3
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersusunnya
Rencana Teknis Penyusunan Rencana | Jumlah Rencana Teknis o o
dan Dokumen Teknis dan Dokumen dan Dokumen N a N al
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk = 9 ﬁ = > = Q ﬁ
untuk Konstruksi [1/03|02(|2.01| 03 Konstruksi Pengendali Konstruksi Pengendali > ' 5 Q > ! ; ' > ' g °
Pengendali Banjir, Banjir, Lahar, Drainase | Banjir, Lahar, Drainase 3 o =] o =
Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan |Kawasan, dan Pengaman 2 I g I 2
Permukiman, dan Pengaman Pantai Pantai yang Disusun ) _g
Pengaman Pantai Kepala Seksi 2
Sungai dan g
Sumber Air Baku o
Tersusunnyg Jumlah Dokumen o g
Rencana Teknis Penyusunan Rencana . w [N} ) N wn = S
. Rencana Teknis dan [} - S - =} o g
dan Dokumen Teknis dan Dokumen . g oY) @] @ g J (W] iS
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk Dolcumen Linglungan Z 2 2 N S N = o0 = a
- 1/103|02(2.01|0120 . . | Hidup untuk Konstruksi < ' < ' a) © ) © o) 3 o) O
unutk Konstruksi Konstruksi Pengendali . o > = g = g = = o = %
. . s Pengendali Banjir, Lahar, 3 o 3 > =} o =} I3
Pengendali Banjir, Banjir, Lahar, dan dan Pensaman Pantai I} > I} N @ n @ o
Lahar, dan Pengaman Pantai san B w = w s o s IS
. yang Disusun o)}
Pengaman Pantai
Tersusunnya
Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis §
dan Dokumen Penyusunan Rencana N N ~ N g
. - - dan Dokumen — — c
Lingkungan Hidup Teknis dan Dokumen Linekunean Hidup untuk g — g — Kepala Seksi S
untuk Konstruksi Lingkungan Hidup untuk g gan p Z = o Z Z Z =i o paia a
03/02|2.01| 01 . Konstruksi Bendungan, ~ ' =) ~ ' ~ ' ~ ' é‘ S Sungai dan @
Bendungan, Konstruksi Bendungan, > g S > > > S . =}
Danau dan Bangunan 8 P =} o |Sumber Air Baku
Danau, dan Embung, dan Bangunan . . @ S o S oy
B P Air Las Penampung Air Lainnya 5 S =} 3 g
angunan enampung Air Lainnya ; 3.
. yang Disusun ©
Penampung Air =
Lainnya
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersusunnyg Jumlah Dokumen — — — — o N
Rencana Teknis Penyusunan Rencana . N N ES
: Rencana Teknis dan o — @] w @] »
dan Dokumen Teknis dan Dokumen ) S : S : S :
. - . - Dokumen Lingkungan = z = - o) = o) = ©
Lingkungan Hidup |1/03|02(2.01|0127| Lingkungan Hidup untuk | ... . ~ ' ~ ' ~ ' a o) al o3 al A
: C A Hidup untuk Konstruksi > > > IS ol “u
untuk Konstruksi Konstruksi Air Tanah dan . . 3 P 3 ) 3 o
. . ; Air Tanah dan Air Baku o) S ] S @ S
Air Tanah dan Air Air Baku ane Disusun =) S =] S =] S
Baku yang
. Pengembangan dan — 9 » - - R
p Meningkatnya Pengelolaan Sistem Irigasi | Rasio luas daerah irigasi = o) ) o o o =
engembangan dan g g S o X 3 o > N S ) S N W g
Pengelolaan Sistem Primer dan Sgkur}der kewenangan K « 9 N K o p N N o N N Kepala Bidang o g
Irieasi Pri 03|02(2.02 pada Daerah Irigasi yang | kabupaten/kota yang N/A 3 3 N e N a S o) iN . iN o | B8
rigasi Primer dan - - - - S ) X pat = & o) P w P — | Sumber Daya Air| ‘g o
Luasnya dibawah 1000 dilayani oleh jaringan = © N © ° o© S N ° w ° v i~
Sekunder .. - t S o X o X p X Py X o @
Kabupaten Ha dalam 1 (satu) Daerah irigasi a S S S Q s =]
Kabupaten/Kota © © © S ) S
© EN © EN =
Terb: Pemb Bend Jumlah Bend Irigasi = g g Z = Z g 8 Kepala Seksi gjg-
erbangunnya 03l0212.02| 03 embangunan Bendung umlah Bendung Irigasi Zz . 2 % Zz . Zz . =2 . 2 % Kepala Seksi 3 g
Bendung Irigasi Irigasi yang Dibangun > g ® > > > g- ® | Irigasi dan Rawa B8
5 o =} o @
oQ S 0 S =]
S S
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"Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan
(output)

Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2021)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun
2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun
2025

Tahun
2026

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD

target| Rp

target Rp

target | Rp

target| Rp

target| Rp

target| Rp

Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7 | ©®

9) (10)

(11) | (12)

(13) | (14)

(15) | (16)

(17) | (18)

(19)

(20)

Terbangunnya
Bendung Irigasi

03

02]2.02

0003

Pembangunan Bendung
Irigasi

Jumlah Bendung Irigasi
yang Dibangun

Sunpuog ¢
000°008°€S.L

Sunpuog ¢
000'+19'¥8S

Sunpusg ¢
08C'90£°968S

Sunpusg 6
08T 0CTL vE6'T

Terbangunnya
Jaringan Irigasi
Rawa

03

02]2.02

04

Pembangunan Jaringan
Irigasi Rawa

Panjang Irigasi dan Rawa
Dibangun

N 868
000°L88' ISt

V/N

V/N

V/N

N 86°8
000°L88°'1SP

Terehabilitasinya
Jaringan Irigasi
Rawa

03

02]2.02

0016

Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Rawa

Panjang Jaringan Irigasi
Rawa yang Direhabilitasi

W3 2E9°6C

N3 v1
000°LIT6TL9

N3 1
0re€'109°€S8'9

WM TE9TS
0bE' 818 TLSET

Kepala Seksi
Irigasi dan Rawa

refueg usyedngeyy
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
w »
. a — © ~ | o
Beroperasi dan Panjang Jaringan Irigasi w - o o .0 S
. . . ] : o N N = =z Y b
Ter.pehhara}ny 2 11/03/02[2.02| 23 Operag dan Pfeme.hharaan Rawa yang Dioperasikan o) »H & 3 ~ ! ~ ' Z ' & Y
Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Rawa T =2 N} © > > > @ =
dan Dipelihara th = o = o 4
Rawa a 2 o = Ul op
=} = a1 c
o o el
Kepala Seksi %
Irigasi dan Rawa =)
w w w 5 o
. U N 4 > g
Beroperasi dan Panjang Jaringan Irigasi N & = & = & b = ®
: 3 : N b NN b N h w0 —
Jerpeliharanya | 9310p12.02|0023|OPerasi dan Pemeliharaan | g, yang Dioperasikan § : § I o O o 2 e T T K
8 g g g dan Dipelihara = © = = = © = 3
Rawa o o o} %
S S I®) it
S S o S
Kelembagaan > g > § = % 5
= t - . . S jos]
Pengelola Irigasi Operasional Kelembagaan Jumlah L?mpaga z Z Z 2 » e o] e ] Kepala Seksi 2 g
1/03|02|2.02|0034 L Pengelola Irigasi yang ~ ' >~ ' >~ ! 3 S 3 o) 3 © NG s
yang mendapatkan Pengelola Irigasi . > > > o o o o o o |Irigasi dan Rawa | ‘g o
Operasionalisasi Beroperasi do S | & S 3 " e
o 8 o 8 o 8 =
Tersusunnya. Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis N S N S ~
Rencana Teknis . )] ol ] a1 o
Teknis dan Dokumen dan Dokumen S : S : . W g
dan Dokumen . X . . Z =3 » z Z 2 » Kepala Seksi g c
. . 1/03|02(2.02| 01 |Lingkungan Hidup untuk |Lingkungan Hidup untuk ~ ' Q >~ ' ~ ' ~ ' é— =} S S,
Lingkungan Hidup Lo Lo > = o > > > S |Irigasidan Rawa | ‘g o
- Konstruksi Irigasi dan Konstruksi Irigasi dan 3 P 3 P 2=
untuk Konstruksi Rawa Rawa yang Tersusun 2 = 3 b= 5
Irigasi dan Rawa yang H © 2 ©
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersusunnya Jumlah Dokumen ) —_ I = o = g N
Rencana Teknis Penylfl sunan Rencana RencanaTeknis dan g & @] 2 g A g &
Teknis dan Dokumen S : S : S ; S :
dan Dokumen . - Dokumen Z z = © ) N
. : 03|02|2.02|0035| Lingkungan Hidup untuk | . . . = ' = ' 2y o z i X @ X N
Lingkungan Hidup S LingkunganHidup untuk > > S =) ®© 3
: Konstruksi Irigasi dan R 8 Py 3 Py 3 % 3 %
untuk Konstruksi R Konstruksi Irigasidan @ 3 @ 3 @ 3 @ 3
L awa ¢ 5 =] =] 5
Irigasi dan Rawa Rawa yang Disusun © © © ©
o o0 — —_ — —
Persentase penduduk ) 0 8 8 8 8 -
yang mendapatkan akses| 79.52% ) o = N > o P 3 P 3 P N )
Meningkatnya PROGRAM air minum layak :\01 @« O\H° N % 3 % Y % o % w c
Pengelolaan dan PENGELOLAAN DAN N I ° o ° 3} ° I ° ® Kepala Bidan £
Pengembangan 03|03 PENGEMBANGAN 3 N © = © w p g o
. : ® w a © N| ) Cipta Karya =]
Sistem Penyediaan SISTEM PENYEDIAAN AIR N — <N — Ul ~ o]
Air Minum MINUM N % S = = & g
— ol — = — © —_ o — )] — N S
Persentase penduduk o ~ 3 3 ® ® 8
yang mendapatkan akses N 9 5 @ o o
air minum aman N N X N X X
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD

target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~
~ o = o S S S 2
Pl;ﬂ;rgg%:aa;ngzn Pengelolaan dan @« ~ :]1 o n w g
Peng embanean Pengembangan Sistem | Persentase Penambahan = + = 3 = © = 3 ' & ' S Kepala Bidan E
Sistor Popoe | 1/03]03[2.01 Penyediaan Air Minum Jaringan SPAM N/A 2| 3 4 S - T - I B R B g g
Air Minum}(,SP AM) (SPAM) di Daerah Kabupaten X g X r X g X et X 511 X N pta rary o
[ w = oy )
di Kabupaten Kabupaten/Kota > a a ® IS ® B
= o )] N E?:
2

— » B
' : : g
Si;rteerrﬁa}?egrl; yr:g:an Pembangunan Sistem Jumlah Sistem § E g E é
. A - R - s - 5
Air Minum (SPAM) |1/03|03[2.01|0022 Penyediaan Air Mllnum Penyediaan Air Mlpum E . E . P % 5 . 5 . 8 % =
. (SPAM) Bukan Jaringan | (SPAM) Bukan Jaringan > > =] Q > > Q =)
Bulkan Jaringan Perpipaan Perpipaan yang Dibangun = S g o oy
Perpipaan pip pipaan yang gl » S a S g
A (@] o [l=ty
g
- - | s 3
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas £ § £ > g

. . [arg = m
Kapasitas SPAM Pgnmgkatanl SPAM . SPAM IKK /Perkotaan 5 ol & & = = § X | Kepala Seksi Air 2
IKK /Perkotaan 03|03|2.01| 05 Jaringan Perpipaan di . ~ oY ~ ' ~ ' ~ ' ~ ' - o . e
atau SPAM Kawasan Perkotaan atau SPAM Tematik |, g > > > > Y & Minum w
Tematik Tertentu Tertentu & * & N 8
@ g
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
S
Persentase = 2 S © N ©
Sambungan Peningkatan SPAM Persentase Sambungan © N N 5] = = = w 8
Rumah yang 03/03|2.01| 06 Jaringan Perpipaan di Rumah yang Terlayani g ® c © >~ ! >~ ' ~ ' c N
A A 2 = a1 > > > 2 N
Terlayani Air Kawasan Perdesaan Air Minum = g =8 o = o
Minum ] A w © 2] N
A %) ~ o ~ N
o
Meningkatnya Kapasitas Sistem “; 5 "; 5 o 8
. . — w 9)]
Kapasitas Sistem PPenmgkataq Sistem Penyediaan Air Minum e > £ 3 £ g
- - enyediaan Air Minum . Z = = =3 { P~ ) o :
Penyediaan Air 03|03(2.01{0026 . (SPAM) Jaringan ~ ' ~ ' ~ ' ] o 4 — & ®
. (SPAM) Jaringan . > > > ~ o) ~ ) ~ ES
Minum (SPAM) Perpipaan Perpipaan yang o J o ) @] 3
Jaringan Perpipaan pip ditingkatkan e o e N a N
=4 S = N = N
~ S ~ [} [}
S 5
= N )
Persentase Sarana Jumlah Desa yang ) o o~ g
dan Prasarana . . e o N o = - o s
Perbaikan SPAM Jaringan| Sarana Air Minumnya ~ N o o c A ©
Pengembangan . . . g o o P =z Z Z > | Kepala Seksi Air o+
. . 03|03|2.01| 08 Perpipaan di Kawasan akan dilakukan & & ~ ! ~ ! ~ ! o) % . @
Sistem Penyediaan . X ] @ - 4 =] > > > & S Minum =]
S Perdesaan optimalisasi dan o ® o o v —= o
Air Minum yang erluasan - o o 8 s
Diperbaiki p S 8 S &
]
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
g
Terfasilitasinya e . .| Jumlah Unit SPAM yang S : @ : o ~
Penyiapan 03|03|2.01| 12 FaSIhtasS;ianl;Eﬁn Kerja Mendapatkan Fasilitasi g § g % § ! § ' § ' c w
Kerjasama SPAM Kerjasama = o = 9 E g §
o)) — M g
N - ~ c
NN ol
Kepala Seksi Air 5
L Minum =)
Terfasilitasinya - w
Kerja Sama Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Sistem Y 2 o ® g
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum = - oy ;’; 0 ([:)1 oy ﬁ R w é'
Sistem Penyediaan [1/03|03|2.01|0030| SistemPenyediaan Air (SPAM) di Daerah < ' = ' g« 2 g« & g o c R
Air Minum (SPAM) Minum (SPAM) di Daerah | Kabupaten/Kota yang > > = 9 = o = © E ®©
di Daerah Kabupaten/ Kota Difasilitasi Kerja Sama g s 2 X
Kabupaten/Kota o
Jumlah Unit SPAM 5 @ -
. . . Berbasis Masyarakat = o w &
Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan — : = I s A
SPAM Berbasis |1[03|03/2.01| 16 SPAM di Kawasan yang E |2 § : § - § . § g @ Kepala Seksi Air | 5 &
= ¢ = S|
Masyarakat Perdesaan Mendapatkan Operasi = 3 = e = =
dan Pemeliharaan a = s
0
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N > > o
T . N Jumlah Sistem o o =) = =
gfgfeﬁlr;l:ﬁ;:s;:gg Pgr?;ér;izlalliazlirsll\;it;?m Penyediaan Air Minum 2z Z z 8 z .ﬁ z a S 8 Kepala Seksi Air S%j §
i | | c N c I} c o ~
Air Minum (SPAM) | 1[03|03|2-01/100311 * ™ gpan) Jaringan (SPAM) Jaringan > > s (S| g | S|g| 2§ a Minum 2.3
Jaringan Perpipaan Perpipaan Perpipaan yang - S - S - . e ~ R
g pip pip dioptimalisasi S S 3 3 3
S S S S
o ol
S o
Meningkatnya Perluasan SPAM Jaringan = & — = = = ] —
Sambungan 1/03|03|2.01| 19 | Perpipaan di Kawasan Jsﬁéaﬁliir?b;{;ian > ' o 2 > ' > ' > ' o 2
Rumah SPAM Perdesaan p g 3 > 3 h S
8 © g
al al S
Kepala Seksi Air %
Minum =]
b » 0 W
Sistem Penyediaan . Jumlah Sambungan 9 o — o g
R Perluasan Sistem Rumah yang terlayani IS I © o N a .
Air Minum (SPAM) . PR . 3 3 w 3 u ul o )
. Penyediaan Air Minum oleh perluasan Sistem & 2 S S w S o o W =
Jaringan yang |1{03|03|2.01/0032 . . R ~ ' >~ ' ! NS e}
(SPAM) Jaringan Penyediaan Air Minum > > 2} 2} g ) 3
Mendapatkan - - ] = ) ] w ) ©
Perpipaan (SPAM) Jaringan w N ) g9
Perluasan - S ) N
Perpipaan S o o
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N 1) — —_ — —
Persentase Penduduk o @ g 2 S S
yang Mendapatkan 61,57 % 3 3 o o 5 5
) > 2 S S S Q
Layanan Air Limbah < X N N N N
[u— = N §
o 0 o » > © g
Meningkatnya PROGRAM o x S 8 i 3 5
Pengelolaan dan PENGELOLAAN DAN ; % p — ® — o3 — N> Kepala Bidang 2
1/03|05 - ~ © ® w © 0 s ~ s ¢ s o g o
Pengembangan PENGEMBANGAN Persentase Akses Sanitasi N/A o N o — 00 N < o) D 3 D o Cipta Karya =]
Sistem Air Limbah SISTEM AIR LIMBAH Aman | w 2 N o > o | £ S EN ) w o
= x > ] > S N ® N o N o g
3 * ) ° Q ° e ° N iz
— s} +» o
=
N 0 — —_ — —
Persentase Akses Sanitasi 61.57 % i “S 8 8 ,8 ,8
Layalk ST 3 s 3 3 3 3
=~ = o o °© °©
° ° > > = =
. ) — w — — N
Meningkatnya o S o N I © .
Pengelolaan dan Pengelolaan dan N |9 o 3 5 S 5 | 8 5 3 5 3 o D
Pengembangan 1l03losl2.01 Pengembangan Sistem Air |Persentase Akses Sanitasi 61.57 % 2 o 5: ot S P =) ® = ® = > Kepala Bidang 2 g
Sistem Air Limbah ‘ Limbah Domestik dalam Layak 2R £ N N = S 81 &]1 8|88 o Cipta Karya %3
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota = W > ; X o X g X g X g ° §
Kabupaten e ® S S e N
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~ [ [te) = = =
Persentase Akses Sanitasi N/A o o 0 “S vg vg
W B —
Aman e 3 e e ¢ ¢
IS = —_
Terbangunnya & .c'% S ey 8 3 Kepala Seksi §
T igunny Pembangunan/ Jumlah Rumah Tangga e — el N il b ol
angki Septik . : S > 54| 5 = : z =z = 5| Penyehatan L c
03|05|2.01| 06 | Penyediaan Sub Sistem yang Memiliki Tangki c = z ;N ~ ! ~ ' ~ ' g [0y . =8
untuk Rumah - BE| A R — > > > R &> Lingkungan 9
T Pengolahan Setempat Septik = N 8 2 3 8 3 X . B &
angga g N o w I % Permukiman @
© = o] = B
N X o~
® & 8 o=
Tersedianya Penyediaan Sarana Jumlah Penyediaan S} N S o » © Kepala Seksi w &
Armada c 4 c » z Z =z c =) Penyehatan =i
03]|05|2.01| 13 | Pengangkutan Lumpur Armada Pengangkutan a a ~ I ~ ' < ' S . S
Pengangkutan Tini .S B o B o > > > =] o Lingkungan ]
L inja Lumpur Tinja = P = P = Py . 8=
Lumpur Tinja S S S Permukiman o
S S S s
& & & o o=
Terss:rdalﬁgya Penyediaan Sarana Jumlah Sarana = = = i = i - 3 N a] I;Zialshifﬁl gj T
03|05|2.01{0037| Pengangkutan Lumpur Pengangkutan Lumpur ~ ' ~ ' ~ T = a1 c N G e eny k=3 %
Pengangkutan Tin .S . . > > > o B o B O =} 3 Lingkungan IS
L Tini inja Tinja yang Disediakan o = > = o = ) P ki = =
umpur Tinja S S S o ermukiman 3
o o o 8
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Beroperasi dan Jumlah Unit Sistem S o &
Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan| Pengelolaan Air Limbah = S = :1 = = = o ﬁ
Sistem Pengelolaan|1{03|05|2.01| 10 | Sistem Pengelolaan Air Domestik yang g N g S ; ! ; ' ; ' S 8 -
Air Limbah Limbah Domestik Dioperasikan dan & % = P & % )
i ineli a S a
Domestik Dipelihara 3 S 3 Kepala Seksi %
Penyehatan %
. Lingkungan =)
Beroperasi dan Jumlah Sistem o & ) g Permukiman gj
Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan| Pengelolaan Air Limbah - - - ; - : - ; w EN 2.
Sistem Pengelolaan|1{03|05|2.01{0038| Sistem Pengelolaan Air | Domestik (SPALD) yang > ' > ' g < g: ® g 5 g S 8
Air limbah Limbah Domestik (SPALD) Dioperasikan dan = P = o = © = o
Domestik (SPALD) Dipelihara = = & §
Tersedianya Sub al 8] g| B g B 5| @ =
ersecianya Su Penyediaan Sub Sistem | Jumlah Rumah Tangga 58 ® |58 9 158 8 [58] 8 Kepala Seksi ®
Sistem Pengelolaan N il S| N |Fg°| @ I18°9] o |#8]| 8 W o
P Pengolahan Air Limbah | yang memiliki Toilet dan 2 &= 5 w | B 55| 5 : Penyehatan L&
Air Limbah 1/03|05(2.01|0039 . . . . ~ ' -~ ' z z o 14 ul by o'} . B0
: Domestik (SPALD) Tangki Septik Sesuai > > R SO S | R o |RE o Lingkungan ]
Domestik (SPALD) g3 | 2 |88 0 |88 0 |B a : R o
Setempat dengan Standar 5 P 5| 5| ¢ 3| ¢ Permukiman @
Setempat 5 3 5| a 5| @ o o 5
S g g -8
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya S Jumlah Kelompok _
RIS Sosialisasi dan Masyarakat yang EN = ~ w
Sosialisasi dan L2 o N — o —
Pemberdayaan Mendapatkan Sosialisasi —_ o N )
Pemberdayaan M kat terkait dan Pemberd N o & o | = z Z S
Masyarakat dalam |1|03|05[2.01| 08 asyarakat terxar an Femberdayaan = | 2 & a | < R T IO 2 | o
. . Penyediaan Sistem Masyarakat Rangka &) o 5 o > > > a
Penyediaan Sistem R . . g o p 8 o
. Pengelolaan Air Limbah Penyediaan Sistem g s g o
Pengelolaan Air Domestik Pengelolaan Air Limbah 8 = S > 18 3
Limbah Domestik ! engeloraan 11.'k m © g
Domesti Kepala Seksi o
Penyehatan %
Masyarakat yang ;ingkir.lgan ;
ermukiman
Mendapatkan Pembinaan dan Jumlah Masyarakat yang N ~ N — N g
Pembinaan dan o ) wul o wu ® w ) I} &
Pemberdayaan dibina dan diberdayakan o a o 0 o 3 a [0 8
Pemberdayaan S : S : S . o o
Masyarakat dalam dalam Pengembangan 2 & ol N ® o p
dalam 1/03|05(2.01{0040 . . . -~ ' -~ ' o a o W o N o
Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan Air > > ] o I o I~ N Q a
Pengembangan . . . g p g p g : ] »
Sistem Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Limbah Domestik & S & 8 & 2 g o
Air Limbah Domestik (SPALD) (SPALD) o S) S | m S
Domestik (SPALD)
N > S
Meningkatnya ~ NN - ~
Kawasan Strategis PROGRAM Persesritaie Luzs Kawasan x SQ ® @« - - » » © Kepala Bid w 5
dengan 1|03|07 PENGEMBANGAN Infrr:sfiiufrng:;l N/A > | @ @ o | = 2] = | < | & g? ta Kl ang | B 5
Infrastruktur yang PEMUKIMAN yang ° w 9 3 > > > > S 1pta Rarya pa
. Memadai © o ° . : o
Memadai 3 ) I} 5
> N *
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N N S
Meningkatnya Penyelenggaraan 3 i — §
Infrastruktur pada Infrastruktur pada Persentase Infrastruktur ] - ® ® = = = = 8 Kenala Bidan W g
Permukiman di 03(07|2.01 Permukiman di Kawasan |Kawasan Strategis dalam N/A & * “ﬂ ® > ' > ' > ' > o) CP ta K g B 5
Kawasan Strategis Strategis Daerah Kondisi Baik X w X :1] 8 'pta Rarya 8 %
Kabupaten Kabupaten/Kota 3 N 8 =]
> = a
? ?
Tersedianya Sistem & o o - = o 2
Jaringan Pembangunan dan Jumlah Sistem Jaringan =3 it g 3 P B Lo = Kepala Seksi g
Prasarana dan Pengembangan Prasarana dan Sarana o3| @ 5 g o wwo| X ]
- o a ® 5 = N o Penataan oy
Sarana Infrastruktur Kawasan Permukiman yang = el B % z Z =z 5 o =3
: 03/07/|2.01| 01 : . . : g AN < < | 2] |gu| @ | Bangunandan 8
Permukiman yang Permukiman di Kawasan | Dibangun di Kawasan R & — BN > > > @ N o =]
. - - . a ISH?) o B ol o Pengembangan w
Dibangun di Strategis Daerah Strategis Daerah 88| oo 0 55| 3 Permukiman =
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota SESEEEN g3 % oo % 3.
Daerah ;“—;' =3 g% \° 8
B2 =3
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terpeliharanya © ©|
Sistem Jaringan [ o0 o opn| w S
Pemanfaatan dan Jumlah Sistem Jaringan o = b o 9 : o= o . o
Prasarana dan . 3.3 o) 2 Q =] 2= Kepala Seksi =
S Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 5 » ) 5 O N 5 ) e
arana . R ©| i) =} R o : Penataan ©
. Infrastruktur Kawasan Permukiman yang © = Py z Z Z ) Q =
Permukiman yang [1/03|07|2.01| 02 . . L . g8 3 ) 1] ~ ' ~ ' ~ ' 58 N Bangunan dan o]
. . Permukiman di Kawasan | Dipelihara di Kawasan o — > > > ~ =]
Dibangun di - . Il B Sw e SN 5 Pengembangan -
. Strategis Daerah Strategis Daerah SR AR SN w p—| @ .
Kawasan Strategis [Tl o & ® o P I Permukiman L
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 5 @ ) 5 0 1) 5 % < S.
Daerah =23 =5 =g o o
Kabupaten/Kota 3 =} . -
2 3 3
R \
PROGRAM PENATAAN | Persentase Tersedianya o | B % ® | 3 2 S S % -
. 03|09 BANGUNAN DAN Tata Bangunan dan 100% ® |8 © SR - O T = - =T X
Meningkatnya LINGKUNGANNYA Lingkungan ° o X ® X © X o N o < O c
S : S S &N S —_ S} (0] o
Bangunan dan = — ~ > o) : . o
- Q 0 0 { : O Kepala Bidang =
Lingkungan yang © o © I ® & Cipta Karya 4
dilakukan e 8 2 pta Baty o
Penataan w” ~ @ g
Persentase Luas Kawasan o) o] ® ® =
Strategis dengan z , Zz . ﬂ "a “; “;
Infrastruktur yang > > 2 N % %
Memadai D D > >
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
o 8 2
Meningkatnya N o S
Infrastruktur pada Persentase Bangunan = S - 3 B ] “ “ a =
Permukiman di Pemerintah dalam N/A & S g ) g « 7_; & 3 & 3 © =
Kawasan Strategis Penyelenggaraan Kondisi Baik o\o g N 93 N 'g N 8 L @ L 98 A
Kabupaten 1loslool2.01 Penataan Bangunan dan = o g o : © Kepala Bidang %
’ Lingkungannya di Daerah ® o w o) o Cipta Karya =)
Kabupaten/Kota 3 o\o] z &
% 5 8 7
Meningkatnya Persentase Infrastruktur S S S S 8
Bangunan dan - z z S S S S
. Kawasan Strategis dalam ~ ' >~ ' o o o o
Lingkungan yang Kondisi Baik > > S S S S
tertata dengan baik X X ES ES
Terpeliharanya
Biﬁl gu kiar? gﬁn Jumlah Pemeliharaan
gxung Bangunan dan 3 =
Kawasan Cagar Lingkungan di Kawasan w N © T
Budaya dan g g o N o o o O Kepala Seksi c
D agar Budaya dan = ) = 3 IN| ]
Tradisional . e - » 3 = : Penataan )
. Pemeliharaan Bangunan | Tradisional Bersejarah, 2 2 ! z Z = & = o
Bersejarah 03|09(2.01| 04 ; Lo < * g w N ' N ' -~ ' E o Bangunan dan @
’ ’ dan Lingkungan Kawasan Pariwisata, o @ ) I§) > > > S © =
Kawasan . @ o @ ] » 9 Pengembangan ol
. Kawasan Sistem o 93 g . — X
Pariwisata, Kk ional d B J O g o Permukiman g
Kawasan Sistem Perkotaan Nasion _ an =) & S =
Perkotaan Nasional Kawaﬁ:&itl:ltegls @ o
dan Kawasan ¥y
Strategis Lainnya
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Te};z‘;i‘;g;ya Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen N Yo} :
> > 5 w © o N
Kebijakan, Strategi Kebijakan, Strategi dan Rencana}, Kebljakap ’ (W] S w) R > b
oo AN Strategi dan Teknis S : 5 : Y o
dan Teknis Sistem Teknis Sistem Penataan . — » =z Z Z o o
03|09(2.01| 01 Sistem Penataan x — x o < : < | < | o Q
Penataan Bangunan dan » =} > > > :
. . Bangunan dan 3 o 8 o =} < =
Bangunan dan Lingkungan di ) . %) 3 o S )
Lingkungan di Kabupaten/Kota Lingkungan di s o - © 3 S ; o
b Kabupaten/Kota oy Kepala Seksi %
Kabupaten/Kota Penataan g
Bangunan dan g
Pengembangan o]
Tersusunnya Jumlah Dokumen N Permukiman 2
Rencana dan Penyusunan Rencana dan : g ©w o © o © — p S,
. . Rencana dan Teknis o) o) ~ ~ @ )
Teknis Penataan Teknis Penataan g J o > g O S 8
Penataan Bangunan dan S . S b S . g N
Bangunan dan Bangunan dan . =z =z o u ~ S p
Li : 03(09|2.01|0010| . . Lingkungan yang < . < . 2y o z 0 X © ©
ingkungan di Lingkungan di Kawasan . ; > > o) o3 ® é— @
. . Disusun di Kawasan 8 0 3 ; 3 P 5 o
Kawasan Strategis Strategis Daerah . %) @ o @ A o
Strategis Daerah 5 o 3 o 2 o %) A
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten, Kot S S %) =] 2
Kabupaten/Kota abupate ota
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tercatatnya
Bangunan dan Jumlah Penataan
Lingkungan Cagar Bangunan dan ©
Budaya dan Lingkungan di Kawasan N ; N io N 9
Tradisional Cagar Budaya dan = a = g = 8
. 2 - 2 ¢ 2 ! 2
Bersejarah, 03l0912.01| 03 Penataap Bangunan dan | Tradisional Be.rs'ejarah, g P g w Zz . Z . = . g @
Kawasan Lingkungan Kawasan Pariwisata, g X g S b > > g P
Pariwisata, Kawasan Sistem g —_ g o g s
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan 8 -y < §
Perkotaan Nasional Kawasap Strategis ~ Kepala Seksi g
dan Kawa§an Lainnya Penataan 'S
Strategis Lainnya Bangunan dan §
Pengembangan o
Tertatanya . Permukiman 5
Bangunan dan Jumlah Bangunan dan w N N N =
Lingkungan Per}ataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan — ~ ® 3
Lingkungan Kawasan w tn w % w % ©
Kawasan Cagar Cagar Budaya, Kawasan - o = A - & = =
Cagar Budaya, Kawasan . — 3 N e
Budaya, Kawasan . Pariwisata, Kawasan Z Z o " I g o h o o]
. 03|09|2.01|0008| Pariwisata, Kawasan . ~ ' ~ ' < o0 < o) E = E o
Pariwisata, . Sistem Perkotaan > > ) o ) = ) N ) )
. Sistem Perkotaan L 17 a 173 o 173 N » A
Kawasan Sistem . Nasional dan Kawasan I : ] : o : o =
- Nasional dan Kawasan . . =] o =] o 5] o] =] o
Perkotaan Nasional . . Strategis Lainnya yang ul — @ ®
Strategis Lainnya . ® © — P
dan Kawasan Ditata @
Strategis Lainnya
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi

Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi

(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra

(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)

— w1 N w w o

o N o o N ) x
— —_ — Ul N h

Meningkatnya PROGRAM Persentase Panjang Jalan N = 3 > > ® | 3 5| 3 Y| 3 § Kepala Bidan o T
Jalan dalam 03|10 PENYELENGGARAAN Poros Desa dalam 71.95% N [§) A N A EN ® o) 5 N 5 R Bri)na Mar ag S, %
Kondisi Mantap JALAN Kondisi Mantap |08 N Gl |8 |8 2|82« & 85
ul o =3 o) [\ o =}

e} [} S N © b

®© (o] S o @ 3

— w1 N w w o
o N o o N ) =
Meningkatnya Persentase — - — - e ® - g — N — 8 w2
Jalan Poros Desa Penyelenggaraan Jalan Bertambahnya Panjang o = ) o ) N ) w o A o A Kepala Bidang o &
am Kondisi Kabupaten/Kota Jalan Poros Desa dalam 3 © 3 o 3 ) 3 ® 3 2 3 s Bina Marga B2
Mantap Kondisi Mantap n % Pt > e ; g

e} [} S N © 3

®© (o] S o @ 3

o o
— — =
Terlak Panjang Jal N 2 2 z 2 % | = | KepalaSeksi | £ s

erlaksananya e anjang Jalan yang ' . . . . : epala Seksi

Rehabilitasi Jalan |1|03[10|2-01| 09 Rehabilitasi Jalan Direhabilitasi z B > > > > z 8 Jalan Desa % B
= N = N R~
u ul 5

o) o)

o o
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
u U1
N o
o o a | £
Terlaksananya e Panjang Jalan yang 2 . o 2 . = . 2 . o
Rehabilitasi Jalan 03]10/2.01} 09 Rehabilitasi Jalan Direhabilitasi > % a ; ; S E §
E o 3 0
IS N
o3 o3
©
N W W ©
o o N =
— ul N Q
litasi j 2 2 SIS I8 | 8|8 2|82
Terehabilitasinya |, 53110/.01|0044|  Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang < | < A S BN T S O R S
Jalan Direhabilitasi > > N 0 o N
= ) =< ¥ = ) = ©
o o N @
S N O o
S o w [oY
o
Meningkatnya Persentase Penyedia Jasa = 3 = = S : 9
Ketersediaan Konstruks?yang % g 0\01 § % g % S % g % $ g 98)-
o N < < < B 5 ! .
Infrastmktgr dan Memenuhi Persyaratan 84,00% 2 ﬁ a 8 e 8 a 8 2 S 2 o Kepala Dinas 2 3
Konektivitas - X al X o X w X 0 X wm X © Koo
Kabupaten Kompetensi o S 3 N 5 3 e
abup: S S ) S N 3
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N
Persentase Pemenuhan o 8 = 2 % ﬂ 5
Meningkatnya PROGRAM Kebutuhan Tenaga X g ® g % z % ; 3 g 3 N Kepala Bidang E;j g
Kualitas Pelaku 03|11 PENGEMBANGAN JASA |Terampil Konstruksi yang| 85.90% 3 £ a o S S | g ® 13 S | g @ Bina Jasa 55
Jasa Konstruksi KONSTRUKSI Memenuhi Persyaratan N il N o N w N % N o N © Konstruksi 8 %
Kompetensi 8 8 8 8 l31 E o
= = o)} W W =
. o o @ 0 o ~ =
Memngka}tnya Penyelenggaraan o & s ® 2 o B = — © — g Kepala Bidang w &
tenaga kerja jasa . . Persentase Tenaga P Q P Q P N P @ o = o : . R g
- 03|11|2.01 Pelatihan Tenaga Terampil . . N/A o O [=) e} [=} o) [=} o S = S ] Bina Jasa S5
konstruksi yang ksi Terampil Konstruksi Q w Q a1 Q © Q o 2 » 2 ® ksi ®

Terampil Konstruksi 2 n < o N tn N 1S S Al S ( Konstruksi g =

p o) ) o) o N Q 2
S S S o © N
Terfasilitasinya . —_ —_ )

. . Jumlah Tenaga Kerja w o w [} o (=} =
Sert}ﬁkas1 Tenaga Fasilitasi Sertifikasi Konstruksi Kualifikasi © o o @ a © . W g
Kerja Konstruksi . o = o © = = =z o = Kepala Seksi p g

: . 03[11|2.01| 06 Tenaga Terampil Jabatan Operator dan bt ~ 5 ® ~ ! ~ ' ~ ' bt o S0

Kualifikasi Jabatan . - . © N O > > > — Pemberdayaan > 9
Operator dan Konstruksi Teknisi atau Analis yang 5 © g8 o g © SIS
el . Tersertifikasi o 8 " 8 o 8 =
Teknisi atau Analis © © ©
Ter‘faslh‘Fasmya Fasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja g @ o) & © X ) & =
Sertifikasi Tenaga . . . . . a N 3 a S o ol o3 )
Keria Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi | Konstruksi Kualifikasi > = N P P a o gj g
] ; 03|11]2.01|0010|  Kualifikasi Jabatan Jabatan Operator dan < | = | Q > Q| x| 9Q2 | alo0 N 85
Kualifikasi Jabatan .. . . > > o a I N o a = w I
Operator dan Teknisi atau | Teknisi atau Analis yang 5 tn 5 P 5 o g P B &
Operator dan . R . . 7 3 7 3 fa b bt @
s . Analis Difasilitasi Sertifikasi S 3 3 0 3 =]
Teknisi atau Analis
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya . g . o —
Pembinaan dan . Jumllah Peserta yang w © w o N S
Peningkatan Pembinaan dan Mengikuti Pembinaan a ® N o = = > N N
K . 03|11|2.01| 07 | Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan ©) S @) & -~ ' ~ ' ~ ' ) a
apasitas . . 3 : 3 : > > > 3 2 ~
Kelembagaan Konstruksi | Kapasitas Kelembagaan g o) g o B Py o
Kelembagaan . o o 3 g
. Konstruksi 0a S 0a s} ] S c
Konstruksi o
Kepala Seksi %
Pengaturan =}
Kelembagaan Jasa W N @ — @ — g U1 Bj
Konstruksi yang Pembinaan dan Jumlah Lembaga Jasa o 83 o 31 o & 5 8 %_
Mendapatkan Peningkatan Kapasitas | Konstruksi yang Dibina Z . 2 . g o) g N & o — o 5
Pembinaan dan 03/11)2.01/0011 Kelembagaan Jasa dan Ditingkatkan = S 8 f_ﬁ 3 .a 8 & g S
Peningkatan Konstruksi Kapasitasnya g 8 g 8 S g o :]1
. ('] () 0 o
Kapasitas © © o e o © n ©
Tenaga Kerja
Konstruksi . . Jumlah Tenaga Kerja w 5 w 5 o a x
Kualifikasi Jabatan Pelatihan Tenagg Kerja Konstruksi Kualifikasi o = o o o 9 . Wz
S Konstruksi Kualifikasi &= & &= o o o e} o N Kepala Seksi p e
Operator, Teknisi 03(11|2.01|0016 . . Jabatan Operator, ~ ' -~ ' -~ ! 5 S bt o s » B0
. Jabatan Operator, Teknisi L. . > > > : . : Pemberdayaan o 0
atau Analis yang tau Anali Teknisi atau Analis yang % 9 § © § ® 5o
mendapatkan atau Analis Dilatih e S o2 53 o2 oY =]
Pelatihan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Prosentase Tersedianya 7 o
: © N EN u
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem (icu_]fuh) Lay jtnan N S o © e ) Kepala Bid o 51
layanan informasi Informasi Jasa Konstruksi nlormast Jasa 9 £ 9 N 9 S 9 xS 9 N 9 - epala bidang 2 g
; . 03|11(2.02 Konstruksi Tingkat N/A Q ) Q A Q & Q & Q NS Q w Bina Jasa s
jasa konstruksi Cakupan Daerah . X b X . X : X b X h X ® . S 9
Kabupaten Kabupaten/ Kota Kabupaten pada Sistem S o % 3 3 N Konstruksi CI=
p p Informasi Pembina Jasa S © S S ® 2 =]
Konstruksi
Tersedianya Data Jumlah Perangkat el 2 gl R S
dan Informasi Jasa Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan = = a @ w = = a @ w Kepala Seksi gj g
Konstruksi 03(11|2.01{0012| Pendukung Layanan Informasi Jasa ; ' ; ' c 8 I ; i ; | c g I PeI; abaran B %
Cakupan Informasi Jasa Konstruksi Konstruksi yang ;2‘:0% g g Q o) g 8 %
Kabupaten/Kota Disediakan ® 28 S & 21 S =}
Tersedianya Data N ® N w > ®
dan Informasi Penyusunan Data dan Jumlah Data dan E 93 E g = = = Q o
Tenaga Kerja dan 03|11|2.02| 06 | Informasi Tenaga Kerja | Informasi Tenaga Kerja g S § o ; ! ; ' ; ' g ® =
Badan Usaha dan Badan Usaha dan Badan Usaha 3 o 8 8 8 ) o
@ (=] a @ = g
Badan Usaha 5 S 5 © 5 S A
Kepala Seksi %
Tersedianya Data o | o o N o Pengaturan ;
dan Informasi Penyusunan Data dan Jumlah Data dan g N o g g N ]
Ketersediaan/ 03/11/2.02| 07 Informasi Ketersediaan/ | Informasi Ketersediaan/ % N % N =z . z . z . % X =
Penggunaan : Penggunaan Material dan |Penggunaan Material dan g g & Al > > > g i =
Material dan Peralatan Peralatan o S o 8 o o
Peralatan s e s s e
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya Jumlah Dokumen Data N N o N o R g oA
. . o : g : v :
Perangkat Penyediaan Data dan dan Informasi Jasa = = S W S o S o % )
Pendukung 03|11|2.02|0013|Informasi Jasa Konstruksi| Konstruksi Cakupan > ' > ' z S z & ] g el &
Layanan Informasi Cakupan Kabupaten/Kota| Kabupaten/Kota yang 8 157 =S g =} B % ©
Jasa Konstruksi Disediakan 3 S 8 IS 8 o | P o
. ~
Meningkatnya Persentase o o)
Tertib Usaha, . Terlaksananya o ° N x X @ =
Tertib Penga.wasa.n Tertib Usaha, Pengawasan Tertib 8 o é % 2 o ® © —_ o —_ ® Kepala Bidang E
Tertib Penyelenggaraan - P = B » P - P —_ o > o o . o
Penyelenggaraan 03(11]2.04 - Usaha, Tertib N/A =] = o > o = o - S IS S w Bina Jasa o]
. dan Tertib Pemanfaatan Q o Q : Q w Q : 2 : 2 N . =)
dan Tertib . Penyelenggaraan, dan NS > N o N P N o 3 IS} 3 9 Konstruksi o
Jasa Konstruksi . ° ° = ° ° S [N} N
Pemanfaatan Jasa Tertib Pemanfaatan S S S S o S g
Konstruksi Konstruksi o
=
Terlaksananya §
Pengawasan dan . Jumlah Dokumen o o ) o0 g
Evaluasi Tertib Pel"lrgax;s/.:;\)s[in (ila'n ,I;? vﬁgam Pengawasan dan Evaluasi g » g » %
Usaha, Tertib erub Usana, fertt Tertib Usaha, Tertib 2 g Z Z = Z =] g Kepala Seksi a
03(11|2.04| 03 Penyelenggaraan, dan g @* -~ ' -~ ! -~ ' -~ ' g @® o]
Penyelenggaraan, . Penyelenggaraan, dan > > > > Pengawasan =)
- Tertib Pemanfaatan Jasa . =} o =} o W
dan Tertib Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa ) S ) S
Pemanfaatan Jasa Konstruksi s e s e §
Konstruksi 8
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
Pengawasan dan . Jumlah Dokumen o o
Evaluasi Tertib Pel}ligax;v%s[in c}llan ’IP? Vftl.gam Pengawasan dan Evaluasi o 3 o 3
Usaha, Tertib ertib Lsaha, fertl Tertib Usaha, Tertib z 5 o Z z z 5l &
03(11|2.04| 03 Penyelenggaraan, dan ~ ' s N >~ ! >~ ' ~ ' o] N
Penyelenggaraan, Tertibh P Penyelenggaraan, dan > s} w > > > o w
- ertib Pemanfaatan Jasa . = 3 = 3
dan Tertib Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa o 3 ® S
Pemanfaatan Jasa Konstruksi = =
Konstruksi
—_ — [ w
o o o o
Jasa Konstruksi % % % %
: w — — ~
Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Jum}zl;aP;l; fltsfrillifg aan = g = g = 31 = :
yang Mendapatkan ;|41 1|5 02/0o04| Tertib Penyelenggaraan Kabupaten,Kota yang =z . = . L8 S e S a S a @
Pengawasan dan Jasa Konstruksi . ; - . b= > po : v : p : p :
& Diawasi dan Dievaluasi o o o o o o o o
Evaluasi Tertib Kabupaten/Kota Tertib Penvelensearaan 3 S x S 3 g 3 g
Penyelenggaraan yelengs %. %. % %
Terlaksananya
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis tentang i\J/{umlfﬁ;ﬁe};@rtg yans w g o ®© o @ ~
Tentang Tertib Tertib Usaha, Tertib engtxuts Bumbingan © o © o © o . w &
. ’ Teknis Tentang Tertib o _ o > Z Z & o ® Kepala Seksi P g
Usaha, Tertib 03(11|2.04| 02 Penyelenggaraan, dan P 1 d _, 3 S ® < ! < ! < ! S S P B85
Penyelengaraan Tertib Pemanfaatan Jasa enye enggaraan, dan g o g8 P > > > g ; engawasan 88
Y & ’ Tertib Pemanfaatan Jasa S N N @
dan Tertib Konstruksi Konstruksi o2 S o2 S oo 8 =
Pemanfaatan Jasa
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan , Awal 2022 Tahun 2023 | Tahun 2024 5555 2026 | periode |Penanggungjawab
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19)
Jasa Konstruksi
yang Mendapatkan Jumlah Lembaga Jasa w o IS < S < = N
Pembinaan Tertib Pembinaan Tertib Usaha, | Konstruksi yang Dibina S N S o S N o @
Usaha, Tertib 1112.02 Tertib Penyelenggaraan, Tertib Usaha, Tertib z . =z . @ = ® S ® o . L
Penyelenggaraan, ’ dan Tertib Pemanfaatan Penyelenggaraan, dan > > cBr g g g g- S 8 o
dan Tertib Produk Jasa Konstruksi Tertib Pemanfaatan - S = S B o) g o
Pemanfaatan Produk ® © o © @ B o
Produk
Terwujudnya = = = —= - ®
Penataan Ruang o wm © i © N © @ © N o3
yang Terintegrasi Persentase kepatuhan » S » % » &1) » a > 8 i i
dengan Seluruh terhadap Rencana Tata | 94.505% g o a IS 3 & SR g 8| v o
Sektor Ruang N N NS o 2 o ) % < o % 2
S > o X w | X | = | | o] ° N
Pembangunan “o ) o o N IS
Daerah o o e e N IS
— ® S
— = = = = — g
. BN BN o)) ~
© o © © © x £
Meningkatnya > 2 P e > &’) > a £ 8 £ i E
Ketertiban Ruang Ketaatan Terhadap RTRW “ ) a S N > A ® | u ®Q | u o Kepala Dinas o
d I — © R o ® & o~ N © N al =}
an Bangunan 2 N N ( N : G : X : X = w
o w” o a [ w ) = (o)) N ©
— (o)) o o (o)) EN 5
= g
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
~
. N o
Meningkatnya w © vl » 5N 3 g
Kesesuaian Persentase Pemanfaatan 8 8 ;' % 2 ) Kepala Bidang S
Pemanfaatan PROGRAM PENATAAN Bangunan yang Sesuai = @ = ~ = = = Ny o N = R Tata Ruang dan o
Bangunan 1/03/08 BANGUNAN GEDUNG dengan Rencana Tata N/A § 5 § 91 § 3 § 91 § &1 § 8 Pengawasan 3
Terhadap Rencana Ruang S 5 N 8 . o Bangunan g
Tata Ruang w o © © © 3 =}
g
Penyelenggaraan §
Meningkatnya Bangunan Gedung di w © 3 A N 2 g
Bangunan yang Wilayah Daerah o 8 o 8 o ; o EG o 2 o o~ Kepala Bidang o]
memiliki 1l03lo8l2.01 Kabupaten/Kota, Persentase Bangunan N/A = @ ¢ 3 w 3 w N A N A L. | Tata Ruang dan %
Persetujuan ’ Pemberian Izin Ber-IMB S 3 &S N % N % = ) — ) S Pengawasan =)
dokumen teknis Mendirikan Bangunan ° S ° 5 ° N ° 8 ° N ° o Bangunan o
Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik w o © © © 3 =}
Fungsi Bangunan Gedung 8
N Ul N N o O .
Tersusunnya . Jumlah Regulasi Terkait g o g o g o Kepala Seksi o 5
Regulasi Terkait Penyusunan Regulasi Bangunan Gedung ol a 2 S Z Z Z ol g Pengawasan o 2
B 1/03|08|2.01| 03 |terkait Bangunan Gedung 2 N a3 8 = ' = ' =~ ' ] S | Bangunandan | B 4
angunan Gedung Kabupaten/Kota yang : : > > > : . o
Kabupaten/Kota . 3 EN 3 o 3 EN Pengendalian R 2
Kabupaten/Kota Disusun %) o %) o %) o @
=} o =] =] 5 o) Tata Ruang =]
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
T Jumlah Doku cld|c ||| 8
ersusunnya . um okumen S ¢ (
Kebijakan terkait Penyusunan Kebijakan Kebijakan terkait = z A = T = = = A
Penvelensoaraan 1/03|08(2.01|0019| terkait Penyelenggaraan Penvelensoaraan N ' > ' é‘ o) ?1: S g S g S
Ban; n nang gGedun Bangunan Gedung Ban; n nar;g %}edun 2 8 g 8 3 8 3 g
gu g gu g g S g 8 z 8 z S
Terlsjelen%garanya b 1
enerbitan enyelenggaraan
Persyaratan Penerbitan Izin Jumlah Penyelenggaraan §
Bangunan Gedung Mendirikan Bangunan Penerbitan Persyaratan o w o) © N ; Kepala Seksi g
(PBG), Sertifikat (IMB), Sertifikat Laik | Bangunan Geung (PBG), S | 2 S > N g P 5
Laik Fungsi (SLF), || 03l0sl2 01! 01 Fungsi (SLF), peran Sertifikat Laik Fungsi g |3 g 3| =z . z . z . g | X Ban 8 an dan 2
Peran Tim Profesi : Tenaga Ahli Bangunan (SLF), Peran Tim Profesi LF @ § N > > > LF 51 P ngu ndalian =}
Ahli (TPA), Gedung (TABG), Ahli (TPA), Pendataan g 2 g i g 3 ;afae Ream w
Pendataan Pendataan Bangunan |Bangunan Gedung, serta 2 ~ 2 o 2 I g R=}
Bangunan Gedung, Gedung, serta Implementasi SIMBG 8
serta Implementasi Implementasi SIMBG
SIMBG
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terselenggaranya
Penerbitan
Persetujuan
Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jumlah Penerbitan
(PBG), Sertifikat Penerbitan Persetujuan | Persetujuan Bangunan
Laik Fungsi (SLF), Bangunan Gedung (PBG), | Gedung (PBG),Sertifikat
Surat Bukti Sertifikat Laik Fungsi Laik Fungsi (SLF), Surat §
Kepemilikan (SLF), Surat Bukti Bukti Kepemilikan o EN o IS o N & = g
Bangunan Gedung Kepemilikan Bangunan Bangunan Gedung © N © o o S o o %
(SBKBG), Rencana ||,/ 0q Gedung (SBKBG), (SBKBG), Rencana Teknis z z g N | Y I Y s ™ g
. 2.01 . -~ ' ~ ' o o u @
Teknis Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan > > é‘ ~N g ~N é— = é— A B
Pembongkaran Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim 3 8 3 8 3 N 3 w gj
Bangunan Gedung Gedung (RTB), Tim Profesi| Profesi Ahli (TPA), Tim 2 © 3 © 3 © 3 3 S,
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Penilai Teknis (TPT), 8
Ahli (TPA), Tim Teknis (TPT), Penilik, dan | Penilik, dan Pendataan
Penilai Teknis Pendataan Bangunan Bangunan Gedung
(TPT), Penilik, dan Gedung melalui SIMBG melalui SIMBG
Pendataan
Bangunan Gedung
melalui SIMBG
. . i 3 N N o o , =
Meningkatnya Persentase Kesesuaian N} ) e N ey N e} N N} N N} @ Kepala Bidang ©
Kesesuaian PROGRAM Pemanfaatan Ruan, » o) N » N N » by N x N | Tata Ruang dan gj g
1/03[12 PENYELENGGARAAN g 92,15% N — O | = | X9 |2 0] 9 g 85
Penyelenggaraan PENATAAN RUANG terhadap Rencana Tata Q — N — ® ® ) N Q ﬁ Q 3 Pengawasan B2
Penataan Ruan Ruan = 3 D ® D ; = ; = ( = : Bangunan o
g g o S = = ul - gu 3
© © g g N N
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Meningkatnya w EN - = = +
S Penetapan Rencana Tata . W o —_ — — — = . ~
Kesesuaian RUTR Ruang Wilayah (RTRW) Persent.ase Penilaian 2 S o) o ® S 5 N ~ a ~ & Kepala Bidang w L
dan RRTR s Kesesuaian RUTR dan P = P N P ¢ o ; o o o t | TataRuangdan | 8 <
03(12]2.01 dan Rencana Rinci Tata N/A o = Q & Q ®© =) 3 S S S0
Terhadap Ruang (RRTR) RRTR Terhadap Q =} S © e S S S N I N R Pengawasan o 5
Dinamika Kab gt /Kot Dinamika Pembangunan > ® > x > g X % 9 o Bangunan o §
Pembangunan abupaten/tota © © o S L a
Tersedianya
E:;l}arizrrll Penetapan Kebijakan Jumlah Dokumen @] © w] 8 @] g
J dalam Rangka Kebijakan Perda/Perkada S 8 = o 2 = Z S Q
Pelaksanaan 03(12]2.01| 03 . 2 3 a 2 = ' = ' = ' X A
Pelaksanaan Penataan Selain RTRW ; © > > > © =
Penataan Ruang Ruan Kabupaten/Kota 3 S 2 ey 3 x o
Selain RTRW g P IS 3 S S |8 g
Kabupaten/Kota Kepala Seksi g
Perencanaan Tata o
Tersedianya © . © N Ruang w
— w w ~ :
I]:{)gl};iljlanlizg Penetapan Kebijakan Jumlah Dokumen ! 2 g 2 o o vl E %-
i S R S R S R S : =
Pelaksanaan 03l1212.0110003 dalam rangka Kebijakan _Perda/ Perkada z . Zz . 5 L & L a1 L E»T P
Pelaksanaan Penataan selain RTRW > > o) O © @
Penataan Ruang Ruan Kabupaten, Kot 8 P 3 % 8 = = %
selain RTRW uang abupaten/Rota 3 S| 8|8 |8 g8 |3
Kabupaten/Kota o
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
U Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun| Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) (2 3) 4 (5 (6) ™| ® 9) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N
Terlaksananya . —_ N —_ o) N @
Persetujuan Pelaksanaar.l Persetu_]gan Jumlah Dokumen W) S @) A W) 45
. Substansi, Evaluasi, . . S : S p S —_
Substansi, ] - Persetujuan Substansi, — ® 2 Z 2 )
- 03|12(2.01| 02 | Konsultasi Evaluasi dan f § = § Q ~ ! ~ ' ~ ' 5 (
Evaluasi dan Penet n RRTR Evaluasi dan Penetapan g o g S > > > g o
Penetapan RRTR bii agtaen /Kota RRTR Kabupaten/Kota @ ® a 8 @ :\B
Kabupaten/Kota p s o S © S I~
I
o
g
: ke
Terpenuhinya Kepala Seksi 5
Dokumen Perenc};aglaila; Tata g
Administrasi dan w
Penyempurnaan — — — g
DolZumEn Hasil . Jumlah dokumen 5 9 CS © g © ; § ‘g
Evaluasi dan Pelaksanaan Persetujuan | administrasi persetujuan = = < o < 9 ] o> ] pl
03(12|2.01|0006 Substansi RDTR substansi =~ ' Ny ' ) 3 z 8 g s g N
Masukan pada > > g o c S i IN
F Lint Kabupaten/Kota 3 P 3 P 3 > 3 >
SOE:m d;rll as RDTR Kabupaten/Kota e S e S 8 S 8 S
ektor dalam
Rangka Penerbitan
Persetujuan
Substansi
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
Sosialisasi e . Jumlah Dokumen - a - w N *
Kebijakan dan S%s;f;{[?rsaang:;{larlfggndén Sosialisasi Kebijakan dan E o 9 g - = = E o
Peraturan 1/03|12|2.01| 04 . g Peraturan Perundang- <) S a) S -~ ' =~ ' = ' o) S
undangan Bidang X = ¢ = ) > > > = :
Perundang- Penataan Ruan Undangan Bidang 8 S 8 o 8 S
Undangan Bidang & Penataan Ruang 8 S 3 © 8 S
Penataan Ruang
%
Tersampaikannya o w o w g
Substansi Sosialisasi Peraturan Jumlah pemangku =) Ik o I . o
. ) . S o S o Kepala Seksi o
Pengaturan Bidang 1l03l12/2.01]0012 Perundang-undangan dan kepentingan yang =z . Z . o S =z . = . o S |perencanaan Tata =
Penataan Ruang : pedoman Bidang mengikuti kegiatan > > = g > > I g Ruan =}
kepada Pemangku Penataan ruang sosialisasi 5 S 5 S & %
. o S (] S I
Kepentingan S,
g
Terlaksananya
sosialisasi Sosialisasi Kebijakan dan _Jumlah laporan - & - & ~ 3
kebijakan dan Peraturan Perundang- sosialisasi kebijakan dan Z Z Z g =] 5 N S N
peraturan 1/03(12|2.01{0013 U . g peraturan perundang- -~ ' N ' >~ ' el S g s g s
ndangan Bidang . > > > o] ( o] ( o] (
perundang- undangan bidang 2 o o o o o
. Penataan Ruang 5 o 5 o 5 [}
undangan bidang penataan ruang S S o
penataan ruang
Meningkatnya —_ © o o o w -
Koordinasi dan Koordinasi dan . = o = o = o = ® ot ] Kepala Bidang o
. . . o Persentase Kesesuaian = p Q © = fo} = o = ® = : Do
Sinkronisasi Sinkronisasi Pemanfaatan o < o J o Ive) o Iva) o J o ~ Tata Ruang dan L a
. 1/03(12|2.03 Pemanfaatan Ruang N/A = = P iy > ® > ® S N S a1 S5
Kesesuaian Ruang Daerah terhadan RUTR 3 o S n S o S o 2 P 2 N Pengawasan B8
Pemanfaatan Kabupaten/Kota p X a X S X S X S 3 N Bangunan g
Ruang Kabupaten = © © © @ ©
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan Jumlah Dokumen I N N o - o0
Pemanfaatan . o Koordinasi dan g = o ® o ©
R Sinkronisasi Pemanfaatan . s S tn S o S o
uang Untuk - Sinkronisasi 153 = Ive) z =z =z 33
. 03|12|2.03| 01 | Ruanguntuk Investasi 2 3 al 3 < ! < | < | X o
Investasi dan Pemanfaatan Ruang . > > >
dan Pembangunan . 3 1o} 3 = 3 ©
Pembangunan Daerah untuk Inventasi dan ) ~ 1) S o ~
Daerah Pembangunan Daerah s - s s . §
Pembangunan g
Daerah Kepala Seksi g
Pemanfaatan g
Terlaksananya Tata Ruang w
Kegiatan g_
PenKZ(l)ergmz:;an Jumlah Doku: S % 5 ® 5 8 s N ;
Pen};taarig glrQua.n Koordinasi urri{oordi%as;nen 2 2 g 2 OU 2 g ® g 3
g 03(12|2.03{0003 Penyelenggaraan < ' < ! § S é‘ 9 E’T N 3
untuk penyelenggaraan > > ¢ ( : E o
. Penataan Ruang =) (o) 3 Vo) 3 0 g >
Meningkatkan penataan ruang o o o o o N A
. 5 ) =] S 5 [0 @
Kerja Sama =) @
Antarpemangku
Kepentingan
) N a1 -

Tersedianya Data Jumlah Data dan g S > « 5 ¥ ~
dan Informasi yang si Inf . Informasi yang g © g o = = > g S Kepala Seksi gj T
Dihasilkan Sistem [1|03|12(|2.03| 02 Plsrizgaﬁ gmaim Dihasilkan dari Sistem =i g = N > ' > ' > ' =i N Pemanfaatan =} %
Informasi Penataan ¢ uang Informasi Penataan g o g '-Cl; g o Tata Ruang B &

Ruang Ruang e S e S e ® B
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Meningkatnya w w0 o — -
Koordinasi dan Koordinasi dan . = 1o N o N o e E Kepala Bidang R
Sinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian Persentase Pengendalian 8 8 &S N & N o o ® g | TataRuangdan | & g
. 03(12]2.04 Pemanfaatan Ruang N/A > ' 3 ' o N o N [ — Q o s
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 3 S : o : S ~ X N Pengawasan o 0
Kabupaten 3 X o N o » N % o 8 =
Pemanfaatan Daerah Kabupaten/Kota ES °© o © o °© Bangunan @
S S - = =}
Ruang Kabupaten ®
~
. 1w |8 el 8] < oy
Tersedianya Jumlah dokumen o N © o © ol . 5
dokumen tekstual s . . . g ) g o g o Kepala Seksi )
. ) Penilaian Perwujudan [tekstual dan spasial hasil = 2 2 S 3 S hr S [%s) o
dan spasial hasil 03]12]2.04|0012 s . ~ ' ~ ' ~ ' = N 3 S Pemanfaatan @
o RTR Penilaian Perwujudan > > > al ! ] ; ] =
Penilaian RTR 5 3 5 % 5 N Tata Ruang W
Perwujudan RTR o S %) ® %) ® g
B =] =] [l=
g
~
)
¢ | g g |1 ]
Terlaksananya . . . Jumlah Laporan S ~ S ~ . o
Tugas dan Fungsi Operasionalisasi Tugas | pej oy canaan Tugas dan Z 2 = N Z Z W N Kepala Seksi 2
03/12]2.04|0009 dan Fungsi Forum . ~ ' ~ ' o N ~ ' ~ ' o N Pemanfaatan @
Forum Penataan Fungsi Forum Penataan > > © : > > o B
Penataan Ruang o » o N Tata Ruang W
Ruang Ruang o o a [}
i 2 | 8 .
g
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
S
g
. . — — o
o o
If;?;%%iiﬁ?ﬁéﬁ 2 PROGRAM Persentase Ijin yang 5 o S S = = = o Kepala Bidang g
Sesuai dencan Tatal2| 10|02 PENGELOLAAN IZIN Dikeluarkan sesuai N/A s | 8 S ' S ' S ' 3 ' 3 S Pertanahan e
esual dens LOKASI dengan Tata Ruang BN o B B B BN BN o ¢ o
Ruang S S
S S g
3.
=
Meningkatnya _ — -
Pemberian Pemberian Izin Lokasi Persentase pemberian ~ g ~ ~ ~ . . 8 w e
Legalitas lokasi 10l02/2.01 Dalam 1 (satu) Daerah Legalitas Lokasi dalam 1 N/A S S S . S . S . S . S S Kepala Bidang E. %
dalam 1 (satu) (satu) Daerah N : 2 2 2 N N : Pertanahan ©
Kabupaten/Kota S o S 3 3 S S o o D
Daerah Kabupaten/Kota S S ° g
Kabupaten/ Kota
Terlaksananya §
Koordinasi dalam Koordinasi d Jumlah Berita Acara ; _ 5 ; a 5 o — g
pemberian izin Sinkr(?rcl)irsagliaslem?)relzrian Rapat Koordinasi dalam o o o o o o g o Kepala Seksi %
lokasi dalam . . pemberian izin lokasi = 8 = = = = = 3 Kepengurusan a
10/02|2.01| 01 |Izin Lokasi dalam Rangka o S o ' o ! o ' o ' o S e
rangka penanaman Penanaman Modal dan dalam rangka > Pt > > > > > Pt Hak-Hak Atas =)
modal dan Kemudahan B h penanaman modal dan 2 S 8 2 3 2 2 S Tanah W
kemudahan emudahan berusana kemudahan berusaha ] o o o ] ] §
berusaha 8
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) @) @ (5) 6) @ | ® ©) (10| (1) | (12) | (13) | 14 | (15 | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N 5 5 5 8 S S
Meningkatnya PROGRAM fo) O N N ¥ a w e
Pelaksanaan 10lo4 PENYELESAIAN Persentase Pelaksanaan N/A o @ = 3 = o o 8 o ﬁ o o> Kepala Bidang g c
Fasilitasi Sengketa SENGKETA TANAH Fasilitasi Sengketa Tanah o% — § — O% w D% ® § © § N Pertanahan ‘E 8
Tanah Garapan GARAPAN = = 5 3 N 9 g
(s} S S N a N
Meningkatnya IS} — — o N -
] w ~ al o © ~
Pelak§gna§n Penyelesaian Sengketa Persentase Inventaris — o — o — N — N — N — g . w &
Fasilitasi . ) u1 o N o © o W ) » ) P Kepala Bidang o c
Pengaduan 10]04|2.01 Tanah Garapan dalam Potensi Permasalahan N/A S N S N S 5 S S S 3 S 3 Pertanahan S5
Daerah Kabupaten/Kota Pertanahan BN : =N : =N ; N : EN io EN ~ 88
Sengketa Tanah 5 5 5 3 3 9 g
Garapan o © © N a N
Terinventarisasinya @ — N _ a —
Sengketa, Konflik, Inventarisasi Sengketa, | Jumlah Data Sengketa, o A g % o N
dan Perkara 10l04l2.01! o1 Konflik, dan Perkara Konflik dan Perkara S % S 9 5 . 5 . E . S 8
Pertanahan dalam ’ Pertanahan dalam 1 (satu)| dalam 1 (satu) Daerah E — § f"j > > > LF IS 5
1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota % § % S % § Kepala Seksi g
Kabupaten/ Kota =) =] =) Penanganan g
Masalah dan e
Terinventarisasinya Terlaksananya Mediasi » N N Penyuluhan w
Sengketa, Konflik, Inventarisasi Sengketa, Penyelesaian Kasus 5 » 2 & Pertanahan 3
dan Perkara Konflik, dan Perkara Sengketa dan Konflik Z Z ] Q =z Z % w = =
10|04|2.01| 001 ~ ' ~ ' = I < ! < ! 8 & 5
Pertanahan dalam Pertanahan dalam 1 (satu)| Tanah Garapan dalam 1 > > = = > > g2 =
1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota (satu) Daerah (Bb S o S
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota =]

154




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
IN . N . ) K
i isasi =)
Terinventarisasinya L Jumlah Data Kasus Y o\o] g E & 1)
Kasus Pertanahan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 = > > =, 1Y 3. © = il
dalam 1 (Satu) 10/04(2.01| 005 |Pertanahan dalam 1 (satu) (Satu) Daerah > ' > ' > - 5 S g ~ ) »
Daerah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten, Kota = RN z o z )
Kabupaten/Kota p = N & @ & §
o ® o iN
Terll\a/[l; Z?Z:inya Jumlah Berita Acara IS N o 0 .
: - . Hasil Mediasi w Q W N oy} o
Penyelesaian Mediasi Penyelesaian Penyelesaian Kasus o 3 o — o) O
: = = 00 Z Z Z = 00
Kasus Sengketa 1,/;4/0415 01| oo | Sengketa Tanah Garapan | g | Aot qan Konflik 519 5 o I T R IR EE AU < (-
dan Konflik Tanah dalam 1 (satu) Daerah Tanah G dal 1 > . > o > > > > ~
Garapan dalam 1 Kabupaten/Kota anan ‘iarapan daiam Q S Q S Q 8 S
p p (satu) Daerah & 3 = S B 8 2
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota e o ® Kepala Seksi =
p
Kabupaten/ Kota Penanganan 8
Masalah dan a
Penyuluhan ;
Terlaksananya .
Mediasi ¥y Jumlah Berita Acara N . ES - Pertanahan g
- — . Hasil Mediasi w IS} o INY s
Penyelesaian Mediasi Penyelesaian P lesaian K I9) o) @ o3 =4
Kasus Sengketa Sengketa Tanah Garapan cnyeiesaian asus z 2 = o Z Z = o
- 10{04|2.01|0002 Sengketa dan Konflik ~ ' ~ ' I o ~ ' ~ ' o o
dan Konflik Tanah dalam 1 (satu) Daerah > > o > > o
Tanah Garapan dalam 1 z Py Y Py
Garapan dalam 1 Kabupaten/Kota tw) D h 3 S 2 S
(satu) Daerah Ka(iilu;teiir;ota s ° Yy ©
Kabupaten/ Kota p
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) c}[an tKeglatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD

target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)

Terlaksa}na_nya Jumlah Berita Acara > » % —

Mediasi . . . S w o~ w x w o

Penyelesaian K Medl;m Peny}fleszl:ln b Halsﬂ MedlIa{m o o o o 2 ] N ] ﬁ

Kasus Pertanahan 10/04|2.01|0004 asus Pertanahan am enyelesalan Basus N ' =~ ' =~ ! = 8 o § o ~

1 (satu) Daerah Pertanahan dalam 1 > > > : : ©

dalam 1 (satu) > o > o > Py

Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Q S Q S a
Daerah o 3 ) 3 ) [}
Kabupaten/Kota Y o ] ©
Kabupaten/Kota

Meningkatnya QW)
Koordinasi, PROGRAM REDISTRIBUSI Persentase Koordinasi N — — — — o0 g
Fasilitasi dan TANAH, SERTA GANTI Fasilitasi dan Informas:i g g g g g 8 g
Informasi KERUGIAN PROGRAM o 8 o 8 o S o 8 o N o N Kepala Bidang 8
Penyelenggaraan 2/10/06 TANAH KELEBIHAN | di};)teggilgin’lgags;iagb'ek N/A N g N g N g N g N g N g Pertanahan 3
Redistribusi Tanah MAKSIMUM DAN TANAH Reforma Aeraria J S S S S S S E,j
Objek Reforma ABSETEE g e e e © © e B,
Agraria 8
Mﬁgg?g;a;:iya Penetapan Subjek dan g

> 1 1 1 1 D — — — — [0s]
Fasilitasi dan O?gﬁf&?ﬁ?ﬁg:&;ﬁah Persentase ~ g . g ~ g ~ g ~ 8 ~ 8 §
Informasi 210/06l2.01 Tanah Kelebihan Terlaksgnanya Pen.etapan N/A S S S S S S S S S S S S Kepala Bidang =
Penyelenggaraan . Subjek dan Objek 2 ¢ 2 ¢ 2 ¢ 2 ( 2 ( 2 § Pertanahan =]

o ;i Maksimum dan Tanah A . S o S o S o S o S o S o
Redistribusi Tanah Redistribusi Tanah S S S S S S %
. Absentee dalam 1 (satu) 3 S S S S S g
Objek Reforma B
A . Daerah Kabupaten/Kota o
graria =1
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tf:rlaksanapya Koordinasi Jumlah Dokumen Sidang - 3 = S s g
Sidang Panitia Penyelenggaraan Panitia Pertimbangan g ¢ g ¢ ¢
Pertimbangan enyerenss . g ] s o = z 2 z 5 S
Landref dal 10{06(2.01| 03 | Redistribusi Tanah Objek |Landreform dalam rangka E S § S ; ' ; ' ; ' S S =
?;n gr;:aolr{rélgi ;t ;rrln Reforma Agraria dalam 1 | Kegiatan Redistribusi % 8 % 8 S 8 =)
Redistribusi Tanah (satu) Kabupaten/Kota Tanah 5| 9 5 S S | S | Kepala Seksi 5
Kepengurusan %
Hak-Hak Atas =]
g?;iks%ﬁ}i’z Koordinasi Jumlah Dokumen Sidang — 5 = = - = w ® Tanah g
Perti rr%ba_n an Penyelenggaraan Panitia Pertimbangan > = 9 o OU o Q I Q IS S
g 10/06|2.01|0003| Redistribusi Tanah Objek |Landreform dalam rangka = ' = ' a3 S = 8 X 8 X 8 =
Landreform dalam . . . > > > ¢ ( ( ¢
Rancka Keeiatan Reforma Agraria dalam 1 Kegiatan Redistribusi 3 S 3 S 3 S 3 S
Re disgtribusigTanah (satu) Kabupaten/Kota Tanah 3 1) 3 IS 8 ) 8 )
= oy ~ N
N
Meningkatnya PROGRAM Persentase Luasan Aset B 8 g a 9; 8 % & . jos] g
Lu?fankAiet Tanah,|)4/09 PENGELOLAAN IZIN Tanah Pemkab yang 8| 8 o S|l & |8 § . § el 8 K;paia Bfang 55
emikab yang MEMBUKA TANAH Tersertifikati 2| 5 I o | =2 |2 2| O ertanahan B2
Tersertifikati S 3 S o g
o o o o
S
[ a1 ~ N
. » =
Meningkatnya w & EN & o & o A w e
Jumlah Bidang Penerbitan Izin Membuka Persentase Jumlah » =) © o ~ Q = . =z . ~ g Kepala Bidang o g
Tanah Pemkab 10|0912.01 Tanah Bidang ;anah Pf.?lin k?b 5*; 8 % 8 8 g ; ; g g Pertanahan & E
yang Tersertifikati Yang Tersertifikasi > S S S > S > ) 5 §
S S S s
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) dan Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
erencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
w — a] o a]) o
Terlak§ananya . Jumlah Dokumen = & o a » o
Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian g = g = &= 2 &= g =
Pengendalian 2(10|09|2.01| 02 Pemanfaatan Tanah g g g o = S ~ ' ~ ' ~ | = S
Pemanfaatan Tanah S S > > > <) =
Pemanfaatan Negara g P = P £ P o
Tanah Negara Negara o S g S g 8 g
=} © 5 © 5 © Kepala Seksi o
Kepengurusan %
o o Hak-Hak Atas =)
S 3 o) 3 Tanah °
Terlaksananya , Jumlah Dokumen S | & S | & g
Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian Z Z g o = Z g Q B
Pengendalian  |2]{10|09|2.01{0002 Pemanfaatan Tanah & g -~ ' ~ ' = ) ~ | < | 2. IN) =
Pemanfataan Tanah »> > wu > > wu
Pemanfaatan Negara Negara g PN g PN
Tanah Negara & S 8 8
. = N IS) o
M?rr::agl'lfag:i i;\set Persentase Aset Tanah 8 N o S w g
Yan 21010 PROGRAM Pemkab Yang N/A S | © ) 21 s | 8|=2|., | 2|, |2| & | KepalaBidang | £ £
) & PENATAGUNAAN TANAH |  Terinventarisir dan R| o 3 o 3 °© | > > | © Pertanahan < 8
Terinventarisir dan Dipatenkan S RS S ) S o Y g g
Dipatenkan p 8 S 8 8 =
Meningkatnya Aset % N N o =
Tanah Pemkab Penggunaan Tanah Yang Persentase Aset Tanah — 0 — © — o » . w &
Pemkab Yang o © ) ot ) 3 =z = = o Kepala Bidang o e
Yang 2/10(|10|2.01 Hamparannya dalam satu . L N/A S — S o S S ~ | < | < o =]
Terinventarisir dan S o S ¢ 3 ¢ > > > o Pertanahan
Terinventarisir dan Daerah Kabupaten/Kota Dipatenkan BN e =N i =N S = = %
Dipatenkan P S © © 8 -
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
Kegiatan Jumlah Laporan M _ N
Koordinasi dan L Koordinasi dan - © - N N N
. . Koordinasi dan . .. = © v 0 = ©
Sinkronisasi . N Sinkronisasi o S o = Z Z Z, [} =
2(10|10|2.01| 01 |Sinkronisasi Perencanaan o O S ) -~ ! ~ ' ~ ' o )
Perencanaan Pen. naan Tanah Perencanaan Pengunaan =4 » < e > > > =4 P
Penggunaan Tanah ssu Tanah dalam 1 (satu) g S & S g S S
dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota e e e ) g
Kabupaten/Kota Kepala Seksi ]
Pengaturan dan gr
Penguasaan =]
Terlaksananya Tanah w
Kegiatan Jumlah Laporan _ — §.
Koordinasi dan - Koordinasi dan - o - o ]
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Z Z 5 S Z Z B S
2(10/10{2.01|{0001| Sinkronisasi Perencanaan ~ ' ~ ' © 8 ~ ' ~ ' o 8
Perencanaan Pengeunaan Tanah Perencanaan Pengunaan > > S P > > =4 P
Penggunaan Tanah ggu Tanah dalam 1 (satu) & S g S
dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota e e
Kabupaten/Kota
Terlaksanfanya Jumlah Dokumen o
Koordinasi dan Koordinasi d. Koordinasi d. = 3 - 5 S Kepala Seksi =
Sinkronisasi . oordinasi dan . oordinasi dan g 2 o S o 2 epala Seksi w e
Sinkronisasi Pelaksanaan |Sinkronisasi Pelaksanaan =i - % 3 Z Z Z =) et Pengaturan dan g c
Pelaksanaan  |2|10(10|2.01| 03 o o 2 5 al S = ' = ' = ' ] 5 5.3
A Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah : > > > Penguasaan o 0
Konsolidasi Tanah 8 » 8 o 3 » 8o
K Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ ) o 1) S o o Tanah @
ewenanganan 5 S 5 S 5 S =}
Kota
Kabupaten/ Kota
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksangnya Jumlah Dokumen — —
Koordinasi dan di i d di i d 5 5
Sinkronisasi g Joordinasidan | Koordinasi dan . g o2, g 5| g
Pelaksanaan  |2[10[10[2.01|0003| 5 ONISas) FEERSARAAN |SIATTOMISAS, T e 8 csanaan < | < = S T R T - =
R Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah > > : > > :
Konsolidasi Tanah 3 o 3 o
Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ %) S %) S
Kewenanganan Kota =} o I} S
Kabupaten/ Kota
3 g = o=
Meningkatnya 0 o Q o
—_ S — h —_ jos]
Luasan Aset Tanah |, | 0| » PROGRAM PENGURUSAN | Pesentase Luasan Aset | - /A z |, =z =] 18|32 38| 9|5 | 2 | KepalaBidang | g £
Pemkab yang HAK-HAK ATAS TANAH <ab yang > > > LRl a| 2| 3| 9 Pertanahan =3
. - Tersertifikasi S PN S © S o R &
Tersertifikati S o © !
S S = B
S
2 3 = 7
Meningkatnya e S ® Is) o) o
. Fasilitasi, Inventarisasi Persentase Jumlah —_ : —_ : — O . W o
’ : Z Z ~ w h
Jumlah Bidang |/, 57 o Dan Pengurusan Hak Atas| Bidang Tanah Pemkab N/A Z | Z 2] ] 82| 8] 4% | 8| & | KepalaBidang | B 2
Tanah Pemkab . . - > > > N a N o N oA Pertanahan ]
: : Tanah Aset Pemerintah Yang Tersertifikasi S o S © S ar 8 &
yang Tersertifikati S S o o
S S 8 s
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi

Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi

(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra

(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)

A g o | & =
Terinventarisasinya . - ® - o o) Kepala Seksi )
Inventasasi Pengurusan e : e p e O W g
Pengurusan . . Jumlah data Aset Tanah =z . =z . z . et ~ S W S = Kepengurusan c
Administrasi Aset 1012/7.01/0001 Admm})s‘::j:;iﬁfnganah Pemerintah ; ; ; S 8 ] 5] S 8 Hak-Hak Atas %‘ g
Tanah Pemerintah g 8 g S g © Tanah T o
=) =) 8 s
Meningkatnya Aset - - N ~
Tanah Pemkab PROGRAM SURVEY, Persentase Aset Tanah = - - — g — g — 2 Kenala Bid g)j g“
Yang 10[13 PENGUKURAN DAN Pemkab yang N/A < | < | < - 8151 8|s5| 8] % ;prtznalh PR -} £
Terinventarisir dan PEMETAAN terinventarisir > > > x S EN S EN P ¢ = %
Dipatenkan 8 8 8 S

. — — N
Meningkatnya Aset = —= N =
Tanah Pemkab Survey, Pengukuran dan. Persentase Inventarisasi — o — 0 — 0 . w g
Pemetaan Tanah Instansi zZ Z Z o = o Sy o Sy Kepala Bidang R e
Yang 10(13|7.01 . Aset Tanah Pemkab N/A = ' = ' = ' S = S = =] = 8.8
. > Pemerintah Swasta dan > > > 2 o < o N o Pertanahan o
Terinventarisir dan dalam Satu Tahun ° P S P S P g &
. Masyarakat S S S g
Dipatenkan S S S S

Tersurveinya dan ) o N
Terukurnya Tanah Survey dan Pengukuran Jumlah Dokumen 8 - S - S N . =
. . Pelaksanaan Survey dan o N N Kepala Seksi )
Instansi Tanah Instansi Pengukuran Tanah = =z I~ ) g i Y b | Pengaturan dan gj g
Pemerintah dan |2|10|13|7.01]0001 Pemerintah dan gu . S B Z | < | S | oS | o ¢ S g 8 £
. | Instansi Pemerintah dan > > S ] S ] S Penguasaan I
Pembuatan Peta Pembuatan Peta Lokasi . = > > P g &
. Pembuatan Peta Lokasi 3 3 3 3 3 3 Tanah @
Lokasi Tanah Tanah T h o S 2 S 2 S =}
Pemerintah/Pemda ana s s s
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
= = = — — oo §
© o o ® ®© - g
i o o EN N ~ —
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Pelayanan Publik 4 ° % ° w ° % ° P ° = ° o g
[e's) — w a1 ~ o) =}
) S o > ul 0 ®
g
Terselljenggaranya 5 o 5‘1 & & g g
Pen;uussjrr;lan PROGRAM PENUNJANG | Indeks Kepatuhan dan 5 |8 % Bl e [ le|d|e 3|25 §
Prosram 03lo1 URUSAN PEMERINTAHAN| Kinerja Intern (IKKI) N/A P g > N P o P ﬁ < i < o Sekretaris =
P & DAERAH KABUPATEN/ | Dinas Pekerjaan Umum Q ® Q & Q 2 a 133 Q o Q > =]
erencanaan, KOTA dan Penataan Ruang s | & S 0 > = s 12 > = = = o
Keuangan, Umum % 0 % 2 < b B
dan Kepegawaian w o o N 3 %) é'
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Perencanaan, Perencanaan, Dokumen Perencanaan, 0o o % 8 = 8 %
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o g
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
w ~ = =
< o o @
Tersusunnya Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Q N 9 ~ vl ©
Dokumen [N — =z Z Z S h
P 03|01|2.01| 01 | Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat LT © § o >~ ! -~ ' ~ ' 123 %o
erencanaan > o > > > c =
Daerah Daerah g 3 g I 5 3 b
Perangkat Daerah & S 8 S 3 S ]
Kepala Sub g
Bagian o
Perencanaan ]
T ~ g ~ %1 ~ u 1,3 o g
ersusunnya Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Q o OU o Q o ) = )
Dokumen 2 2 = 3 S 3 S o =
03|01]2.01|0001| Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat -~ ' ~ ' 2 3 z 3 X 3 3 o
Perencanaan > > S § S ]
Daerah Daerah 3 o 3 o 3 o g Py
Perangkat Daerah @ = a s} @ s} 2 S
5 S =] S =] S 3 S
Tersedianya
- BN N o —_
SKDF(')gliir;I?riaD F:ﬁan Jumlah Dokumen DPA- g ; i~ ﬁ g 2 Kepala Sub o} sx:f:
. pora Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil S w = %o Z 2 & 2 N Lo g s
Hasil Koordinasi [1/03|01(2.01| 04 SO 2 © » = ' = ' ~ ' ] R Bagian 8.5
P Penyusunan DPA-SKPD | Koordinasi Penyusunan o g 1) > > > o D
enyusunan Dokumen DPA-SKPD 513 3 S 5 | & | Peremcanaan | 5 &
Dokumen DPA 8 © 5 © 5 S =)
SKPD
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya
_ N N — N = @) N
Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA- o a o e o e o o
SKPD dan Laporan . . . S =] & ) S o S o
. o Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil = z = S = 3 = S = S
Hasil Koordinasi 03|01{2.01{0004 . . ~ ' ~ ' 2 =) a S al S al )
Penyusunan DPA-SKPD | Koordinasi Penyusunan > > o : : :
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 1|38 /8|8 8|35 /|38
Dokumen DPA 5 © 5 S 5 S 5 S
SKPD
Tersedianya
Laporan Capaian
Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian §
Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar - — — — o g
Kinerja SKPD dan P Realisasi Kinerja SKPD N h ~ © ~ a1 %
. enyusunan Laporan . c o = 9 = o Kepala Sub )
Laporan Hasil . P dan Laporan Hasil o N & ® = Z Z © = . =
. . 03|01(2.01| 06 Capaian Kinerja dan . . o % 5 & ~ ' ~ ' ~ ' 5 o Bagian @
Koordinasi . . AR Koordinasi Penyusunan <} : 4 : > > > 3 : =}
P Ikhtisar Realisasi Kinerja ; I N © = o) = » Perencanaan ]
enyusunan SKPD Laporan Capaian Kinerja g 8 g 8 g S
Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi E
Kinerja dan Kinerja SKPD 8
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) 3 4 ) (6) 7 | (8 9 (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya
Laporan Capaian
Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian
Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar — — — — — w o
Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD © g © © © © © a1
: . - ° ; = = - - o - N - N
Laporan Hasil ;5315115 01/0006| ~ Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil ] Z 818|518 1&8|s|s8 ¢S
Koordinasi . . AN Koordinasi Penyusunan > > e} : o : o) : o) :
Ikhtisar Realisasi Kinerja . o = o = o = o = o
Penyusunan SKPD Laporan Capaian Kinerja g 8 g S g S g S
Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terselenggaranya . - 5 - 5 N P~ ~
Walidata Penyelenggaraan Walidata Junl:)leaﬁ gggun;igaiasﬂ = > > ?, o E o E o Kepala Sub w &
Pendukung  |1/03|01/2.01{0008| Pendukung Statistik nyelenss < | < . < | 718|782 |8 Bagian 55
L Walidata Pendukung > > > : : ]
Statistik Sektoral Sektoral Daerah N 3 o 3 o 3 o Perencanaan 2=
Statistik Sektoral o S ) S ) S 9
Daerah =] S =] S 5 S =]
Jumlah Data Statistik = = P =
o o o
P Terlaksananya Pelaksanaan Sektoral Daerah yang = o = o N o Kepala Sub w &
engumpulan Data |, |3/61|5 010009 P lan Dat Telah Dikumpulkan d Z ] Z L2 g1 819189 8 Bagi g 5
Statistik Sektoral ) cngumpuian Data elan bixumpuian dan > > > =4 o =4 o =4 o aglan =B
Statistik Sektoral Daerah Diperiksa Lingkup I o © o o o Perencanaan 8 &
Daerah S S S o
Perangkat Daerah S S S =)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator c Data Ié(.)ndi'si
apaian inerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
N o © S - &
Pelaksanaan Persentase Tersusunnya iy N - x N N &
Penatausahaan . . — © —_ © —_ » — b —_ a3 —_ N W o
Administrasi Keuangan Dokumen Keuangan o % o w = = : o : o : : g £
keuangan 03]01/2.02 100% S S S S S N S o S N Sekretaris =S
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tepat 2 e NS 4 2 3 N N N a < N o 0
perangkat daerah Waktu dan Tepat Mutu ° 2 ° 5 ° o ° I ° a ° = 5 e
yang berkualitas P o o ] o = 3 s
N o EN & I 3
~ [0 —
Tersedianya Gaji . . Jumlah Orang yang o 0 =) 9
dan Tunjangan 03|01|2.02| 01 Penyed.laan Gaji dan Menerima Gaji dan Bol » QN o) 5 ! z | z ! B3| 5
Tunjangan ASN . g 9 @ © o > > > 9| I
ASN Tunjangan ASN & ® & © g o
5 o 5 ~ 5 ~ ~
=] % =] g =] — g_.
o =
Kepala Sub g
., |Bagian Keuangan g
3 ® S = = = = i dan Aset gj
o N o o) o oy o o =]
Tersedianya Gaji . . Jumlah Orang yang ] N o 3 o % o g Tg
dan Tunjangan |1|03|01]2.02|0001 Pe?ﬁ?;anagflsgan Menerima Gaji dan § : § R o ElSlE 28 2
ASN Jang Tunjangan ASN @ o @ c\.h] 5 B G o
E |8 |e g2 |RB|E |8
BB B R |E |
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlak: 5|5 o o O
criaksananya Pelaksanaan Jumlah Dokumen S % %
Penatausahaan v : w) : g
" Penatausahaan dan Penatausahaan dan o Q o = 2 = =z <) =
dan Pengujian/ 03(01|2.02| 03 " . . - . - X s} = ®© ~ ! ~ ' -~ ' ' o
. . Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi = o = o > > > c o =
Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD 8 = 8 = 8 = &
Keuangan SKPD g S e S g S %
Kepala Sub 5]
Bagian Keuangan o
dan Aset o
= — = — — — W 1 g
Terlaksananya Pelaksanaan Jumlah Dokumen o 5] -t 5’ -t d o = =,
Penatausahaan v . ) . o : ) w )
. Penatausahaan dan Penatausahaan dan Z Z o — o = o) a1 o) 9 =
dan Pengujian/ 03/01{2.02|0003 s . . - . . ~ ' ~ ' x o X o g S g =
. . Pengujian/ Verifikasi Pengujian/Verifikasi > > < =] < o N )
Verifikasi 5 5 g5 g5
K SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD s S s 8 s 8 e o
euangan 8 S e 8 8 8 8 S
Tersedianya §
Laporan Keuangan Jumlah Laporan — 8o g
Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun ; » : 5 S w Kepala Sub %
dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan | SKPD dan Laporan Hasil o = o @ = = = o @ separa su 2
. . 03(01|2.02| 05 . . . o I ° o3 ~ ' ~ ' ~ ! o » |Bagian Keuangan @
Koordinasi Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan S ; S th > > > S h =]
. N 3 o) dan Aset o
Penyusunan SKPD Laporan Keuangan Akhir g o & 8 g o =
Laporan Keuangan Tahun SKPD e e 3,
Akhir Tahun SKPD 8
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Datg Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program ada Tahun | Tahun Tahun Tahun ada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode gr Iéegi agtlan / 1 g . p Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 p periode  |Penan gglingjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) 3 “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya
Laporan Keuangan Jumlah Laporan o
Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun - ﬁ - ﬁ - f] Cé) g
dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Z Z IS @ I @ o N o o
Kogrdinasi 03/0112.02/0005 Keuailéan Akhir pTahun Koordinasi PSnyusunan ; I ; I 8‘ ﬁ E ?; :81 S :cgi o
Penyusunan SKPD Laporan Keuangan Akhir & S & 8 g S g 5
Laporan Keuangan Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD
Tersedianya
Laporan
Keuangan Jumlah Laporan =
Bulanan/ Keuangan )
Triwulanan/ Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/ o w o w 8 ) =
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan = @ = 8 = = = = oo Kepala Sub g
dan Laporan 03/01|2.02| 07 Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi 3 o S o ~ ' ~ ' ~ ! 5 © |Bagian Keuangan g
Koordinasi Triwulanan/ Semesteran | Penyusunan Laporan g S S S > > > g S dan Aset o
Penyusunan SKPD Keuangan § o % o § o g
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ o
Bulanan/ Semesteran SKPD o
Triwulanan/
Semesteran SKPD
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) @) @) @ (5) 6) @ | ® ©) (10| (1) | (12) | (13) | 14 | (15 | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Tersedianya
Laporan
Keuangan Jumlah Laporan -
Bulanan/ Keuangan )
Triwulanan/ Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/ oy w o w o w S —_ c
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan > = = g = g = g = g g
dan Laporan 1/03|01{2.02|0007 Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi ~ ' ~ ' % © % ® % o % O @
Do : > > 3 o ) ) 5] — 5] o s
Koordinasi Triwulanan/ Semesteran | Penyusunan Laporan 5 3 = S = o = o w
Penyusunan SKPD Keuangan g ° g e g © g o) g
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ >
Bulanan/ Semesteran SKPD o
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya - — - w N v
Dokumen Penyusunan Pelaporan Pei;ur;}:g dDz;rllqllkrrI:;l?sis E ® Q % = = = E o
Pelaporan dan |1/03|01|2.02| 08 | dan Analisis Prognosis b . L 2 0O 2} ® = ' = ' = ' X S
. . o Prognosis Realisasi o o > > > vl =~
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran A =4 S 3 3 =} 3> o
o nggaran @ @ @ on
Realisasi Anggaran =) © o] © =] e c
Kepala Sub g
Bagian Keuangan g
dan Aset o]
Tersedianya - w | 2] el 2| w | @2 = g
Dokumen Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumer} . E o OU e E N E NN ®
. . Pelaporan dan Analisis z = =3 v =3 o) = ~ = o 5
Pelaporan dan 1/03|01|2.02|0008| dan Analisis Prognosis . . . ~ ' ~ ' a % a ® al = al 2
N . o Prognosis Realisasi > > : o © .
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran A =] o 3 S 3 - 3 ©
. . nggaran %) =} 9] @ @ )]
Realisasi Anggaran 5 S 5 © 5 © 5 o
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Plea}[ksanian Persentase Tersusunnya EN —_ — — ol 5
eB atausanaan Administrasi Barang Milik| Dokumen Barang Milik —_ = — N —_ N — ~N — b W o
arang Milik 1l03l01l2.03 D o o = o o » o ) o v o Q0 - g £
. aerah pada Perangkat | Daerah pada Perangkat 100% S o 2 S o S S S > o) N Sekretaris 8.0
Daerah pada N o °© N © N S N N X b o 9
P Daerah Daerah Tepat Waktu dan ° 3 S Py S ( S : S P pa
erangkat Daerah Tepat Mutu © S 8 1 8 5
yang berkualitas P o S S ©
Terlaksananya - + - £
= : = =
Penatausahaan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan ] S & & 2 = ] =
o 1/03|01{2.03| 06 . Penatausahaan Barang e 3 N N N -~ e o
Barang Milik Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD S $ > > > > S o §
Daerah pada SKPD p g 8 g 8 o
o c
Kepala Sub g
Bagian Keuangan o
. L . o dan Aset o
EN 3 EN — EN 3 I 9 )
1I errllatksaninya Penatausahaan B Jumlah Laporan z = £ S I S I T s o 2
enatausanaan  1,13101(2.03/0006/| . arausataan Barang | pepaiausahaan Barang < = s S|= | & | 23 N 8
Barang Milik Milik Daerah pada SKPD . > > s} ( e} S e} : 2 :
Milik Daerah pada SKPD 8 o 3 : 3 o = o
Daerah pada SKPD 2 S 2 = = S S
s ) s = s S g )
. o N o ~ ~ 2 =
Lancarnya Persentase Kepegawaian ) g o 8 z — WS
Administrasi Administrasi Kepegawaian | Perangkat Daerah Sesuai 5 ) o o S o Q o |8 o |8 ) » . o c
Kepegawaian 1103)0112.05 Perangkat Daerah Kebutuhan dan Tepat 100% 3 S 3 o 3 8 R |° QR |° 3 S Sekretaris 2 B
) D o o o o o o o ) p Ei =+
Daerah Waktu = S S S S S @
S s} S s} s} S =
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
“Tujuan Sasaran Kode Program Iéelgag;:;an / Sub Kinerja Program pad/zi‘;ll‘zlh un T; g;; Tahun 2023 Tahun 2024 T;él; 5n T;él; 6n pa(::iil;?r P‘ég;ﬁgi;g‘igb Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |perencanaan lgenstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya
S . Jumlah Orang yang —_ —_ 3 IS ©
Bllmbmgan Teknis Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan © % o ) © o
mpelementasi X . . o 5 o 3 Z z Z o o
03|01|2.05| 11 | Implementasi Peraturan Teknis Implementasi bt S 5 3 ~ ~ ~ 1 o
Peraturan o : > > > o ~
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- 5 © 5 o 5 P )
Perundang- U 0 o 7 =3 da 8 g
ndangan S S = c
Undangan S o S
Kepala Sub o]
Bagian Umum o
Terlaksananya —_ dan Kepegawaian W
S . Jumlah Orang yang —_ —_ = —_ ~ N © g
Bimbingan Teknis imbi Tekni ikuti Bimbi = ol N © S I ) — <.
Impelementasi Bim ingan Teknis Meng.l ti Bim ingan > = 5 o 5 o 5 N S N ]
03|01|2.05|0011| Implementasi Peraturan Teknis Implementasi < < S = & 8 S 8 S o
Peraturan > > =4 S S S
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- % © % o § o § P
Perundang- Undangan 0o o 0] Q 0a = 0a S
Undangan & S ) ) g
o o = N> N -
Terselenggaranya Persentase Terpenuhinya % § § g E N o g
Kegiatan Administrasi Umum Penyelenggaraan o o Q o % o 9 S © o © = o . L c
Administrasi 03/012.06 Perangkat Daerah Penunjang Administrasi 100% o% o § N § 3 O% ol 1\2 8 1\2 S Sekretaris ‘g 8
Perkantoran Perkantoran @ o o © © g §
hart o S S o5 N
S S S o3 3
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
i IS) [§) EN
T;Zifd;irgla Penyediaan Komponen |Jumlah Paket Komponen 5 © 5 = N =
pone Instalasi Listrik/ Instalasi Listrik/ - 8 - N Z Z Z o N
Instalasi 03|01|2.06| 01 X 0 -~ ' -~ ' ~ ' ) =
S Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan % : % : > > > % . 5
Listrik/Penerangan . . 2 o 2 wu 2 wn =7
B Kantor Kantor yang Disediakan -+ S - o - o
angunan Kantor ) ) S £
Kepala Sub o]
Bagian Umum g
dan Kepegawaian o
. = — — N QO
Tlgérsrfgglrgla Penyediaan Komponen |Jumlah Paket Komponen 3 o 5 o 5 i ® ff] s,
Instalasi Listrik/ 030112.06/0001 Instalasi Listrik/ Instalasi Listrik/ Zz . Zz . g @ o @ o ) g @ 8
Penerangan Penerangan Bangunan | Penerangan Bangunan > > = ~ N = 2 = >
B Kantor Kantor yang Disediakan o o Q o a £ a S
angunan Kantor S =} =) o)}
w w
o { {
Tersedianya Jumlah Paket Peralatan S S o % b %
Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan - 8 o P z Z Z o 5
Perlengkapan 03|01|2.06| 02 Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 25 S g o ; I ; | ; | S = W
K yang Disediakan 2 o 2 w o w ©
antor - o -+ o - o o
o o o c
e e Kepala Sub g
Bagian Umum g
dan Kepegawaian o
N w w © &
i — N = - — a w N =]
Tersedianya . Jumlah Paket Peralatan N - N N N & ) @ ®
Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan 2z Z g ul g w g N g N o
03|01|2.06/0002 dan Perlengkapan Kantor -~ ' ~ ' N a © N
Perlengkapan Perlengkapan Kantor o > > = w = — = 3 = w
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S S 0 I§)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode  |Penan ngjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlak Jumlah L S > S g = *
erlaksananya . umlah Laporan = — = = %
Penyediaan Jasa 03(01|2.08| 01 Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat s g s o Zz ! Zz ' Z ' ] > =
Menyurat o e} o > > > o 19
Surat Menyurat Menyurat = ~ o 3 = ~ &
o o o S o o 2
=] S B =} S S
Kepala Sub 8
Bagian Umum o]
dan Kepegawaian
—_ N —_ N — N w (o)) W
Terlaksananya Jumlah Laporan ﬁ ; : ; I; > ? ﬂ g
Penyediaan Jasa |1/03/01]2.08|0001 Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Zz ' = ' o o8 o |8 S | B8 % 8
Menyurat > > S : 3 : 3 : 3 :
Surat Menyurat Menyurat = o = o = a1 = T
S S o o
E | 38|55 |38|5 | 8|8 |3
—_ N — N ) [4)]
Terlaksananya P di J gumlatil'} Lapgran S = N « » ®
Jasa Komunikasi enyediaan Jasa enyediaan Jasa & © & © Z Z zZ & ®
> 11/03|01|2.08| 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber ] o g S < ' < . < . ] o
Sumber Daya Air . L . L. 3 ) 3 S > > > I w
S, Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang = RS = o = ~ =
dan Listrik Disediak 2 @ g ) g @ o
isediakan =} 2 S o g
Kepala Sub s
Bagian Umum §
5 |dan Kepegawaian|
Jumlah Laporan = N = 5 = 5 w ! g
Terlaksananya P di J P di J N S N S N 00 o) o i=
Jasa Komunikasi enyediaan Jasa cnyediaan Jasa = Z g o g o & o & < 8
.2 11/03|01]|2.08{0002| Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber < ' < ' g 3 | 8 3| 8 » | 8 3
Sumber Daya Air . . . . > > S Ul 3 u 8 e 8 <
o Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang = P = % = P = )
dan Listrik R R © © © © o
Disediakan 5 = 5 K 5 ® 5 @
[
¥

176




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan . Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) tant eglatan |perencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Kondisi
Capaian Kinerja
s Program / Kegiatan / Sub Kinerja Program pada Tahun | Tahun Tahun Tahun pada akhir | Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan o Koo Awal 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 2025 2026 periode |Penanggungjawab Lokasi
(outcome) dan Kegiatan |porencanaan Renstra
(output) (2021) SKPD
target| Rp target Rp |target | Rp |target| Rp |target| Rp |target| Rp
(1) ) @) “4) (5 (6) )] &) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) (19) (20)
Terlaksananya o £ & ix
Pernehhg.raaljl/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kgntor - = N o o o w
Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya c =) c w =z Z Z c N =
03(01|2.09| 09 Gedung Kantor dan Y =] o ~ ' ~ ' ~ ' ® =S
Gedung Kantor . yang Dipelihara/ B B o) > > > B o) o
Bangunan Lainnya = 8 = =X Ba
atau Bangunan Direhabilitasi S 3 3 o g
Lainnya ® o
Kepala Sub
Bagian Umum
Terlaksananya o o o ° dan Kepegawaian
: ~ N NN o
Femelharean/ Pemelharaan/Rehabiliasi| Jumlsh Cedung Kantor - . AR SN AR
03]01/2.09/0009|  Gedung Kantor dan gunar o < | =< | c |8l |8 | c|lw|c| x
Gedung Kantor Baneunan Lainnva yang Dipelihara/ > > =) w = ~ =} w =} w
atau Bangunan gu Yy Direhabilitasi - 5 - S - oy - %
Lainnya s} S N o

181




Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pekerjaan Umum dan
Pertanahan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Persentase Prasarana Konektifitas;
Indeks Jaringan Infrastruktur;
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi;

Ketaatan Terhadap RTRW;

A

Indeks Kepuasan Masyarakat.
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DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANJAR

1. Meningkatnya Konektivitas Kabupaten

Meningkatnya konektivitas kabupaten diukur dengan indikator, yaitu:
a. Indikator Persentase Prasarana Konektivitas

Formulasi Perhitungan

Indeks Prasarana Konektivitas =

Panjang Jalan yang terhubung dengan pusat — pusat kegiatan dan Pusat
Y Produksi + PanjangPembangunan Jalan yang Mehubungkan Pusat —
Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

X 1009
Y. Panjang Jalan Kabupaten dan Poros Desa %

e Pembilang:
Jumlah panjang jalan yang terhubung dengan pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi ditambah dengan panjang pembangunan jalan yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.

e Penyebut:
Jumlah panjang jalan kabupaen dan poros desa.

e Ukuran konstanta adalah persen (%)

Prasarana Konektivitas berupa jalan yang menghubungkan pusat-pusat

kegiatan dan pusat produksi.

2. Meningkatnya Ketersediaan Infrastrukstur
Meningkatnya ketersedian infrastruktur diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
a. Indikator Indeks Jaringan Infrastrukstur
Jaringan Infrastruktur berupa fasilitas fisik untuk kepentingan umum seperti
sarana pengairan, drainase, jalan, bangunan gedung, dan fasilitas fisik lainnya
yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia.
Indeks jaringan infrastruktur dihitung dengan persentase jumlah pembobotan
yakni : 1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani
Sistem Jaringan Drainase (8,70%); 2) Persentase Penduduk yang Mendapatkan
Akses Air Minum Layak (25%); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan
Layanan Air Limbah (20%); 4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa
dalam Kondisi Mantap (30%); 5) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

(6,40%); 6) Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang
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Memadai (4,30%); 7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

(5,60%).

1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem

2)

Jaringan Drainase :

5 Penduduk yang Terlayani Sistem
Drainase Perkotaan Martapura
Y. Penduduk Kecamatan Martapura

Formulasi Perhitungan x 100 %
e Pembilang

Jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase perkotaan Martapura
e Penyebut

Jumlah penduduk Kecamatan Martapura

e Konstanta adalah persen (%)

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase kawasan
perkotaan Martapura sehingga tidak terjadi genangan tersedianya sistem
jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya
(perkotaan Martapura) dari panjang drainase terbangun mencakup luasan
dari jiwa penduduk yang terlayani. Jumlah penduduk yang terlayani
drainase perkotaan didapat dari total panjang drainase dibagi panjang
rumah (standart_10 meter) per unit yang didalam rumahnya ada 5 jiwa.
Jumlah penduduk perkotaan Martapura mengacu pada data Kabupaten
Banjar dalam angka BPS tahun 2021 dengan jumlah penduduk 118.860

jiwa.

Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman:

P lasi Perhit Y Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum % 100 %
ormulasi rernitungan =
& Y. Rumah Tangga Kab. Banjar °

e Pembilang

Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum
e Penyebut

Jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar

e Konstanta adalah persen (%)

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman
merupakan persentase rumah tangga yang terlayani air minum terhadap

jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar. Jumlah rumah tangga yang
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3)

4)

terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
air minum yang aman. Akses minum yang aman adalah memenuhi standar
kualitas, fisik dan kimia (F1 dan Ar) dan Biologi Air Minum (bebas E. Coli).
Jumlah rumah tangga Kabupaten banjar menggunakan basis data dari

Disdukcapil Kabupaten Banjar.

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah:
Formulasi Perhitungan =

Y Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Limbah Layak

x 100 %
Z Rumah Tangga Kab. Banjar

e Pembilang

Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air limbah layak
e Penyebut

Jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar

e Konstanta adalah persen (%)

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air limbah dibagi dengan jumlah
penduduk Kab. Banjar dikali 100%. Air Limbah adalah air yang telah
mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Jumlah Rumah

Tangga Kabupaten banjar menggunakan basis data dari BPS.

Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap:

Y. Panjang Jalan Desa dengan Kondisi Mantap

i i = x 1009
Formulasi Perhitungan S Panjang jalan Desa Yo

e Pembilang

Jumlah panjang jalan desa dengan kondisi mantap
e Penyebut

Jumlah panjang jalan desa

e Konstanta adalah persen (%)

Persentase jumlah panjang jalan desa dengan kondisi mantap terhadap
jumlah panjang jalan desa. Jalan poros desa dengan kondisi mantap adalah
jalan poros desa dalam kondisi baik atau.sedang sesuai umur rencana.

Total panjang jalan desa 1.116 km.
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S)

6)

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik;

Formulasi Perhitungan =

Y. Panjang Jaringan Irigasi primer dan sekunder Kewenangan Kabupaten
dalam Kondisi Baik x 100 %
Y Panjang Irigasi primer dan sekunderKewenangan Kabupaten

e Pembilang
Jumlah panjang jaringan irigasi primer dan sekunder kewenangan
kabupaten dalam kondisi baik

e Penyebut
Jumlah panjang irigasi primer dan sekunder kewenangan kabupaten

e Konstanta adalah persen (%)

Jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah jaringan irigasi primer dan
sekunder yang dapat mengairi areal pertanian. Jaringan irigasi merupakan
Jaringan Irigasi Permukaan (DI) : 8.720 m dan Jaringan Irigasi Rawa (DIR) :
557.116 m yang merupakan kewenangan kabupaten Banjar (menurut

Permen PU Nomor 14/PRT/M/2015). Total DI/DIR menjadi 565.836 m.

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai

) Akumulasi luas kawasan yang ditangani
Total capaian pertahun = - X 100%
Total luas kawasan strategis

e Pembilang

Jumlah akumulasi luas kawasan yang ditangani
e Penyebut

Total luas kawasan strategis

e Konstanta adalah persen (%)

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai
dihitung dengan membagikan akumulasi luas kawasan yang ditangani
terhadap total luas kawasan strategis dikali 100%. Berdasarkan Perda
RTRW Nomor 4 Tahun 2021, Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya

dan/atau lingkungan.
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7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

Formulasi Perhitungan =

Y. Luas Kawasan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis yang tertangani

x 1009
Y Jumlah Kawasan Strategis %

e Pembilang
Jumlah luas kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis
yang tertangani

e Penyebut
Jumlah kawasan strategis

e Konstanta adalah persen (%)

Kegiatan yang diperlukan sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan
ruang untuk mewujudkan lingkungan binaan baik perkotaan maupun

pedesaan khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

b. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan

Kompetensi

Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
merupakan persentase total perusahaan atau penyedia jasa yang aktif terhadap
total perusahaan di Kabupaten Banjar.

Y. Total Perusahaan atau Penyedia Jasa yang Aktif

Formulasi Perhitungan = X 100 %
v ung Y. Perusahaan di Kab. Banjar °

e Pembilang

Jumlah total perusahaan atau penyedia jasa yang aktif.
e Penyebut

Jumlah perusahaan di Kabupaten Banjar.

e Ukuran konstanta adalah persen (%)
Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi

persyaratan kompetensi merupakan jumlah persentase jumlah tenaga terampil

bersertifikat terhadap jumlah tenaga terampil bersertifikat dalam 5 Tahun.
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3. Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan
Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan diukur dengan indikator, yaitu :
a. Ketaatan Terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW berarti bahwa pembangunan wilayah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap
RTRW dihitung dengan persentase pembobotan, yakni: 1) Persentase
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) dan 2)
Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan (30%).
1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang :
Formulasi Perhitungan

Persentase ketaatan terhadap RTRW =

Y. Luas Lahan Sesuai Peruntukannya

x 1009
Y. Luas Lahan Kabupaten o

e Pembilang:

Jumlah Luas lahan sesuai peruntukannya
e Penyebut:

Jumlah luas lahan kabupaten.

e Ukuran konstanta adalah persen (%)

2) Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan :

Formulasi Perhitungan =

Y. jumlah aset pemkab yang diinventarisir

X 100 %
Y. Target inventarisasi aset pemkab dalam satu tahun °

e Pembilang
Jumlah aset pemerintah kabupaten yang diinventarisir

e Penyebut
Jumlah target inventarisasi aset tanah pemerintah kabupaten dalam
satu tahun

e Konstanta adalah persen (%)

4. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik
Reformasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya. Nilai IKM didapat dari survei kepuasan

masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Survei kepuasan masyarakat
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Unit penyelenggara pelayanan publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus
diukur, yaitu:

1) Persyaratan

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3) Waktu Penyelesaian

4) Biaya/Tarif

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6) Kompetensi Pelaksana

7) Perilaku Pelaksana Pelayanan

8) Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Pelayanan

9) Sarana dan prasarana.

Formulasi Perhitungan
Indeks Kepuasan Masyarakat =

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = 2Bobot 100 %

> Unsur

Y Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IKM = X Nilai Penimbang

Y. Total Unsur yang Terisi

Nilai Interval Konversi IKM = IKM Unit Pelayanan X 25
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dokumen RPJMD menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banjar terpilih ke dalam program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan didukung oleh
seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar. Penyusunan RPJMD Kabupaten
Banjar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui

pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahap awal dari penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah
menyusun Rancangan RPJMD dengan menganalisis capaian kinerja
pembangunan, merumuskan isu strategis, dan menyusun skenario
pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang termasuk penyusunan perkiraan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan analisis kerangka ekonomi dan
investasi daerah. Rancangan semakin penting karena berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang sangat
fundamental terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Beberapa
kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

dialihkan menjadi menjadi kewenangan provinsi maupun nasional.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 juga
dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan
perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan
Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 disusun dengan mengacu
pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan-Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banjar, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta berbagai kebijakan
nasional lainnya yang berkaitan dengan komitmen internasional seperti tujuan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sebagai salah satu keharusan yang
wajib dilakukan adalah menetapkan berbagai indikator yang harus dicapai
dalam penyelenggaraan urusan melalui berbagai program yang menjadi
kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan
jajaran Pemerintah di Kabupaten Banjar.
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Setiap Misi Pembangunan Daerah akan dijabarkan ke dalam tujuan dan

sasaran hingga program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi

kewajiban jajaran pelaksana pemerintahan untuk mencapainya melalui beberapa

upaya penyelenggaraan program disertai dengan pendanaan masing-masing.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 berada

dalam misi kedua, ketiga dan keempat. Misi Kedua yakni “Peningkatan ekonomi

yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah

yang berkeadilan”. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam

Misi kedua adalah sebagai berikut :

10.

Tujuan :

Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong
kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan

yang inklusif dan berkualitas; dan

Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan

dan angka pengangguran;
Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang
mendorong pertumbuhan ekonomij;

Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan;

Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan
Pariwisata, dan Ekonomi Digital;

Menurunnya Angka Pengangguran,;

Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM;
Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi
pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan
Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial;

Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui
Pembangunan Perdesaan;

Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri
ekonomi rumah tangga; dan

Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan
pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan

pembangunan antar wilayah.
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Dari 10 (sepuluh) sasaran tersebut diatas, sasaran yang menjadi urusan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Meningkatnya
ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas kabupaten”.

Misi Ketiga yakni “Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam misi tiga adalah
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor

pembangunan daerah;
2. Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni;
3. Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan; dan
4. Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup.

Dari 4 (empat) sasaran tersebut di atas, sasaran yang menjadi urusan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Meningkatnya
Ketertiban Ruang dan Bangunan”.

Misi keempat, yakni Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik,
bersih dan efektif. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam
misi keempat adalah terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan
efektif.

Sasaran :

1. Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah;

Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik;

Terselenggaranya reformasi dalam system perencanaanj penganggaran dan

akuntabilitas kinerja;

Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

Berkembangnya professional ASN; dan

Berkembangnya system pemerintahan berbasis elektronik.

Dari 6 (enam) sasaran tersebut di atas, sasaran yang menjadi urusan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Terselenggaranya

Reformasi dalam Pelayanan Publik”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Indikator Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut :
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Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.1

Kondisi
Kinerja pada

awal periode

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi

Kinerja pada

No. Indikator
RPJMD (%) akhir periode
RPJMD
Tahun 2021 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Misi 2 : Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
Tujuan : 1. Terwujudnya Ekonomi Berbasis Kerakyatan Yang Dapat Mendorong Kemandirian, Produktif, Berdaya Saing Dan Kokoh Dengan Pertumbuhan Yang
Inklusif Dan Berkualitas
Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
1 Indeks Konektifitas 65,53% 68,28% 72,70% 75,46% 78,21% 80,96% 80,96%
Persentase Prasarana Konektivitas 98,73% 98,73% 98,73% 98,73% 98,73% 98,73% 98,73%
- Persentase Jalan Kabupaten dalam 71,44% 72,14% 72,84% 73,54% 74,24% 74,94% 74,94%
Kondisi Mantap

Misi 2

Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan

Tujuan : 2. Terwujudnya Penurunan Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Angka Pengangguran

Sasaran: 7. Berkembangnya Potensi Ekonomi Yang Didukung Peningkatan Dan Pemantapan Infrastruktur, Serta Infrastruktur Lainnya Untuk Pemerataan

Pembangunan Antar Wilayah

2 Indeks Infrastruktur

73,09%

73,25%

74,74%

76,14%

77,41%

78,82%

78,82%

Indeks Jaringan Infrastruktur

73,09%

73,25%

77,56%

86,10%

79,34%

80,19%

80,19%
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Kondisi
Kinerja pada

awal periode

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi

Kinerja pada

No. Indikator

RPJMD (%) akhir periode

Tahun 2021 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 REJMD
Persentase Peningkatan Luasan 46,97% 45,98% 46,20% 46,41% 46,62% 48,26% 48,26%
Kawasan Perkotaan yang Terlayani
Sistem Jaringan Drainase
Rasio Luas Kawasan Permukiman N/A 37,87% 38,54% 39,20% 39,87% 64,47% 64,47%
Rawan Banjir yang Terlindungi oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjir
di WS Kewenangan Kabupaten
Persentase Penduduk yang 79,52% 80,57% 81,61% 82,64% 83,66% 84,67% 84,67%
Mendapatkan Akses Air Minum
yang Aman
Persentase Penduduk yang 61,57% 76,74% 79,68% 82,27% 84,38% 86,49% 86,49%
Mendapatkan Layanan Air Limbah
Persentase Luas Kawasan Strategis N/A 83,41% 84,57% 85,54% 86,52% 87,58% 87,58%
dengan Infrastuktur yang Memadai
Persentase Tersedianya Tata 100% 78% 81% 84% 87% 90% 90%
Bangunan dan Lingkungan
Persentase Panjang Jalan Poros 71,95% 72,27% 73,47% 74,67% 75,87% 77,07% 77,07%

Desa dalam Kondisi Mantap
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Kondisi
Kinerja pada

awal periode

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi

Kinerja pada

No. Indikator
RPJMD (%) akhir periode
RPJMD
Tahun 2021 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
3 Persentase Penyedia Jasa 84,00% 87,00% 87,50% 88,00% 88,50% 89,00% 89,00%
Konstruksi yang Memenuhi
Persyaratan Kompetensi
- Persentase Pemenuhan Kebutuhan 85,90% 87,00% 87,50% 88,00% 88,50% 89,00% 89,00%
Tenaga Terampil Konstruksi yang
Memenuhi Persyaratan Kompetensi
Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Tujuan : 1. Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan
Sasaran: 1. Terwujudnya Penataan Ruang yang Terintegrasi dengan seluruh Sektor Pembangunan Daerah
4. Persentase Kepatuhan Terhadap 94,505% 94,512% 94,519% 94,526% 94,533% 94,54% 94,54%
Rencana Tata Ruang
- Persentase Kesesuian Pemanfaatan 92,15% 92,16% 92,17% 92,18% 92,19% 92,20% 92,20%
Ruang terhadap Rencana Tata
Ruang
- Persentase Pemanfatan Bangunan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

terhadap Rencana Tata Ruang
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Kondisi
Kinerja pada

awal periode

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi

Kinerja pada

No. Indikator
RPJMD (%) akhir periode
RPJMD
Tahun 2021 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Persentase Jjin yang Dikeluarkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai dengan Tata Ruang
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sengketa Tanah
Persentase Koordinasi, Fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Informasi Penyelenggaraan
Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria
Persentase Luasan Aset Tanah 29,22% 46,67% 64,12 - - 64,12%
Pemkab yang Tersertifikati
Persentase Aset Tanah Pemkab 100% 100% 100% - - 100%
yang Teriventarisir dan Dipatenkan
Persentase Luasan Aset Tanah - - - 100% 100% 100%
Pemkab yang Tersertifikasi
Persentase Aset Tanah Pemkab - - - 100% 100% 100%

yang terinventarisir
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Kondisi
Kinerja pada

awal periode

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi

Kinerja pada

No. Indikator
RPJMD (%) akhir periode
RPJMD
Tahun 2021 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif
Tujuan : 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif
Sasaran: 2. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik
5. Indeks Kepuasan Masyarakat 83,26% 84,00% 85,00% 86,50% 87,00% 88,31% 88,31%
- Persentasi Terpenuhinya Penunjang N/A 73,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00% 80,00%

Urusan Pemerintah Daerah
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar disusun sebagai wujud dukungan sistem Administrasi Negara
yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan
fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap
aspirasi pihak-pihak yang dilayani Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Banjar dan Masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan
penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang
dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan/kegagalan dilaksanakan
visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Banjar umumnya dan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya
komitmen, semangat, tekat kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang
ditunjukan melalui kesengguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan
berbagai bentuk program dan kegiatan yang dirumuskan sehingga hasil-hasil
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari
peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah memberikan arah
perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya
S (lima) tahun kedepan dengan perumusan rencana strategis, perubahan yang
akan dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai
perubahan tersebut.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya Renstra perlu
dikaji secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka akan diambil upaya-
upaya sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan
mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerja.

2. Memantau dan menyesuaikan secara terus-menerus keselarasan kinerja
antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar dengan Propeda maupun renstra Kabupaten, sehingga
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mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten
Banjar.

Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan pada Stakeholders (Pengguna
Informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti pelayanan prima
yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan
pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi
pengguna administrasi.

Melakukan  pengembangan  perencanaan  strategis sesuai dengan
perkembangan perubahan lingkungan strategis dilaksanakan dengan
dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.
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Tabel 8.1
Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA
Meningkatnya ketersediaan Meningkatnya Persentase Prasarana 98,85 %
infrastruktur wilayah dan konektivitas Konektivitas
konektivitas yang mendorong | kabupaten
pertumbuhan ekonomi
Berkembangnya potensi Meningkatnya Indeks Jaringan 86,10 %
ekonomi yang didukung ketersediaan Infrastruktur
peningkatan dan pemantapan | infrastruktur
infrastruktur, serta kabupaten
infrastruktur lainnya untuk
pemerataan pembangunan
antar wilyah
Berkembangnya potensi Meningkatnya Persentase Penyedia Jasa 88,00 %
ekonomi yang didukung ketersediaan Konstruksi yang Memenuhi
peningkatan dan pemantapan | infrastruktur Persyaratan Kompetensi
infrastruktur, serta kabupaten
infrastruktur lainnya untuk
pemerataan pembangunan
antar wilyah
Terwujudnya penataan ruang Meningkatnya Persentase Kepatuhan 94,526 %
yang terintegrasi dengan ketertiban ruang terhadap Rencana Tata
seluruh sektor pembangunan | dan bangunan Ruang
daerah
Meningkatnya kualitas dan Terselenggaranya Indeks Kepuasan 86,50 %
inovasi pelayanan publik reformasi dalam Masyarakat
pelayanan publik
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